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 ABSTRACT

Region autonomy paradigm has an implication on various problems faced by
municipal and regencial governments. One among these problems in implementing region
autonomy paradigm is that the local governments are obliged te provide qualified public
service. Qualified public service is a basic need for global society. However, providing
qualified public service is not a simple problem for Semarang municipal government since
many factors hampering realization of this ideal.

In implementing region autonomy paradigm Semarang municipal government as a
public institution has taken reform actions, namely simplifying service procedures and
structures, as well as created United Service Unit (UPT). Ii 1s aimed at giving service, which
stresses on soclety’s satisfaction, especially in Bualding Construction Permit (IMB).

Based on the researcher’s assumption, Semarang municipal government efforts m
creating qualified permit service has not been optimal. The low quality of this service was
based on various factors covering low work motivation, unsound organizational climate, and
inappropriate leadership style.

Motivation factor was the first variable that explains that the more satisfied a
government employee the higher his/her motivation, which finally supports performance of
collective effectiveness.

Work climate as the second variable was also a determining factor. It was assumed
that conducive climate would enhance service performance, while unconducive
organizational climate will lower service. Leadership style as another variable was also a
dominant factor. It was assumed that the night leadership style would influence government
employees to act in accordance with their leaders’ order, and vice versa.

Research type of this research was explanatory, while analytical method was
quantitative added with qualitative analysis. Hypotheses test used Rank Kendall and Kendall
Concordance correlation coefficient.

Result of this research : :

1. Coefficient correlation between Motivation variable and Service Quality
was 0.262 with 0.041 or 96% significance level.

2. Coefficient correlation between Work Climate variable and Service Quality was 0.258
with 0.038 or 96% significance level.

3. Coefficient correlation between Ieadership Style variable and Service Quality was 0.430
with 0.049 or 95% significance level.

4. Determinant coefficient correlation is 0.416 or 17.8%, meaning that the 82.2% of service
performance was determined by other factors out of the three variables in this research.

Recommendations :

1. Service Quality

Review service procedures and evaluate its implementation.

Reformat IMB registration sheet.

Training on service management for those providing service.

Service queuing system for on-time permit based on registration number.

Suitability of educational/knowledge background with job responsibility to enhance
effective working result.
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2. Work Motivation

a.

o0 o

]

g
h.

Easily applied standard operating procedures to ease evaluation on the apparatuses
working performance.

Enhancement on the apparatuses awareness on the importance of prime service.
Arrangement of work accomplishment schedule.

Clarity on roles in terms of authority and responsibility.

Scheduled apparatuses job rotation to increase the apparatuses knowiedge and to
prevent boring situation.

Incentives based on apparatuses work performance.

Work load and placement should be based on educatlonallknowledge background,
Promotion should be based on work achievement.

3. Work Climate

a.
b.

C.

d

e.

Creating harmonious and synergetic relationship among peers.

Creating open working relationship among peers and developing mutual trust among
them.

Job promotion should be based on work achievement.

Policy implementation should be supported with commitment on all elements in the
orgarization,

Reward for those with excellent job accomplishment.

4. Leadership Style

a.

Inngvative, creative and participative leaders are needed for enhancing service
provision. Recruitment should be based on fit and proper test.

b. Participative management style for managing public service.
¢. Enhancement on the involvement of staffs in decision-makmg and problem solving.




ABSTRAKSI

Paradigma otonomi daerah, mempunyai implikasi masalah yang dihadapi oleh daerah
kota/kabupatenn, Masalah yang dihadapi menyongsong paradigma otonomi di antarnya
keharusan daerah untuk penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Kualitas pelayanan
publik merupakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat giobal. Penyediaan produk
kualitas pelayanan bagi Pemerintah Kota Semarang bukan merupakan masalah yang sederhana,
hal in1 dikarenakan banyak faktor yang menentukan.

Dalam menyikapi paradigma otonomi Pemerintah Kota Semarang sebagai lembaga
publik telah mengambil langkah-langkah reformasi, yaitu penyederhanaan struktur dan prosedur
pelayanan serta membentuk Unit Palayanan Terpadu (UPT). Hal ini dimaksudkan untuk
mewujutkan kualitas pelayanan dengan prinsip kepuasan masyarakat, khususnya dalam bidang
pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan asumsi penulis, langkah yang telah ditempuh Pemerintah Kota Semarang
untuk mewujudkan kualitas pelayanan perijinan belum dapat dicapai secara optimal. Rendahnya
kualitas pelayanan di mungkinkan oleh faktor rendahnya motivasi kerja, iklim organisast yang
kurang kondusif dan gaya kepemimpinan yang kurang tepat.

Faktor Motivasi merupakan variabel independen pertama yang menerangkan bahwa
semakin terpenuhinya kepuasan pegawai, akan dapat meningkatkan semangat kerja induvidual
yang mendorong pada tingkat efektivitas kinerja kolektif.

Iklim kerja nampaknya juga merupakan faktor yang menentukan, hal ini di asumsikan
bahwa iklim yang kondusif akan dapat meningkatkan kinerja pelayanan, sebaliknya iklin
organisasi yang kurang kondusif akan menurunkan tingkat kinerja pelayanan. Elemen lain gaya
kepemimpinan juga merupakan faktor dominan hal ini di asumsikan gaya kepemimpinan yang
tepat akan dapat mempengaruhi pegawai untuk berperilaku sesuai yang diinginkan pimpinan dan
sebaliknya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatori, sedangkan
analisis yang digunakan kuantitatif yang dipertajam dengan tipe kwalitatif. Uji hipotesis
menggunakan koefisisen korelasi Rank Kendall dan Konkordansi Kendall.

Hasil penelitian :

1.Variabe! Motivasi dengan Kualitas pelayanan mempunyai hubungan korelasi koefisien sebesar
0,262 dengan tingkat signifikan 0,041 atau 96%

2.Variabel Iklim kerja degan Kualitas pelayanan mempunyai hubungan korelasi koefisien
sebesar 0,258 dengan tingkat signifikan 0,038 atau 96%

3.Variabel Gaya kepemimpinan dengan Kualitas pelayanan mempunyai hubungan korelasi
koefisien sebesar 0,430 dengan tingkat signifikan 0,049 atan 95%

4.Sedangkan Korelasi koefisien determinasi 0,416 atau 17,8 % yang dijabarkan 82,2% Kualitas
pelayanan di tentukan oleh faktor lain di luar variabel penelitian.

Rekomendast :
1. Kualitas pelayanan :
a. Perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap prosedur pelayanan dan dilakukan evaluasi
terhadap implementasinya.
b. Dilakukan re-format formulir isian bagi pendafiran IMB.
¢. Untuk meningkatkan kemampuan petugas dibidang pelayanan perlu diberikan Diklat
yang sesuai dengan bidang tugasnya (manajemen pelayanan)




d.

Q.

Sistemn antrian pelayanan secepatnya diimplementasikan dimaksudkan agar ijin dapat
diselesaiakan secara tepat waktu berdasarkan urut pendaftran.

Agar dapat lebih efektif dalam pencapaian hasil kerja, di dalam penempatan pegawai
disesuaikan latar belakang pendidikan/pengetahuan yang dimiliki pegawai.

2. Motivasi kerja.

a. Untuk mempermudah evaluasi kinerja pegawai perlu disusun standar kerja yang mudah
dioperasionalkan,

b. Penigkatan kesadaran pegawai akan pentingnya pelayanan prima

c. Disusun jadwal penyelesaian tugas

d. Perlu adanya kejelasan peran yang menyangkut wewenang dan tanggung jawab.

e. Untuk menambah pengetahuan serta menghindari kejenuhan perlu dilakukan rolling
pegawai secara berkala.

f, Diberikan insentif yang besarnya di tentukan berdasarkan kinerja pegawai

g Agar dapat lebih efektif dalam pencapaian tujuan organisasi, beban fugas dan
penempatan pegawai di sesuatkan latar belakang pendidikan/pengetahuan.

h. Dalam promosi jabatan periu diperimbangkan aspek prestasi kerja

3. Iklimkerja

a. Menciptakan pola hubugan diantara sesama rekan kerja yang harmonis dan sinergis

b. Menciptakan hubungan kerja secara terbuka diantara rekan kerja, serta mengembangkan
sikap saling percaya.

¢. Dalam promosi jabatan dilakukan terbuka dengan mempertimbangkan prestasi kerja
pegawai.

d. Dalam implementasi kebijakan perlu didukung komitmen terhadap semua unsur dalam
organisasi.

e. Penghargaan bagi pegawai yang berhasil dalam pelaksanaan tugas dengan baik/prestasi

4, Gaya Kepemimpinan.

a.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekiranya diperlukan seorang pimpinan yang
inovatif, kreatif dan partisipatif. Agar diperoleh kepemimpian yang tepat di dalam
rekrutmen dilakukan secara kompetitif melalui fir & proper fest

Dalam manajemen pelayanan publik perlu dipertimbangkan dengan pendekatan gaya
kepemimpinan partisipatif.

Keterlibatan bawahan dalam pengambilan keputusan maupun pemecahan masalah
organisasi masih perlu ditingkatkan.
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BAB. II
TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN T}éORI
Konsep tradisional Administrasi Publik dalam memberikan pelayanan
masyarakat sangat tergantung pada aspek struktural (struktur organisasi birokrasi).

Pandangan ini membawa implikasi bahwa administrasi publik tidak akan dapat di

lepaskan dart sektor publik politik. Hal ini karena yang menentukan struktur

organisasi dominan ditentukan oleh kepentingan-kepentingan politik. Pokok pikiran
inilah membawa konsekuensi adanya pandangan single line autority dimana kualitas
pelayanan publik sangat ditentukan oleh bagaimana birokrasi melakukan pelayanan

" yang ditentukan oleh kepentingan politik (Jan Erik Lane,1995:2) Dengan argtunenfasi

inilah muncul pergeseran paradigma pelayanan publik pada sektor swasta. Secara

teoritis terdapat 5 (lima) paradigma Administrasi Negara antara lain :

1. Paradigma pertama 1900-1926 “Dikotomi Politik/Adininisirasi” dalam
paradigma ini telah dilakukan pemisahan antara politik dan administrasi negara.
Dimana administrasi negara dilakukan oleh birokrasi sedangkan fungsi politik
sebagai pembuat kebijakan dilakukan oleh Legislatif dan Yudikatif.

2. Paradigma kedua 1927-1937 “Prinsip-prinsip Adlnjﬁisn"asi Negara”  dalam
paradigma ini admimstrasi telah pada puncak kejayaannya, dimana prinsip-
prinsip administrasi telah dapat diberlakukan di semua organisasi baik publik
maupun swasta (universal). Tokoh terkemuka dalam paradigma kedua ini seperti

Mary Parker Follett, Henry Fayol.
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3. Paradigma ketiga 1950-1970 “Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik” dalam
pandangan ini bahwa administrasi negara adalah merupakan bagian dari ilmu
politik, dimana untuk dapat dilaksanakan secara efektif perlunya kontrol sosial
dari masyarakat.

4. Paradigma keempat 1956-1970 “Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi”
pandangan dalam paradigma ini administrasi negara sebagai ilmum yang dapat
diterapkan dalam semua lembaga pemeritahan yang ada.

5. Paradigma kelima 1970 ..... ? “Administrasi Negara sebagai Administrasi
Negara” bahwa dalam pandangan ini administrasi negara dipakai dalam
kegiatan disemua lembaga kenegaraan (dikutip dari Nicholas Henry, 1995:35-63)
Daldm perkembangan paradigma dewasa ini telah muncul paradigma béfu yang
antei'Ilporer atau paradigma ke 6 (enam) yaitu :

6. Paradigina  “Paradigma  Kebijakati = Publik” dimana  kepeittingan
pubiik/masyarakat merupakan aspek yang dominan.dalam Administrasi Negara
(Mustopadidjaya, 2000:3)

Paradigma kebijakan publik merupakan paradigma menuju konsep
pemerintahan yang baik (good governance), yang dewasa menjadi issue yang paling
mengemuka dalam iaengeiolaan administrasi publik. Tuntutan gencar yang dilakukan
masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik
ddalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, di samping adanya
pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi

bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena tuntutan itu merupakan hal




yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukaﬁ
perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan
yang baik.

Dari segi functional aspect, governance dapat ditinjau dari apakah
pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya pencapaian tujuan
yang telah digariskan, atau sebaliknya ? Word Bank telah memberikan definisi :

The way stale power is used in managing economic and sosial
resourses for development of society.

Sementara UNDP mendefinisikan sebagai :

The exercise of political, economic, and administrative authority to
manage a nation’s affair at all levels.

Oleh karena menurut definisi terakhir ini governance mempunyai tiga kaki (three

legs) yaitu ;

1. Economi governance, meliputi proses-proses pembuatah keputus#u (decision
making proceses yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negéri dan
interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai
mmplikasi terhadap equity, poverty dan quality of life.

2. Political governance, adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi
kebijakan.

3. Administrative governance, adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Institusi governance meliputi tiga domain yaitu sfafe (negara atau pemerintah),

private sector (sektor swasta atau dunia usaha) dan society (masyarakat) yang saling

berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan
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berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasfa
menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan socity berperan positif dalam
interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok
masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Negara sebagai suatu unsur governance di dalamnya termasuk lembaga-
lembaga politik dan lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan-
perusahaan swasta yang bergerak diberbagai bidang dan sektor informal lain di pasar.
Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat, namun demikian
sektor swasta dapat di bedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai
pengaruh terhadap kebijakan sosial, ekonomi dan politik yang dapat menciptakan
lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri.- Sedangkan
masyarakat (socity) terdiri dari individu atau kelompok (baik yang terorganisasi
maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, ekonomi dan politik dengan aturdn
formal maupun non formal. Society meluputi lembaga swadaya masyarakat,
organisasi profesi dan lian-lain. Arti good dalam good governance mengandung dua
pengertian yaitu :

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat dan nilai-nilai yang
dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional)
kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

2. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif, efisien, dalam melaksanakan

tugasnya untuk mencapai tujuan.
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Berdasarkan pengertian good governance yang pertama beorientasi ideal yang
diarahkan pada tujuan nasional. Kedua pemerintahan yang berfungsi secara efektif
efisien dalam melakukan upaya .pencapaian tujuan. Orientasi pertama mengacu pada
demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen seperti legitimacy,
accountability, scuring of human rights, autonomy and devolution of power, dan
assurance of civilian control. Sedangkan orientasi kedua tergantung pada sejauhmana
pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur, mekanisme politik
serta administratif berfungsi efektif dan efisien.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa wujud good governance
adalah penyelenggaraaan pemerintahan negara yang solid dan bertangung jawab serta
efisisen dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantard
domain-domaian negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Och karetia good
governance termasuk sistem administrasi negata, maka updya untuk mewujudkati
* good governance juga merupakan upaya penyempurnaan pada sistem administrasi
negara yang berlaku secara menyeluruh (Mustopadidjaya, 2000: 3)

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari
sentralisasi ke desentralisasi, dari terpusatnya kekuasaan eksekutif ke power sharing
antara eksekutif dan legislatif daerah harus disikapi dengan mengubah manajemen
pemerintaltan daerah. Dari sisi manajemen publik juga terjadi perabahan nilai-nilai
yang semula menganut proses manajemen yang berorientasi kepada kepentingan
internal  ke-kepentingan eksternal disertai dengan peningkatan pelayanan dan

pendelegasian sebagian tugas pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat/pasar.
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Dalam rangka membangun good governance di daerah tidak bisa lepas dari
prinsip dasar akuntabiliatas. Para pembuat kebijakan pemerintahan bertanggung
jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Prinsip ini mengandung
makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan atau semua kegiatan birokrasi
pemerintah  harus dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada
masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Akuntabilitas merupakan kunci
untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik sesuai dengan
kepentingan masyarakat. Secara umum akuntabilitas berarti kewajiban organisasi
publik untuk membuat perhitungan-perhitungan yang seksama dan lnencataﬁya
dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial cian keadaaan organisasi dan
menyampaikan laporan setidp tahun (laporan tahunan).

Ada beberapa bentuk akuntabilitas diantaranya akuhtabiliias polﬁik,
akiritabilitas legal, akuntabiitas konstitusional, akuntabilitas sosial, akuntabilitas
personai dan sebagainya. Dalam sektor publik biasanya dikenal akuntabilitas ke dtas,
akuntabilitas ke luar, akuntabilitas ke bawah dan akuntabilitas ke dalam (Corbett,
1996:197-201 dalam Teguh Yuwono)

Akuntabilitas  ke-atas (upward accountability) menunjukkan adanya
kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada
pimpinan eksekutif dan menteri. Akuntabitas ke luar (outward accountability) berarti
tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok
klien dan stakeholders dalam masyarakat. Akuntabilitas ke bawah (downward

accountability) menunjukkan bahwa setiap pimpinan dengan berbagai tingkatan
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harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada
bawahan, karena se:bagus apapun suatau kebijakan hanya akan berhasil manakala
dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai. Akuntabilitas ke-dalam (inward
accountability)  menunjukkan adanya tuntutan kemampuan para pimpinan dan
pekerja untuk mempertahankan aktivitas mereka sesuai dengan estandar moral (hati
nurani)

Menyangkut akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang
Nomor.25 Tahun 1999 memberikan implikasi pada sistem akuntabilitas publik di
daerah. Pertama, Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Kedua
Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPRD tentang
pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah. Ketiga DPRD memiliki
wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah termasuk di
dalamnya pelaksanaan APBD.

Dari segi teknis akuntansi, dampak otonomi daerah masih sebatas pengaturan
kelembagaan. Oleh karena itu di dalam akuntabilitas harus ditetapkan kriteria dan
indikator untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, serta mekanisme yang dapat
mengontrol dan memastikan tercapainya standar kinerja. Jika indikator kinerja tidak
jelas maka akan mempunyai implikasi negatif. Sisi lain Kepala Daerah tidak
memiliki acuan yang jelas bagi pelaksanaan tugas, dan sebaliknya DPRD juga tidak
memiliki acnan jelas untuk melakukan pengawasan serta mengukur keberhasilan

kinerja Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu ada beberapa dimensi yang dapat
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dimasukkan dalam akuntabilitas yakni : legal. Prosedural dan sosial. Dimensi legal

mengandung makna bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan yang dilakukan

pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dimensi prosedural

mengadung makna bahwa kegiatan yang dilakukan pemerintah harus mengikuti

tahapan yang yang telah ditentukan. Dimensi sosial lebih menekankan pada aspek

penerimaan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat di daerah.

Oleh sebab itu good gavernance berpegang pada akuntabilitas, maka dalam aspek

pelayanan publik sudah seharasnya memuat beberapa hal seperti :

1. Adanya rumusan standar kualitas pelayanan publik yang jelas dan di sosialisasikan
kepada masyarakat

2. Adanya sistem penanganan keluhan yang responsif

3. Adarya ganti rugi yang diberikan kepada klien atau pengguna jasa apabila merc;.ka
tidak puas defgan pelayanan yang diberikan oleh pemetintah daeral.

4. Adanya lembaga banding apabila terjadi konflik antar klien dengan aparatur
pelaksana pelayanan publik.

Reformasi Administrasi Negara dalam era globalisasi banyak dilakukan di
negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Reformasi administrasi di Indonesia
yang telah dilakukaﬁ sebetulnya lebih mempunyai tujuan utama peningkatan kualitas
pelayanan publik yang selama ini kurang responsif terhadap perkembangan
masyarakat. Perubahan ini sebetulnya merupakan perubahan paradigmatis karena
sektor publik selama ini hanya memperhitungkan efisiensi dan efektifitas tanpa

banyak mempertimbangkan responsivitas publik. Tudingan yang sering muncul pada
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paradigma lama ini bahwa pelayanan publik hanya mempertimbangkan kepentingan
birokrasi serta cenderungn inefisien. Oleh sebab itu kualitas pelayanan menjadi ujung
tombak bagi reformasi administrasi. ’
Arah yang akan dicapai reformasi adalah effisiensi, effectiviness,
responsiviness concern in iheir administrative systems. Reformasi administrasi
ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas pelayanan pemerintah kepada
masyarakat dan administrasi yaitu untuk menyempurnakan rasio antara belanja dan
output dalam organisasi publik, sebagaimana definisi Khan (1981) Reformasi
diartikan sebagai usaha melakukan perubahan-perubahan pokok dalam suatu sistem
birokrasi yang bertujuan merubah struktur, tingkah laku dan keberadaan atau
kebiasaan yang telah lama. Reformasi pelayanan adalah suatu kegiatan perbaikan
pelayanaﬁ yang berorientasi pada kepuasan pelanggan secara berkesinambungan.
Dalam membahas .kepuasan pelanggan “secara teoritis tidak dapat lepas dari
pembahasan aspek-aspek yang berkaitan dengan kualitas pelayanan. Guna memahami
tentang kulitas pelayanan pada sektor publik maka akan dibahas secara detail pada

bahasan di bawah ini,

A.1. Kualitas Pelayanan
Edwards Deming (1986) mengakui bahwa tidak mudah untuk mendifinisikan
kualitas, oleh karena dengan kesukaran tersebut telah mendifinisikan kualitas

sebagai :
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The difficulty in defining quality is to translate future need of the
user into measurable characteristics, so that a product can be
designed out to give satisfaction at a price that the user will pay.lt
also means that quality of care is a predictable degree of uniformity
and dependability at a low cost, suited to the market. "

Secara umum pengertian kualitas adalah merupakan karakteristik produk atau
Jasa yang ditentukan oleh pemakai“customer”dan diperoleh melalui pengukuran
proses. Edwards Deming mengakui bahwa tidak mudah untuk mendifinisikan
kualitas. Sehingga berdasarkan kesukaran tersebut Edwards Deming telah
mendifinisikan kualitas menurut konteks persepsi “customer* dan kebuinhan serta
kemauvan “customer”.

Berdasarkan pendapat Edward dapat di simpulkan bahwa kualitas merupakan
persepsi masyarakat terhadap sesuatu produk barang atau jasa yang dapat memenuhi
kebutuhan dah sesuai selera’kemanan mereka. Dari pendapat tersebut di atas telah
dipertajam oleh Dadvid Osborne Ted Gaé:bler (1992:191) dalam buku Reiventing
Government yang mengatakan bahwa dalam zaman yang mempunyai pelbagai ciri
yaitu ere industri, teknologi dan globalisasi sehingga ciri khas kehidupan sekarang
adalah “perubahan” untuk menjawab tantangan tersebut lembaga publik harus
beorientasi pada masyarakat (pelanggan) karena “kualitas ditentukan oleh
pelanggan”. Menurut Loghotesis (dikutip dari Warella,1992) bahwa kualitas adalah :

Pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat/pelanggan serta
memperbaiki secara berkesinambungan,
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Dengan demikian dari pendapat diatas telah dapat ditarik svatu kesimpulan
bal'wa kualitas pelayanan berkonsentrasi pada sapek efektivitas dan efisiensi
pelayanan. Sedangkan Imai (1992:21) mendifinisikan kualitas adalah :

Sesuatu yang dapat diperbaiki, baik menyangkut produk maupun

pelayanan, cara kerja pegawai, cara mengelola mesin, cara orang

berjalan mengikuti sistem dan aturan.

Pengertian kualitas Imai ini lebih menekankan pada aspek efektivitas,
efisiensi dalam sistem manajemen pelayanan yang ditetapakan oleh organisasi.
Dengan demikian dari pendapat-_pendapat tersebut di atas telah dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa definisi kualitas tidak ada yang wuniversal, oleh kareéna kualitas
pelayanan dapat didefinisikan sebagai stanciart proses yang harus dilaksanakan dalam
kegiatan pelayanan gura memenuhi harapan/tuntutan dan kebutuhan maéyarékat
{pelanggan) sebagai penerima jasa.

Untik 1ﬁeWtijhdi<an kilalitas pelayanar menittut Motgan dan Mugatroyd
terdapat 3 (tiga) varidbel yang menetpkan antara lain :

1. Interpersonal Cothponent
2. Procedures enviroment Process component
3. component technical profesional

Hubungan ketiga variabel di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai

berikut ;
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Interpersonal Component

Procedures enviroment technical profesional
Process component component

Kualitas pelayanan menurut Morgan dan Mugatroyd yang dikembangkan oleh
Lewis (dikutip dari Warella,1987:12) disebut sebagai “Triangle of Service quality*
Konsep ini telah diderivasi dari sektor privat dan oleh Donabedian diinterpretasikan
dalam sektor publik. Adapun pokok pikiran 7riangle of balance in Service quality
telah digambarlkan ;li atas, dimana dalam model tersebut merupakan gambar segita
sama sisi yang mana pada puncaknya adalah inferpersonal component pelayanan,
sisi sebelah kiri merupakan elemen prosedures enviroment proses component dan
pada sisi sebeldh kanan terdapat elemen technical profesional component dalath
metriberikan pelayanan. Dengan asumsi baliwa dalam memberikan jjeiayanan ydtig
kualitas sekiranya perlu dipertahankan keseimbangan dari ketiga sisi tersebut.
Sebagai misal penekanan yang tinggi terhadap prosedur dan proses akan terkesan
pelayanan yang diberikan kaku, rumut dan berbelit-belit. Bagitu juga apabila
penckanan yang tinggi terhadap interpersonal akan mempunyai dampak bahwa
pelayanan yang diberikan kurang memperhatikan = profesionalisme. Tlerlalu
menekankan pada aspek profesionalisme teknis akan terkesan bahwa pelayanan yang
diberikan kurang memperhatikan khusus padé individu. Oleh sebab itu peningkatan

kualitas pelayanan harus mempertimbangkan ketiga faktor tersebut secara
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proporsional. Langkah-langkah yang ditempuh dalam meningkatkan kualitas
pelayanan antara lain melalui peningkatan profesionalisme aparatur, penyederhanaan
prosedur, penyederhanaan formulir, peningkatan fasilitas pelayanan, pengembangan
organisasi, langkah-langkah yang dilakukan tersebut tidak bisa lepas dari perbaikan
sumber daya manusia.
Perbaikan kualitas sering dikaitkan pada tugas pelayanan, secara spesifik
kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan/perbuatan pelayanan,
produk hasi kerja, cara memberikan pelayan, kepatuhan mentaati sistem/prosedur
pelayanan. Dengan demikian mengingat pentingnya penerima jasa pelayanan untuk
terlibat secara aktif di dalam memproduksi serta menyampaikan pelayanan itu
sendiri, maka menurut Morgan dan Mugatroyd (dikutip dari Warella, 1987:12)
berpenddpat bahwa ada sepulub kriteria yang dapat dipergunakan oleh
masyarakat/pelanggan untuk memberikan persepsi kualitas pekayanan publik di
antaranya :
1. Reliability, kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang
telah dijanjikan secara tepat waktu.

2. Responsiveness, kesediaan untuk membantu masyarakat atau
pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang cocok seperti
yang diharapkan.

3. Competence, pengetahuan dan ketrampilan/kemampuan  yang

diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan.

4. Acces, kemudahan untuk melakukan komunikasi/kontak dengan

lembaga penyedia jasa.

5. Courtessy, sikap ramah tamah, sopan, menghargai orang lain,

penuil pertimbangan dengan penuh persahabatan.
6. Communication, selalu memberikan informasi yang jelas dalam

bahasa yang mereka pahami, mau mendengarkan mereka yang
berarti menjelaskan tentang pelayanan, kemungkinan pilihan,
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biaya yang diperlukan, jaminan pelanggan baliwa masalah mercka
akan di tangani.

7. Credibility, ~dapat dipercaya, jujur, dan mengutamakan
kepentingan masyarakat/pelanggan.

8. Security, pelayan yang diberikan bebas dari bahaya keragu-raguan
dan bebas risiko.

9. Understanding the costumer, berusaha untuk mengenal dan
memahami kebutuhan pelanggan serta menarul perhatian pada
mereka secara individu.

10.Appearance presentation, yaitu penampilan dari fasilitas fisik,
penampilan personal serta peralatan yang dipergunakan.

Kualitas pelayanan pada hakekatnya merupakan sebuah konsep ymlg
- komprehensif dan perlu terus dikembangkan terutama berkaitan dengan penetapan-
penetapan indikatornya. Karena indikator yang valid dan komprehensif ini akan
meinbuka arah bagi peningkatan kualitas pelayanan terutama pada sektor pllbiik.
Dengan dethikian dengah adanya indikator peldysnan yang jelas yang dapat
diimplettieritasikan dengan baik akan dapat dicapai kualitas yang diltdrapkan baik
oleh peftyedia maupun pelanggati sebagai' peneriima jasd pelayahan, Selaln kritetia
(iiatas terddpat sendi-sendi pelayanan yang dapat memenuhi keinginan masyarakat
(pelanggan) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur  Negara Republik Indonesia Nomor. 81/1993 untuk lembaga-lemabaga
publik antara laian :
1 Tingkat kesederhanaan
Yaitu pelayanan dilaksanakan dengan prosedur sederhana,
mudah, cepat, lancar, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2 Tingkat kejelasan dan kepastian

Yaitu kejelasan mengenai prosedur/tata cara, persyaratan, rincian
biaya dan ketepatan waktu penyelesaian.




3 Tingkat Keamanan
Proses hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan,
kenyamanan dan kepastian hukum,

4 Tingkat Keterbukaan
Prosedur dan tata cara, persyaratan pelayanan di informasikan
secara terbuka untuk umum.

5 Tingkat efisiensi
Pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung
dengan maksud dan tyjuan pelayanan

6 Tingkat ekonomis
Pengenaan biaya secara wajar sehingga dapat terjangkau oleh
masyarakat luas.

7 Ketepatan waktn, Penyelesaian pelayanan harus  dapat
diselesaikan secara tepat waktu.

8 Keadilan, dimana cakupan pelayanan dilakukan secara merata
untuk diberlakukan.

Arif Faisal dan Achmad Sujudi (Seminar, 20 Mei 1995) Dalam pelaksanaan
pelayanan yang sesungguhnya dapat diukur dengan menetapkan standar pelayanan
dalam kurun waktu -hasil dan tingkat kepuasan yang secara umum. Adapun wujud
pelayanan yang didathbakan oleh miasyarakat adalah :

a. Addhya kemudahan untuk menddpatkan peldyanan

b. Memperoleh pelayanan secara wajar

¢. Mendapatkan perlakuan dalam pelayanan terhadap kepentingan
yang sama

d. Pelayanan yang jujur dan terus terang

e. Pelayanan yang bermutu.

Adapun syarat-syarat pelayanan umum yang baik, harus memiliki sifat-sifat
atau karakteristik sebagai berikut :

Sesuai dengan kebutuhan masyarakat

Terjangkau oleh yang membutuhkan baik jarak tempuh maupun biaya
Sesuai dengan prinsip yang terjamin mutunya

Cepat dalam waktu dan tepat dalam tindakan

oo
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Dari keempat aspek pelayanan di atas menurut Morgan dan Mugatroyd dapat
tercapai apabila terdapat interpersonal component yang diinterpretasikan kemampuan
sumberdaya manusia, prosedur enviroment process component diinterpretasikan
sebagai prosedur dan lingkungan, serta tecnical profesional interpretasikan sebagai
profesionalisme/keahlian, ketiga variabel tersebut harus berjalan seimbang.

Menurut Stephen P.Robbins ( 1996:219) kinerja karyawan sebagai fungsi
dari interaksi antara kemampuan dan motivasi yaitu  kinerja = f (AXM) dimana “f’
merupakan kinerja hasil “perkalian” antara kemampuan dengan motivasi. Seoarang
pegawai akan menampilkan kinerja yang baik atau memuaskan jika pegawai tersebut
memiliki motivasi yang tinggi, mempunyai kemampuan yang sesuai dengan bidang
tugasnya serta pemberian pekerjaan yang sesuai bakat. Dari uraian tersebut di atas
dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor motivasi kerja, kemampuan pegawai dan
pemberian tugas yang sesuai dengan bakatnya akan dapat meningkatkan kinerja,
secara teoritis motivasi mempunyai korelasi terhadap kinerja pegawai.

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa semua faktor-
faktor yang mecmpengaruhi, kualitas pelayanan dalam penelitian ini akan diukur
menggunakan  indikator-indikator yang sesuai kondisi empiris pada lokasi penelitian
yang diadopsi dari Morgan Mugatroyd dan Keptusan MENPAN Republik Indonesia

yang dijabarkan di bawah mi :




29

. Tingkat kesederhanaan prosedur pelayanan, kemudahan, cepat dan lancar.
. Tingkat kejelasan kepastian pejabat yang bertanggung jawab, rincian biaya,
petugas penerima keluhan masyarakat (pelanggan)

3. Tingkat responsiveness, kesediaan untuk membantu masyarakat dengan
menyediakan pelayanan yang cocok seperti yang di harapkan.

4. Tingkat competence, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk dapat
memberikan pelayanan

5. Tingkat acces, kemudahan untuk melakukan komunikasi dengan lembaga
penyedia jasa

6. Tingkat courtessy, sikap ramah tamah, sopan menghadapi orang lain dengan penuh
bersahabat

7. Tingkat communication, selalu memberikan informasi yang jelas dalam bahasa
yang mereka pahami, mau mendengarkan mereka yang berarti menjelaskan
tentang pelayanan, kemungkinan pilihan jaminan pelanggan baliwa masalah
mereka akan di tangani.

8. Tingkat credibility, sikap dapat dipercaya, jujur dan mengutamakan kepentingan
pelanggan

9. Tingkat keamanan, pelayanan yang diberikan bebas dari rasa bahaya keragu-
raguan dan bebas resiko.

10.Tingkat ketepatan waktu, pelayanan dapat diselesaikan secara tepat waktu.

11.Tingkat keadilan, semua pelanggan diperlakukan secara sama tidak diskriminasi.

oI

A.2. Motivasi Kerja

Secara teoritis terdapat beberapa pandangan tentang konsep motivasi salah
satunya konsep motivasi yang di kemukakan oleh Stephen P.Robbins (1997:198)
yang mengatakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi kearah
tujuan organisasi yang di kondisikan oleh kemampuan upaya umtuk memenuhi
sesuatu kebutuhan yang individual. Motivasi menurut As’ad adalah sesuatu. yang
menimbulkan semangat kerja dan dorongan. disebut motivasi kerja (dikutip dari

Pranata,1992:51)
Pengertian kedua konsep motivasi di atas telah dapat disarikan bahwa

motivasi merupakan dorongan atau semangat kerja untuk tercapainya kebutuhan




BAB. 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Memasuki  millenium tiga ditandai era baru yang disebut era Velosetas
(kecepatan). Dalam era ini informasi, keputusan dan tindakan akan berlangsung at
the Speed of thought, hal ini mengarah semakin cepatnya perubahan gaya hidup dan
perubahan kualitas pelayanan. Isu global tidak dapat dihindari oleh setiap negara,
baik dalam tingkatan modern maupun negara berkembang. Untuk menyikapi
perkembangan internasional yang semakin dinamis, maka Pemerintah Indonesia
harus melakukan perubahan dan pembaharuan dalam menajemen publik dengan
menganut prinsip-prinsip dasar good governance. Untuk menuju pemerintahan good
governance, Pemerintah telah melakukan langkah-langkahn permbaharuan dari sistem
sentralistik ke arah desentralisasi dengan menempatkan daerah kabupaten/kota
sebagai daerah otonom.

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 yang mengatur pembagian
kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (power sharing) dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang mengatur pembagian keuangan (financial
sharing). Kedua kebijakan ini merupakan manifestasi dari keinginan Pemerintah
untuk melaksanakan proses otonomi, yakni upaya pemberdayaan segenap potensi

yang dimiliki daerah.

s
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Berlakunya otonomi secara efektif mempunyai implikasi banyak persoalan
yang dihadapi daerah seperti reorganisasi unit-unit daerah, dan kurangnya Dana
Alokasi Umum (DAU) yang dikucurkan Pemerintah kepada daerah, faktor lain
adalah rendahnya sumberdaya manusia di daerah. Tujuan otonomi daerah secara
konseptual dapat bermakna sebagai upaya Pemerintah untuk mengurangi beban
dalam bidang pelayanan publik, sehingga akan dapat dicapai pelayanan yang efisien
dan efektif. Hal ini sesuai apa yang dikemukakan Koswara (1997:39-41) tujuan
otonomi daerah adalah mengoptimalkan fungsi pemerintah daerah secara efisisen
dan efektif melglui X

1. Pemberian pelayanan masyarakat yang lebih batk

2. Peningkatan kemampuan masyarakat daerah untuk lebih mandiri

3. Peningkatan kehidupan yang lebih demokratis pada masyarakat

lapisan bawah ' _ _ ‘

4. Mewujudkah pembangiman bagi keséjahteragh masyarakat

Dukuiigan aparatur pemerintah daerali natnpaknya merupakan elémen ydng
dominan dalam implementasi otonomi daerah. Oleh sebab itu Aparatur Pemerintah
haris mempunyai kompetensi dgn profesionalisme guna meningkatkan dan
mengembangkan tugas-tugas pembangunan khususnya untuk memberikan pelayaﬁan
yang maksimal. Hal ini sesuai apa yang telah dikemukakan oleh Riant Nugroho
(2000:54). Otonomi daerah tidak terlepas dari masalah kuaﬁtas pelayanan masyarakat
yang mengacu pada prinsip-prinsip :

1. Keistimewaan sejumlah produk baik langsung maupun

keistimewaan afraktif atau mempunyai daya tarik dan bersifat
menyenangkan yang dapat memenuhi kebutuhan dan

kepuasan pelanggan (masyarakat)




2. Kualitas terdiri dart segala sesuatu yang bebas  dari

kekurangan

3. Produk didesain, diproduksi serta pelayanan diberikan untuk

memenuhi keinginan pelanggan (masyarkat)

Pokok pikiran di atas nampaknya sesuai dengan apa yang dilontarkan oleh
David Osborne Ted Geabler (2000:191) yang menyatakan bahwa pemerintah harus
berorientasi pada pelanggan, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi
dan kualitas pelayanan di tentukan oleh pelanggan, Pokok pikiran para ahli terse‘_but
telah dipertajam oleh Peters, Weterman, Drucker dan Edward Deming yang
menempatkan pentingnya kepentingan pelanggan dalam sebuah orgaisasi. Karena
pemeriﬂtah memandang kualitas pelayanan mempakan hal yang penting, éelﬁngga di
keluarkan kebijakan yang tertuang dalam bentuk Keputusan MENPAN Noinor.
81/1993 diiJerkuat dengan Instruksi Presiden Nomor. 1/1995 teiitang pedoman
palayanan. Dari kedua kebijakan tersebut telah dipertajam Surat Edaran Menko
Wasbang Nomor. 56/98 tentanig pedoman pelayanan prima.

Hakekat dari kebijakan tersebut merupakan instrumen Pemerintah Indonesia
dalam menghadapi tuntutan dan perubahan paradigma dalam pelayanan publik saat
ini. Oleh karena itu -pelayanan prima kepada masyarakat tidak dapat diabaikan lagi,
bahkan sedapat mungkin disesuaikan dengan tuntutan globalisasi yang ditandai
dengan ketatnya persaingan disegala kehidupan, baik dalam berbangsa maupun dalam

kehidupan bermasyarakat, karena pelayanan prima merupakan salah satu jawaban

dalam era globalisasi.




Pemerintah Kota Semarang menyikapi perubahan paradigma global telah
menempuh langkah—iangkah reformasi manajeman, diantaranya memangkas prosedur
yang memperpanjang pelayanan, seperti perubahan struktur organisasi dari Peraturan
Daerah Nomor. 04/VII/97 tanggal, 3 Apnl 1997 telah diganti dengan Peraturan
Daerah Nomor. 04/I1/2001 tanggal 2 Januari 2001, peningkatan Sumberdaya manusia
melalui Diklat Administrasi Umum, Administrasi Umum Lanjutan serta peningkatan
fasilitas yang diperlukan guna kelancaran proses pelayanan seperti penambahan
peralatan komputer. Untuk mengetahui proses pelayanan IMB secara detail dapat

dilihat bagan alur proses pelayanan IMB di bawah ini.

BAGAN ALUR PROSES IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
(Waktu Penyelesaidn 30 hati)

Peiﬁ.iberii:ahuan A
Tjin/SK selesai

Timi Pelayanan

IMB

1. Pemeriksaan
berkas

2, Pemeriksaan .
lapangan 3 | KEPALA § WM\QI;%(?TA

3. Perhitungan » DIKP [P WALIKOTA
retribusi dan SEKDA
konsep ijin

PEMOHON

4, Pengetikan SK
ijin
5. Pengetikan TPU
baju surat
6. Penyiapan berkas
Pembayaran di selesai
BPD

Sumber Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang



Keterangan.

1.

Pemohon datang ke Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk mengambil formulir

isian yang diisi oleh pemohon.

Selnjutnya menyerahkan kembali formulir yang sudah diisi dengan kelengakapan

adininistrasi ;

R oR

i)

A s @

Foto copy Sertifikat tanah

Foto copy Letter C/D

Arsip permohonan hak

Foto copu Akta jual beli

Foto copy Tanah Negara, untuk penguasaan di legahslr Lurah dan Camat,

serta Surat keterangan tidak sengketa yang di kuatkan oleh Lutah dan Camat
setempat. '

Bila tanah bukan milik sendiri, dilampiri surat penyataan tidak keberatan dari
pemilik tanah.

Bukti pembayaran PBB tahun terakhir

Bukti KTP.

Bila pemohion berbadan hukum dilampiri akta penditian

Apabila pemohon untuk perbaikan/renovasi dilampiri dengan ijih lama

Gainbaf rehcana bahgunan, bagi rencana bangunan konstruksi atap dengan
bentangan lebili dari 10 meter dan bangunan bertingkat harus dilengkapi
gainbar dan perhifungan konsiruksi.

Tim pelayanan yang terdiri dari beberapa dinas terkait, melakukan pembahasan

untuk diberikan rekomendasi layak atau tiddak dikeluarkan fjin.

Berkas pemohon yang nyatakan valid tim, kemudian oleh Dinas Tata Kota dan

Permukiman di ajukan kepada pejabat yang berwenang yaitu Walikota.

Pemohon mendapatkan pemberitahuan untuk mengambil ijin yang sudah jadi

yang sebelumnya membayar biaya perijinan yang ditetapkan. Adapun untuk

mengetahui harga satuan dapat dilihat lampiran 12.




Pembahasan masalah kualitas pelayanan banyak faktor yang menentukan,

The Liang Gie dan Buddy Ibrahim (dikutip dari Soewarsono,1999:17) mengatakan

bahwa Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh faktor-faktor :

Motivasi kerja
Kemampuan kerja pegawai
Perlengkapan dan fasilitas
Lingkungan eksternal
Leadership

Misi strategi

Budaya perusahaan
Kihetja Individu dan organisasi
Praktek manajemen
Struktur

Iklim kerja

MRS TR e e &

Akan tetapi tidak semua variabel di atas dkan dikaji dalam penelitian ini, karena

secara Impitis faktor yang doinitan delam pelayahan Tjin Mendirikan Bangunan

(IMB) sangat ditentukan :

1.

Faktor inotivasi-ke.lja, ditunjukkan ada kecenderungan pegawai yang bettugas
daldm bidatig pelayanan, melakukan traksaksi jual beli jasa pengurusan, dengan
motif inendapatkan imbalan. Selain itu, terdapat kecenderungan  petugas
pengawas pembangunan di lapangan belum berjalan efektif, hal ini disebabkan
petugas lapangan lebih cenderung memanfaatkan waktu untuk memperoleh
tambahan pendapatan, |

Faktor iklim organisasi nampaknya merupakan faktor dominan, faktor iklim
organisasi yang kondusif dapat memb;:rikan rangsangan untuk melakukan
aktivitas pekerjaan lebih giat. Akan tetapi secara empiris iklim organisési

nampaknya kurang menguntungkan dalam memacu kinerja pegawai, hal ini




kemungkinan ~ disebabkan Tidak adanya pembagian tugas secara jelas dan
merata di masing-masing unit/bagian, implikasinya ada bagaian atau pegawai
yang sibuk, disisi lain terdapat pegawai yang kurang beban tugasnya (santai),
Implikasi dari penataan pegawai (SOT) yang sampai saat ini masih dalam proses,
sehingga sangat memungkinkan mutasi bagi pegawai dengan persepsi kurang
menguntungkan,

3. Faktor lain adalah gaya kepemimpinan yang kurang tepat di dalam menggerakkan
bawahan seperti pengambilan keputusan yang cenderung sentralistik, keterlibatan
bawahan dalam pengambilan keputusan maupun  dalam perumusan tujuan
organisasi, maupun dalam penyelesaian suatu masalah dirasakan masih kurang.

Dari permasalahan di atas nampaknya kualitas pelayanan merupakan
permasalahan yang penting untuk di kaji, khususnya dalam bidang Ijin Mendirikan

Bangunan (IMB) yang dapat ditunjukkan kenyataan scbagaimana tersebut dalam

tabel.1 di bawah ini :




Tabel. 1

PREPOSISI PENYELESATAN [JIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DINAS TATA KOTA DAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG
Talun 1999 - 2000

Persentase penyelesaian IMB

Persentase penyelesaian IMB

BULAN Tahun 1999 Tahun 2000
> 100 m? < 100 m* > 100 m? < 100 m?
Januari 13/33X100=39 % 13/34X100=38 % 6/15X100=40% 1320X100=75 %
Pebuari 65/76X100=85,52 % 12/3X100=33 % 10/12X100=83 % 10/10X1060=100%
Maret 27/58X100=46,55 % TN6X100=43,75 % TN1X100=63 % OX100=70%
April TN5X100=46.63 % 15/40X100=37,5 % 6/13XK100=40 % 22/40X100=35%
Mei 15/26X100=57,69 % 14/29X100=48 % 0% 14£20X100=70%
Juni 34/72X100=47 % 2228X100=58 % 12/21x100=57 % 12/25x100=48 %
Juli 23/535X100=41% 21536X100=58 % | 3/7X100=42,85% 13/25X100=32%
Aguslus 24/45X100=33 % 29/48X100=60 % | 8/12X100=66,67% 28/50X100=56%
September 34/43X100=79 % 13/35X100=37 % 8/14X100=57% 33/40X100=82,5%
Oktober 34/68X100=50 % 16/28X100=57 % 6/13X100=46% 6/25X100=24%
Nopember - 23/46X100=30 % 1429XK100=48 % 4/11X100=36% 4/20X100=20%
Desember 21/34X100=61,75 % 319X100=26 % 5/18X100=27% 5/10X100=50%
Jdihldh 686,61 /12=54,7% | 669,14/12=55,79 % 558/12=465% | ~ 702,48/12=58,5 % |

Sumber dari data Dinas Tata Kota dan Pemukiman Kota Semarang Tahun 2000

Dari tabel di atas terlihat, bahwa

Mendirikan Bangunan pada Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang pada

tingkat efektivitas pelayanan Ijin

dua tahun terakhir yaitu 1999 berkisar 54,7% - 55,79% sedangkan pada tahun 2000

memunjukkan 46,5% - 58,5%. Sehingga dapat diinterpretasikan

pelayanan IMB rendah.

bahwa Lkualitas




Atas dasar permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis judut

_. penelitian :

ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK SEBUAH STUDI KASUS
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI KOTA SEMARANG.

B. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang ada,
maupun dengan ide-ide yang realistik. Agar dalam suatu penelitian dapat lebih jelas
dan terarah serta tidak menyimpang dari fokus dan locus perlu adanya suatu
perumusan masalah, di mana sebagai pengungkapan pokok-pokok pikiran secara jelas -
dan sistimatis mengenai hakikat dari suatu permasalahan yang ada, sehingga akan
memperquah memahami. kegunaan perumusan masaldh dimaksudkan sebagai
pedomah melakukan langkah-langkah selanjutnya melalui suatt penelitia yang teldh
dirumuskan.

Renddhnya _ kualitas pelayanan pemefintah selama ini  umumnya
mengkonotasikan pelayanan yang diberikan masyarakat masih jauh dari harapan,
cenderung tidak memuaskan. Sebagai indikator masih terdapat komplaying yang
diajukan masyarakat kepada oknum aparatur pemerintah yang bertugas memberikan
pelayanan karena suatu urusan yang berbelit-belit akibat birokrasi yang kaku. Bahkan
perilaku aparatur yang memberikan pelayanan yang kurang bersahabat, pelayanan

yang kurang terbuka, penyelesaian ijin tidak tepat waktu.
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Rendalmya kualitas pelayanan karena faktor motivasi kerja pegawai dalam
penyelesaian pekerjaan, yang mengakibatkan akumulasi pekerja yang tidak dapat
diselesaikan secara tepat waktu, tidak adanya standar kinerja pegawai sehingga
pegawai yang penuh kreasi dan malas tidak ada bedanya, faktor lain kemungkinan
iklim kerja yang kurang kondusif mempunyai implikasi terhadap bawahan dalam
melaksanakan tugas kurang mendapatkan ketenangan, ketentraman, selain faktor
tersebut adanya gaya kepemimpinan seperti proses pengambilan keputusan cenderang
sentralistik, lemahnya fungsi pengawasan pemimpin, lemahnya fungsi koordinasi
dalam penyelesaian pekerjaan bahkan cenderung ke-ego sektoral, Dengan demikian
dalam konteks penelitian ini penulis akan mengetengahkan adanya korelasi antara
motivasi kerja, iklim kerja dan gaya kepemimpinan dengan kualitas pelayanan.
Korelasi yang penulis maksud bersifat positif dalam arti rendahnya thotifasi kerja,
iklim kerja yang kurang kondusif setta paya kepemipihan yang tidak tepat, akan
mermpunyai implikasi terhadap rendahnya kualitas pelayanan, atas dasar uraian
diatas maka dalam penulisan tesis ini telah dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut :

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dengan kualitas
pelayanan ?

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara iklim kerja dengan kualitas
pelayanan ?

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan kualitas

pelayanan ?
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4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja, iklim organisasi dan

gaya kepemimpinan secara bersama- sama dengan kualitas pelayanan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian perlu diketahui maksud dan tujuan, ada beberapa ahli yang

mengemukakan teoni dari tujuan setiap penelitian, dimana pandangannya dipengaruhi

oleh disiplin ilmu masing-masing. Tujuan penelitian menurut Sutrisno Hadi adalah

untuk menemukan dan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan

(Suttisno Hadi 1987: 4). Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah :

L.

Menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan, sehingga
yang akan datang  kebijakan yang diformulasikan diharapkan sesuai dengan
tuntufdh 1nasyérakat.

Meiﬁkuicaﬁ andlisis pengaruh antara motivasi kerja dengan kualitas pelayanan
Meiaktﬂ(an analisis pengaruh aritara iklim kerja dengan kudlitas pelayanan
Melakukan analisis pengaruli antara gaya kepemimpihan dengan kualitas
pelayanan

Melakukan analisis pengaruh antara motivasi kerja, iklim kerja dan gaya
kepemipinan secara bersama-sama dengan kualitas pelayanan

Untuk menentukan faktor-faktor yang dominan dari ketiga variabel independent

yang dilakukan pengujian terhadap variabel kualitas pelayanan.
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D. KEGUNAAN PENELITIAN,

Penelitian dan penulisan tesis ini dilakukan oleh penulis dengan maksud yang
sudah terarah, dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah terhadap para
pimpinan di lingkungan Pemerintali Kota Semarang. Adapun manfaat yang ingin
dicapai dalam penelitian ini adalah :

a. Kegunaan teoritis.
* Analisis pengaruh antara Motivasi kerja dengan Kualitas pelayanan.
» Analisis pengaruh antara Iklim kerja dengan Kualitas pelayanan
e Analisis pengaruh antara Gaya kepemimpinan dengan Kualitas pelayanan
¢ Analisis pengaruh antara Motivasi ketja, Iklim kerja dan Gaya kepemimpinan
dengan Kualitas pelayanan
¢ Analisis faktor-faktor yang dominan dari ketiga variabel independent dengan
kualitas pelayanan.
b. Kegunaan Praktis
¢ - Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap kegagalan terwujudnya
kualitas pelayanan publik dibidang IMB di Kota Semarang.
e Bagi Pemerintah Kota Semarang hasil penelitian ini diharapkan dapat
memberikan suatu mput untuk dapat dijadikan sebagai bahan dalam

menyusun strategi peningkatan kualitas pelayanan.
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yang lebih menekankan pada aspek kebutuhan individual. Konsep motivasi dari
Duncan (1981) motivasi kerja adalah suatn usaha yang berpengaruh pada perilaku
seseorang dan mengarah demi tercapainya tujuan organisasi. Dari pengertian im telah
dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa konsep motivasi dari Duncan ini telah
menekankan pada aspek kebutuhan organisasi.

Menurut  Mc.Clelland  (dikutip dari  Stephen P.Robbins,1996:205)
menyebutkan bahwa penentu perilaku dinamakan need atau motive dan Ia
menggunakan kedua istilah tersebut bergantian yang merupakan eckspresi yang
mendorong seseorang berperilaku. Motivasi Me. Clelland ini lebih menekankan
pada motivasi individual dan motivasi organisasi. Dari keempat konsep di atas dapat
disimpulkan, yang dimaksud Motivasi kerja adalah dorongan yang timbul pada diri
seseorang untiuk melakukan kegiatan dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan
hidup serta tercapainya tujuan organisasi. David Mc. Clelland (dikutip dari Stephen
P_Robbins,1996 :205) teori ini mengemukakan bahwa manusia itu pada hakekatnya
mempunyai kémampuan untuk berprestasi sebagai karakteristik kepribadian yang
diusulkan ada tiga icebutuhan yaitu

1. Prestasi (achievement)

Yaifu kebutuhan pegawai akan prestasi yaitu dorongan untuk
memperoleh dan mengungguli  prestasi dari rekan kerja
sehubungan dengan seperangkat standart pekerjaan yang telah
ditentukan pencapaian hasil secara maksimal.
2. Kekuasaan (power)

Kebutuhan ini sangat logis dimana dalam organisasi akan
terdapat herarki, saling pengaruh mempengaruhi dalam
kegidupan kerja yang melahirkan akan sekelompok penguasa
maupun kelompok yang dikuasai, pada kelompok masing-masing
scorang pegawai akan mempunyai tingkat kebutuhan kekuasaan.
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Pegawai yang mempunyai fingkat kebutuhan kekuasann tinggi
akan cenderung memilih situasi dimana mereka akan dapat
memperoleh dan mempertahankan kendali untuk mempengaruhi
orang lain.

3. Pertalian( Afiliasi)
Kebutuhan akan afiliasi yaitu hasrat untuk hubungan antar
pribadi yang ramah dan karib. Kebutuhan yang bersifat human
relation  yaitu kebutuhan sosial yang menekankan pada
persahabatan, termasuk penghargaan, penghormatan cinia kasth.

Me. Clelland menemukan bahwa setiap pekerja mempunyai semua kebutuhan
tersebut dalam kadar tertentu, akan tetapi tidak ada pekerja yang mempunyai ketiga
kebutuhan itu dalm proporsi dan kadar yang sama. Selain konsep dari Me.Clelland
diatas konsep lain dari Abraham H.Maslow (dikutip dari Stephen Robbins,1996:15)
dimana dalam teori didasarkan pada asumsi kebutuhan manusia yang disusun dalam
suatu hirarki kebutahan manusia bahwa Ia telah menghepotesiskan bahwa didalam

diri manusia ada suatu jenjang herarki kelima kebutuhan sebagai berikut :

1. Kebutuhan faali, yaitu merupakan kebutuhan dasar seperti rasa
lapar, haus, papan, sandang

2. Kebutuhan kemanan, keselamatan dan perlindungan terhadap
kerugian fisik dan emosional.

3. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan individu untuk dapat diterima
lingkungan sosial seperti kasih sdyang, rasa memiliki,
persahabatan

4. Kebutuhan penghargaan yaitu kebutuhan mencakup rasa hormat,
harga diri, prestasi, pengakuan diri sendiri.

5. Kebutuhan aktualisasi yaitu kebutuhan akan keberadaan diri
sendiri seperti pengakuan dorongan untuk menjadi sesuatu yang
ja mampu, mencakup pertumbuban, pencapaian potensi dan
pemenuhan diri.
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Apabila diperhatikan dari kelima jenjang kebutuhan manusia pada dasamya dengan
tiap kebutuhan m cukup banyak dipuaskan, akan muncul kebutuhan berikutnya
yang dominan, dari titik pandang teori ini akan mengatakan meskipun tidak ada
kebutuhan yang pernah dipenuhi secara lengkap, suatu kebutuhan vyang dipuaskan
secara cukup banyak (substansialnya) tidak lagi memotivasi. Jadi bila lata akan
memotivasi seseorang menurut Abraham Maslow sekiranya perlu memahami sedang
berada pada anak tangga yang keberapa orang itu memfokuskan pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan diatas tingkat itu. Abraham Maslow memisabhkan kelima
kebutuhan itu sebagai order tinggi dan order rendah, kebutuhan faali dan keamanan
sebagai order rendah sedangkan kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan dan
aktualisasi diri merupakan kebutuhan order tinggi. Kelima kebutuhan tersebut sangat
penting dan terkait dalam bentuk tingkatan yang teratur dimana satu tingkat
kebutuhan menjadi agresi atau kuat setelah tingkat kebutuhan yang lebih rendah
terpenuhi kepuasannya.

Dalam memahami motivasi tentu saja tidak dapat terlepas dari pembahasan
faktor-faktor yang berpengaruh seperti yang di kemukakan Frederick Hezberg
(dikutip dari A. Dale Timpe, 2000:318) Psychological Service of Pitsburgh telah
melakukan sebuah penelitian dimana mereka dengan memberikan pertanyaan kepada
sekitar 200 orang insinyur dan akuntan dari 11 perusahaan yang berbeda.Untuk
mengingatnya kembali pada kejadian masa lalu yang membuat mereka sangat

bangga dan merisaukan pekerjaan mereka. Hasil penelitian ini menjadikan sebab dari
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teori dua faktor Herzberg dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam
pengembangan teori motivasi.

Inti dari teori ini menyebutkan ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi
kerja seseorang dalam organisasi yaitu fakfor yang membuat orang tidak puas (disstis
fiers-satisfiers) dan faktor yang membuat orang puas atau faktor yang membuat orang
schat (hygiene motivators) atau disebut faktor instrinsilkk dan ekstrinsik. Faktor
intrinsik  (hygiene motivators) diartikan sebagai  kondisi situasi yang dapat
mempengaruhi kepuasan kerja antara lain :

. Prestasi kerja

. Pengalaman

. Pengakuan

. Tanggung jawab

. Wewenang
. Promosi

O L o=

Adapun faktor-faktor situasi yang tidak mempengaruhi kepuasan kerja (ho-
dissatisfaction) sebagai beikut :

Penggajian

. Keamanan

Hubungan antar pribadi antar teman dan atasan
Kondisi kerja

. Status pekerjaan

. Kebijaksanaan organisasi

. Kualitas pengendalian

Hezberg mengemukakan bahwa kondisi kepuasan pekerjaan (hygiene
motivators) apabila terdapat dalam pekerjaan akan dapat menggerakkan tingkat

motivasi yang kuat terhadap kinerja yang lebih baik, sedangkan perbaikan pada
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situasi yang menimbulkan ketidakpuasan (disstis fiers-satisfiers) akan dapat
mengurangi ketidakpuasan atau peningkatan kinerja.

Faktor-faktor motivator mempunyai pengaruh meningkatkan prestasi kerja
pegawai, sedangkan pemeliharaan mencegah merosotnya semangat kerja dan
meskipun faktor-faktor ini tidak memotivasi tetapi menimbulkan penurunan kinerja
pegawai. Perbaikan terhadap faktor-faktor motivasi membuat individu senang dengan
pekerjaan, manajer seharusnya memahami faktor apa yang membuat pegawai senang
atau tidak senang. Dari pengertian di atas telah dapat ditarik swatu kesimpulan bahwa
dari penelitian Hezberg tentang motivasi mempunyai hubungan terhadap kinerja
pegawai.

Dari faktor motivasi Herzberg di atas apabila dalam suatu organisasi dapat
terpenuhi akan dapat meningkatkan motivasi kerja, dengan motivasi yang tinggi
akan dapat meningkatkan kinerja pegawai. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpuian
bahwa motivasi kerja Herzberg mempunyai hubungan yang kuat terhadap kinerja
para pegawai

Konsep motivasi tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam
teori motivasi Abraham Maslow yang terkenal dengan teori hirarki kebutuhan pada
dasarnya telah menitikberatkan pada motivasi individual. Sedangkan teori motivasi
M. Clelland yang telah menekankan pada motivasi individu dan organisasi, hal ini
dengan dipertajam Frederick Herzberg. Dari tiga pandangan tersebut yang akan

dipegunakan dalam penelitian ini adalah Frederick Herzber nampaknya yang lebih
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_ realistis dan komprehensif dengan indikator-indikator motivasi dalam penelitian ini

adalah :

1. Tingkat prestasi kerja,
yaitu setiap pegawai dalam penyelesaian tugas akan dilakukan sesuai dengan
target dan standar yang teiah ditetapkan untuk mencapai peresatsi kerja yang di
inginkan.

2. Tingkat pengalaman,
yaitu setiap pegawai membutuhkan penyegaran tempat kerja untuk memperkaya
pengetahuan

3. Tingkat pengakuan,
yaitu setiap pegawai membutuhkan pengakuan akan perilaku, hasil kerja, dan
dirinya sendiri dalam organisasi.

4. Tingkat tanggung jawab,

pegawai dalam melaksanakan tugas akan bertanggung jawab sesuai beban tugas
yang diberikan secara tepat waku.

5. Tingkat wewenang,

setiap pegawai dalam tugasnya membutubkan kewenangan/kekuasaan sesuai
dengan beban dan tanggung jawab

6. Tingkat promosi,

setiap pegawai membutuhkan pengembangan karier (jabatan) pada level yang

lebih tinggi.
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A.3. Iklim Organisasi
Iklim organisasi dalam suatu organisasi mempunyai peranan penting karena
iklim yang serasi atau kondusif akan dapat mendorong pemingkatan kinerja dan
scbaliknya iklim yang bertentangan dengan kebutuhan anggota akan dapat
memrunkan kinerja.
R.M.Steers, (1985:120) berbicara mengenai iklim organisasi berarti berbicara
mengenai sifat atau ciri yang dirasakan dalam lingkungan kerja dan timbul karena
adanya kegiatan organisasi yang dilakukan secara sadar atau yang dianggap
mempengaruhi perilaku kemudian, dengan perkataan lain iklim organisasi dapat
dipandang sebagai kepribadian organisasi seperti yang terlihat oleh para anggota.
Sedangkan menurut Housser dan Wisler, (1977:136) yang dimaksud dengan iklim
organisasi adalah “suasana kerja yang diciptakan oleh hubungan antar pribadi yang
berlaku dalam organisasi. Hubungan ini.berjalan melalui beberapa faktor tertentu
dimana faktor ini akan menciptakan mutu kebijakan dan pelaksanaan ........
Betlis, 1980 (dikutip dari Suyanto, 1997:18) Iklim organisasi adalah suatu
sifat atau ciri-ciri yang relatif tetap pada lingkungan internal organisasi dan yang
membedakan dengan organisasi lain, sedangkan ciri-ciri tersebut dihasilkan oleh
tingkah laku dan kebijaksanaan organisasi, dirasakan oleh organisasi, dapat
dipergunakan untuk menafsirkan organisasi dan sebagai sumber tekanan untuk

mengarahkan aktivitas kerja. Sedangkan Menurut La Fol Let, (dikutip dari Suyanto,
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(1997). Iklim organisasi dapat memberikan suatu dinamika kehidupan di dalam
organisasi dan sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusianya.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi adalah
suasana kerja yang timbul dari interaksi individu dan komponen-komponen
organisasi seperti peraturan-peraturan dan implementasinya. Untuk mengukur iklim
organisasi menurut Litwin dan Stringer (dikutip dari French,1994) terdapat beberapa
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap iklim organisasi :

structure

. Responcibility.
Reward

Risk

Warmth

Support

. Standart.

. Organizational Identity
Conflict

PR D TP

RM.Steers 1985:19). Elemen elemen seperti sikap, nilai nilai serta motif-
motif yang dimiliki seseorang individu mempunyai peranan penting, dalam proses
konseptual iklim organisasi, Apabila iklim organisasi dirasakan sebagai suatu yang
bermanfaat bagi kebutuhan individu, seperti memperhatikan kepentingan karyawan
yang berorientasi pada prestasi, maka dapat diharapkan tingkat perilaku karyawan
mengarah pada tujuan yng tinggi. Demikian pula apabila iklim organisasi yang timbul
bertentangan dengan tujuan, kebutuhan dan motivasi pribadi, akan dapat

mengakibatkan kepuasan dan kinerjanya menurun.
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Penelitian Litwin dan Stringer seperti yang (dikutip oleh RM.Steers 1985)
menunjukkan bahwa, iklim yang otoriter dengan sentralisasi pengambilan keputusan
serta sebagian perilaku karyawan ditentukan oleh peraturan atau prosedur standart,
bukan hanya menjurus pada produktivitas yang rendah, tetapi juga menghasilkan
sedikit sekali kepuasan kerja dan kreatifitas sikap terhadap kelompok menjadi
negatif. Dengan demikian dari teori-teori tersebut diatas, dapat diambil inﬁsarinya
bahwa Iklim organisasi merupakan persepsi pegawai yang menggambarkan
lingkungan psikologis organisasi yang menunjukkan isi dan kekuatan dari pengaruh
antara nilai, norma, sikap, perilaku dan perasaan anggota organisasi

Tklim organisasi/suasana kerja akan dapat mempengaruhi terhadap kinerja
pegawai, dimana suasana kerja yang kondusif berpengaruh meningkatkan kinerja
pegawai dan sebaliknya suasana kerja yang tidak selaras dengan kebutuhan pegawai
akan menimbulkan rendabnya kinerja. Iklim oragnisasi dalam penelitian ini
pengkuran akan dibatasi dengan indikator-indikator yang akan di uraikan di bawah :
1. Tingkat structure,

yaitu setiap organisasi terdapat sekelompok orang yang mempunyai hirarki
dalam jablatan dan untuk tujuan organisasi yang telah ditetapkan telah diatur
melalui aturan-aturan/prosedur yang telah ditetapkan (Susunan Organisasi dan
Tata Kerja) tentunya setiap organisasi harus melaksanakan dengan penuh
tanggung jawab. Dalam pelaksanaan tugas pekerjaan bertumpu pada aturan-

aturan yang dikenakan terhadap anggota organisasi, sehingga bekerja sesuai
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dengan prosedur, mekanisme, dan struktur maka kinerja pegawai akan sesuai
dengan tujuan organisasi.
Tingkat tanggung jawab (responcibility)
Dengan rasa tanggung jawab yang tinggi dari para pegawai diharapkan
pekerjaan yang telah dibebankan kepada pegawai akan dapat dilaksanakan dan di
selesaiakan secara optimal sehingga di mulai kinerja individu yang baik akan
mendorong kinerja kelompok dalam mencapai kinerja organisasi
Tingkat standart, -
Kualitas pekerjaan merupakan tantangan bagi semua pegawat untuk
melaksanakan dengan standart tersebut kinerja pegawai harus dapat
menyesuaikan dengan spisifikasi pekerjaan yang tekah ditentukan organisasi,
karena dalam pelayanan tidak standart mutu oleh karena sebagai standart
penyelesaian dapatnya di selesaiakan secara tepat waktu.
Tingkat penghargaan (reward/)
Yang dimaksud penghargaan yang diberikan kepada karyawan seperti
penerimaan tingkah laku, sarana prasaran kerja memadai, penghargaan hasil
kerja, dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerjanya.
Tingkat restko (Risk)
Adanya kemungkinan risiko dalam pengambilan keputusan akan memepengaruhi
baik dan buruknya kinerja pegawai, karena semua pekerjaan berdasarkan
kebijakan pimpinan organisasi dan besar kecilnya resiko yang akan terjadi akibat

penerapan kebijakan tersebut akan mempengarubi kinerja karyawan.
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6. Tingkat perlakuan (Warmth)
Semakin pegawai mendapatkan perlakuan atau perhatian yang baik dari
pimpinan pada saat melaksanaka pekerjaan, maka karyaw@ merasa
mendapatkan perlindungan dan pengayomam sehingga pegawai akan merasa
pula untok berupaya memaksimalkan kinerjanya. Kondisi yang ada justru
sebaliknya dimana bawahan kurang mendapatkan perhatian sehingga bawahan
cenderung melakukan tugas kurang bertanggung jawab.
7. Tingkat dukungan (Support)
Dukungan yang positif bagi pimpinan dan segenap karyawan akan tercipta
suasana dan situasi kerja yang kondusif, dengan mendapatkan dukungan tersebut
kinerja pegawai akan terpacu lebih baik. Sedangkan kondisi riil bahwa kebijakan
yang sentralistik, tidak adanya keterlibatan bawahan akan mempengaruhi
suasana kerja.
8. Tingkat konflik (conflict)
Persaingan yang sehat antar pegawai sangat diperlukan hal ini dapat memacu
peningkatan kinerja pegawai, persaingan yang sehat juga diperlukan dalam
pengisisn jabatan karena hal ini akan dapat memacu prestasi dan mengurangt
kecemburuan sosial.
Berdasarkan asumsi penulis bahwa iklim organisasi dalam lokasi penelitian
dirasakan kurang kondisif sehingga mengganggu terhadap kinerja pegawai hal im
dapat penulis tunjukkan sangat terasa sekali penataan penataan organisasi yang

mempunyai resistensi tinggi terhadap kebanyakan personal khususnya yang telah
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menduduki pos jabatan isu pentaan ini menyebabkan beban psikologis yang berat
karena kekhawatiran sejumlah pegawai yang enggan dimutasikan, bagi pegawai
yang non job menunggu perubahan status kéndisi semacam inilah yang menimbulkan
iklim yang kurang kondusif, persepsi lain bahwa pengisian dalam jabatan tidak
dilakukan melalui kompetisi yang sehat, statemen Walikota sebagai bahan evaluasi
bagi pegawai selama tiga bulan tidak dapat menunjukkan prestasi kerja akan di tinjan
ulang penempatanya. Dalam kondisi iklim yang demikian inilah menimbulkan
rendahnya kinerja pegawai. Oleh karena apabila pimpinan akan berhasil dalam tugas
hendaknya perlu diperhatikan kebutuhan pegawai sebagaimana telah diuraikan di

atas.

A. 4, Gaya Kepemimpinan

Kepemimpinan pada dasarnya merupakan konsep abstrak, tetapi hasilnya
nyata. Kadang kala kepemimpinan mengarah pada seni tapi sering kali keterkaitan
dengan ilmu. Pada kenyataannya kepemimpinan merupakan seni sekaligus ilmu.

Terdapat banyak definisi mengenai kepemimpinan, tergantung pada perspektif
yang digunakan. Wahjosumidjo (1987:22) mendifinisikan kepemimpinan adalah
sebagai suatu seni menciptakan kesesuaian paham (Leadership as art of inducing
compliance) yang berarti bahwa setiap pemimpin melalui keljasama yang scbaik-
baiknya barus mampu membuat para bawahan mencapai hasil yang telah ditetapkan.
Peranan seorang pemimpin memberikan dorongan terhadap bawahan untuk

mengerjakan apa yang dikehendaki pemimpin, oleh karena kepemimipinan adalah
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suatu seni bagaimana membuat orang lain mengikuti serangkaian tindakan dalam
mencapai tujuan. Kepemimipinan merupakan bentuk persuasi dan inspirasi
(Leadership as aform of persuation) yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang
lain, yang dilakukan bukan melalui penekanan melainkan himbauan dan persuasif.
Stogdill yang (dikutip dari Wahjosumidjo,1987:20) definisi kepemimpinan adalah
suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan
pencapaian tujuan organisasi.

Kenneth H. Blanchard (1977:83-84) di dalam bukunya yang berjudul
Management of Organizational Behavior Leadership is the activity of exercised to
strive willingly for group obyevtives yang berarti Kepemimpinan adalah kegiatan
dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk
tujuan kelompok. Goetsch dan Devis (1994:192) kepemimpinan adalah merupakan
kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan
bertanggung jawab terhadap usaha melampui tujuan organisasi.

Dari berbagai pandangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan
pengertian kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar
mau berperilaku sesuai yang diharapkan dalam mencapai tujuan organisasl secara
optimal.

Berbagai ahli berpendapat bahwa seorang pemimpin dalam melaksanakan
tugasnya memimpin organisasi berbeda satu dengan yang lainya. Gaya bersikap dan
bertindak seorang pemimpin akan terlihat dari cara dia melakukan pekerjaan seperti

memberi perintah, memberi tugas, berkomunikasi, cara memimpin rapat, cara
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menegur kesalahan, menegakkan disiplin dan sebagainya. Gaya atau style i banyak
mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku para
pengikutnya atau bawahan. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang
digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku
orang lam.

Pandangan klasik menganggap bahwa setiap pegawai itu pasif, malas bekerja,
tidak berambisi untuk maju, takut memikul tanggung jawab, bekerja atas perintah
atasan. Sebaliknya pandangan modern menganggap bahwa seorang pegawai sebagai
manusia yang memiliki perasaan, emosi, aktif, gemar bekerja rajin dan bertanggung
jawab lebih menitikberatkan segi positif dalam hubungan dengan pihak lain.

Kedua pandangan gaya kepemimpinan yang berbeda tersebut menimbulkan
adanya gaya kepemimpinan yang berbeda pula dimana pandangan klasik
mengutamakan gaya oforiter yaitu gaya yang berdasarkan pada kekuatan posisi dan
penggunaan otoritas. Sedangkan untuk pandangan moderat lebih mengutamakan gaya
demokratis yang di kaitkan dengan keterlibatan personal dalam mengambil keputusan
maupun dalam pemecahan masalah. Memurut Mifftah Thoha (1999:49) Gaya
kepemimpinan di definisikan sebagai cara/teknik yang digunakah pemimpin di dalam
mempengaruhi para pengikutnya. Sependapat dengan Fandi Tjipto, (2000:161) Gaya

kepemimpinan adalah suatu cara yang di gunakan peinimpin dalam berinteraksi
dengan para bawahan. Jadi dari kedua konsep gaya terscbut dapat di simpulkan

bahwa gaya kepemimpinan adalah pada cara-cara atan teknik mempengarohi
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bawahan agar mau mengikuti apa yang di harapkan guna pencapaian tujuan
organisasi secara optimal.

Studi gaya kepemimpinan telah di lakukan penelitian IOWA oleh Ralph
White dan Ronald Lippitt (1930) yang telah memberikan gambaran secara rinci
bagaimana kekuatan sosial dapat mempengaruhi kepribadtan  sescorang,
perbandingan telah dilakukan secara sistimatis tentang tingkah laku anak-anak laki-
laki dalam kelompok rekreasi. Kelompok ini setiap minggunya bertemu satu kali, dan
ini berlangsung beberapa minggu dan setiap kelompok diminta untuk memainkan tiga
bentuk kepemimpinan yaitu otoriter, demokratis dan laisser faire. Dari hasil
penelitian 20 orang anak, 19 orang menyukai demokratis dan 1 orang otokratis. Dari
hasil penelitian membuktikan bahwa gaya kepemimpinan telah dapat dicapai prilaku
yang agresif dan produktif. Dengan demikian berdasarkan penelitian telah terbukti
bahwa gaya kepemimpinan mempunyai hubungan yang kuat terhadap produktivitas
kerja.

Gaya kepemimpina yang telah di peragakan oleh Bill Woods ketika berbicara
dengan pegawainya dari Chambers Manufacturing yaitu otokrasi, demokrasi dan
kendali bebas yaitu :

Otokrasi — Pemimpin otokratis membuat keputusan sendiri karena kekuasaan
terpusatkan dalam diri satu orang, Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh.
Pengawasan bersifat ketat, langsung dan tepat, Keputusan dipaksakan dengan

menggunakan imbalan dan kekhawatiran akan dihukum, jika ada komunikasi bersifat
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turun kebawah. Bila wewenang dari pimpinan otokratis menjadi menekan bawahan
menjadi takut dan ketidakpastian.

Demokratis — Pemimpin yang demokratis berkonsultasi dengan kelompok
mengenai masalah yang menarik perhatian mereka dan dimana dapat
menyumbangkan sesuatu. Komunikasi berjalan lancar, saran dibuat kedua arah, baik
pujian maupun kritkk digunakan. Beberapa tanggung jawab membuat keputusan
masih tetap ada pada pemimpin. Bawahan tkut serta dalam penctapan sasaran dan
pemecahan masalah.

Kendali bebas pemimpin, penganut kendali bebas ini memberikan kekuasaan
kepada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasaranya sendiri dan
memecahkan masalah sendiri. Pengarahan dari pimpinan tidak ada atau hanya sedikit.
Gaya ini biasanya tidak guna tetapi dapat menjadi efektif dalam kelompok
profesional yang termotivasi tinggi. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah
menggunakan semua gaya yang ada sebaik mungkin sesuai dengan sifuasi kondisi
yang memungkinkan menentukan gaya apa yang digunakan.(dikutip dari A. Dale
Timpe, 2000:125}

Menurat  Martin Evans dan  Robert House (dikuti dari Miftah
Thoha,1999:42) telah mengemukakan empat gaya kepemimpinan yang efektif

sebagai berikut :

1 Kepemimpinan direkiif (otokratis) dalam model ini tidak ada
partisipasi dari para bawahan.

2 Kepemimpinan Supportive, model ini mempunyai kesediaan
untuk menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah di dekati dan

mempunyai perhatian kemanusiaan terhadap bawahan.
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3 Kepemimpinan partisipatiff pemimpin berusaha meminta dan
mempergunakan saran-saran dari bawahan namun pengambilan
keputusan tetap pada pucuk pimpinan.

4 Kepemimpinan prestasi, gaya ini seorang pemimpin menetapkan
serangkaian tujuan yang menantang bagi bawahan untuk
berpartisipasi.

Menurut Fred fiedler (dikutip dari Mifftah Thoha,1999:39) tertuang dalam
bukunya yang terkenal A.Theory of Leadership Effectiveness Fred fiedler
mengembangkan teknik mengukur gaya kepemimpinan dengan memberikan suatu
skor yang dapat menunjukkan dugaan kesamaan diantara keberlawanan (Assumed
Similarity between Opposites) menghitung derajat kesamaan diantara persepsi-
persepsi pemimpin mengenai kesenangan yang paling banyak dan paling sedikit
tentang kawan kerjanya. Dua pengukuran yang saling bergantian dan ada
hubunganya dengan gaya kepemimpinan yaitu :

1. Hubungan kemanusiaan atau gaya lunak (fenient) yaitu hubungan

pemimpin yang tidak terlihat perbedaan yang besar diantara
teman kerja yang paling banyak di sukai dan paling sedikit di
sukai. atau memberikan gambaran yang relatif menyenangkan.
2. Gaya yang berorientasi pada tugas (hard nosed) yaitu gaya yang
dihubungkan dengan pemimpin yang melihat suatu perbedaan
besar diantara teman kerja yang paling banyak dan paling sedikit
disenangi.

Model ini ini berhubungan antara gaya kepemimpinan dan situasional yang

menyenangkan. Adapun situasi yang menyenangkan yang berhubungan dengan

dimensi empiris adiailah :
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a. Hubungan pemimpin dengan bawahan, variabel ini sangat
menentukan situasi yang menyenangkan.

b. Derajat dan struktur tugas, dimensi ini merupakan yang penting
kedua dan menentukan situasi yang menyenangkan.

c. Posisi kekuasaan pemimpin otoritas formal, dimensi yang ketiga
ini merupakan yang sangat penting ketiga menentukan situasi
menyenangkan.

Situasi yang menyenangkan akan dapat terwujud jika ketiga dimensi diatas
mempunyai derajat sama tinggi, dengan kata lain situasi kerja yang menyenangkan
jika :

a. Pimpinan dapat di terima oleh pengikutnya, ini mempunyai

derajat dimensi yang paling tinggi.

b. Tugas-tugas yang berhubungan dengan pimpinan di tentukan

secara jelas, mempunyai derajat dimensi kedua tertinggi

c. Penggunaan otoritas dan secara formal di terapkan pada posisi

pemimpin, mempunyai derajat ketiga tertinggi.

Menurut Fandy Tjipto et, al (2001;163) berpendapat  bahwa gaya
kepemimpinan yang tepat yang dapat diterapkan dalam konteks Total Quality
Management adalah gaya kepemimpinan partisipasif. Dalam pandangan tradisional
partisipasif upaya mencari masukan dari bawahan, sedangkan dalam pandangan Total
quality Management upaya mencari masukan dari karyawan yang diberdayakan,
mempertimbangkan masukan dan bertindak berdasarkan masukan. Jadi letak
perbedaan pada pemberdayaan.

Agar gaya kepemimpinan partisipasif dapat diikuti para pengikutnya dan

bawahan respek untuk mengikuti, ada beberapa kritenia yang harus dimiliki :
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Rasa tanggung jawab

Disiplin

Bersifat jujur

Memiliki kridibilitas

Memegang teguh komitmen

Dapat menggunakan akal sehat (common sense) dalam
menentukan fleksibilitas.

Konsep kepemimpinan tersebut diatas telah dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya merupakan cara atau teknik mempengaruht
orang lain/pengikut agar dapat berperilaku sesuai yang diharapkan guna mencapai
tujuan. dengan menghindarkan/memperkecil segala bentuk resiko dan memperbesar
kerjasama dalam rangka pencapaian tujuan secara optimal. Sehingga pengertian gaya
kepemimpinan dapat disarikan bahwa hal-hal pokok yang terkadung didalammya
dapat dirumuskan :
¢ Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain
¢ Kemapuan mengarahkan tingkah laku
¢ Kemampuan untuk mencapai tujuan
e Cara/teknis yang dipergunakan.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut maka seorang pemimpm harus dapat
memainkan gaya kepemimpinan yang dimiliki secara tepat gaya kepemimpinan yang
akan dipergunakan dalam penlitian adalah Gaya kepemimpinan kontijensi
(situasional) dan gaya kepemimpinan partisipatif yang akan diukur dengan indikator-

indikator yang di bawah ini :
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Gaya kepemimpinan Kontijensi.

a. Tingkat hubungan pemimpin dengan para anggotanya

b. Tingkat derajad dan struktur tugas

c. Tingkat posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal.
Gaya kepemimpinan Partisipatif :

a. Tingkat tanggung jawab

b. Tingkat disiplin

. Tingkat kejujuran

o

d. Tingkat kridibilitas
e. Tingkat komitmen

f. Tingkat penggunaan akal sehat (common sense) dalam menentukan fleksibilitas.

A.5.Hubungan Motivasi dengan Kualitas Pelayanan

Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari seseorang untuk melakukan
suatu kegiatan dengan tujuan untuk dapat terpenuhinya suatu kebutuhan serta
tercapainya tujuan organisasi. Dari konsep motivasi tersebut berarti kebutuhan adalah
merupakan faktor penentu yang melatar belakangi lahirnya suatu perilakn seorang
pegawai. Sehingga telah dapat disimpulkan bahwa kebutuhan yang paling mendasar
pada saat tertentu akan merupakan daya dorong yang menggerakkan seorang
pegawai dalam berperilaku untuk dalam pencapaian tujuan organisasi, hal ini telah
dipertajam oleh Stephen P.Robbins (1996:219) yang mengatakan bahawa kinerja

karyawan sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi yaita kinerja
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= f(AXM) dimana “f” merupakan kinerja pelayanan hasil “perkalian” antara
kemampuan dengan motivasi. Seoarang pegawai akan menampilkan kinerja yang
baik atayz memuaskan jika pegawai tersebut memiliki motivasi yang tinggi, sesuai
dengan bidang tugasnya serta pemberian pekerjaan yang sesuai bakat. Dalam
konteks penelitian, pemuasan kebutuhan seorang pegawai akan sangat mempengaruhi

terhadap kerjanya pelayanan yaitu bagaimana mereka dapat memberikan pelayanan

yang terbaik kepada masyarakat.

A.6.Hubungan Iklim Organisasi dengan Kualitas Pelayanan

Iklim organisasi adalah suate sifat atau ciri-ciri yang relatif tetap pada
lingkungan internal organisasi, yang membedakan antara organisasi yang satu dengan
organisasi lain, sedangkan ciri-ciri tersebut dihasilkan oleh tingkah laku atau interaksi
dan kebijaksanaan organisasi, dirasakan oleh organisasi, dapat dipergunakan untuk
menafsirkan organisasi dan sebagai sumber untuk mengarabkan aktivitas pegawai
agar lebih efektif.

Dalam konteks penelitian  terdapat fenomena yang tidak mendukung
terwujutnya iklim organisasi yang kondusif, seperti promosi suatu jabatan yang
cenderung menggunakan pendekatan hubungan personal, kurang memperhatikan
aspek profesional atau prestasi kerja pegawai, sehingga menimbulkan kondisi kerja
yang kurang kondusif. Hal ini mempunyai implikasi munculnya kesenjangan beban

tugas antar bagian yang cukup menonjol sehingga mengakibatkan terdapat pegawai
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vang sibuk dan ada pegawai yang santai, mmplikasi lain hubungan antar rekan sekerja
terjadi kurang harmonis,

Sesuai apa yang di kemukakan oleh Stephen Robbins (1998:218) bahwa
karyawan yang dinilai mempunyat kinerja yang rendah belum tentu yang
bersangkutan mempunyai kecakapan yang rendah, sebab sebenarnya lingkungan kerja
juga turut menentukan pencapaian kinerja. seperti apakah karyawan tersebut
mempunyai alat, peralatan, bahan dan suplai yang memadai, apakah karyawan
tersebut mempunyai kondisi kerja yang menguntungkan untuk bekerja, cukup
informasi untuk mengambil keputusan yang dikaitkan dengan pekerjaannya, waktu
yang memadai untuk melakukan pekerjaan yang baik dan lain-lain. jika karyawan
tersebut tidak mendapatkannya maka jelas kinerja akan terganggu. Dari uraian diatas
telah dapat ditarik kesimpulan bahwa iklim organisasi yang kurang kondusif

mempunyai pengaruh terhadap kinerja kualitas pelayanan

A.7.Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kualitas Pelayanan

Sebagaimna dikatakan ( Flipo 1984:36 ) bahwa seseorang akan dapat
mencapai kinerja yang tinggi sangat tergantung pada  fakior kepemimpinan,
kerjasama, keselamatan, pengetalman pekerjaan, kehadiran, kesetiaan, ketangguhan
dan inisiatif. Gaya kepemimpinan untuk mempengaruhi pegawai menyerupai sidik
jari dalam pengertian masing-masing itu berbeda sehingga seorang pemimpin dalam
menerapkan gayanya harus berdasarkan kepekaan dan pertimbangan yang sesuai baik

hubungan sosial manusia maupun terhadap penyelseaian tugas.
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Gaya kepemimpinan dalam kontek penelitian berdasarkan asumsi penulis
mempunyai hubungan yang kuat terhadap kinerja pelayanan, gaya kepemimpinan
yang diterapkan masih cenderung otoriter, sentralistik. Tidak melibatkan bawahan
dalam penyelesaian masalah, maupun menentukan tujuan organisasi selain itu masih
kurangnya sikap perlaku keteladanan, hubungan denganbawahan cenderung
personal bukan impersonal sehingga sering kali terjadi seorang pimpman di
kendalikan bawahan. Hal ini mempunyai implhkasi tugas pekerjaan kurang
terkoordinasi dengan baik atau berjalan sendiri-sendiri setiap bagian bahkan individu.
Dengan demikian telah dapat disarikan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai

hubungan yang kuat terhadap kinerja pelayanan publik.

A.8 Hubungan Motivasi, Iklim Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan dengan

Kualitas Pelayanan

Ketiga variabel motivasi, iklim organisasi dan gaya kepemimpinan di atas
telah dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tingkat kepuasan kebutuhan pegawai akan
sangat menentukan terhadap kinerja pelayanan yaitu bagaimana mereka dapat
memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Faktor lainyang menonjol
adalah adanya kesenjangan beban tugas antara bagian yang satu dengan bagian yang
lain, hal ini mempunyai implikasi negatif terhadap kurangnya kerjasama, koordinast
diantara bagian maupun individual pegawai. Sedangkan faktor gaya kepemimpman

yangf kurang responsif terhadap aspirasi bawahan cenderung sentralistik, tidak
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melibatkan bawahan dalam pengambilankeputusan mapun terhadap penyelesaian
masalah yang ada, gaya semacam ini tidak mampu membangkitkan semangat kerja
dan partisipasi aktif bawahan dalam berinovasi untuk menjalankan tugas. Dengan

demikian ketiga variabel tersebut berdasarkan asumsi penulis mempunyai hubungan

yang kuat terhadap kinerja pelayanan.

B. HIPOTESIS

Hipotesis menurut Sugiyono (2001:5-7) adalah merupakan jawaban
sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena
jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori, belum menggunakan fakta atau
melalui wji secara empirnis.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dengan kualitas pelayanan.

2. Ada pengaruh yang signifikan antara iklim kerja dengan kualitas pelayanan

3. Ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan kualitas
pelayanan

4. Ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara motivasi kerja, iklim

kerja, dan gaya kepemimpinan dengan kualitas pelayanan.




Secara geometris hipotesis tersebut dapat digambarkan dalam bentuk matrik sebagai

berikut :

VARIJABEL
INDEPENDENT
MOTIVASI KERJA
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VARIABEL
INDEPENDENT
IKLIM ORGANISASAI

VARIABEL DEPENDEN
KUALITAS
PELAYANAN

YVARIABEL
INDEPENDENT
GAYA KEPEMIMPINAN
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BAB. III
" METODE PENELITIAN

A. RANCANGAN PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk
mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan dilandasi oleh
metode keilmuan. Jujun S. Suriasumantri (dikutip dari  Sugiyono:1998:1)
Mengemukakan metode keilmuan merupakan gabungan antara pendekatan rasional
dan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan
logis, pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu
kebenaran. Rancangan penelitian merupakan pedoman langkah-langkah yang dikuti
oleh peneliti dalam melakukan penelitian, sekaligus merupakan langkah antisipast
berbagai hambatan terlaksananya penelitian.

Penelitian biasanya berangkat dari permasalahan yaitu penyimpangan atau
deviasi sesuatu yang standar, atau kesenjangan antara yang sebenarnya dan kenyataan
(Sugiyono,1998:197). Dalam melakukan analisis fenomena dalam tesis ini akan
menggunakan rancangan penelitian kuantitatif, yang dipertajam analisis kualitatif
Analisis perhitungan statistik berdasarkan pada data yang diperoleh dari responden

dan mendeskripsikan secara sistematis.

B. RUANG LINGKUP PENELITIAN.
Lra desentralisasi organisasi publik, tidak boleh tidak dihadapkan pada

“corporate olimpics” yang semakin kompleks, hal ini untuk kelangsungan hidup




56

dan perkembangan organisasi harus memiliki daya saing yang harus dicapai melalui
peningkatan kualitas pelayanan. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan dalam
organisasi publik (birokrasi) bukan masalah yang sederhana, karena banyak faktor-
faktor yang menentukan. Faktor kewenangan di mana terbatasnya otoritas yang
dimiliki organisasi akan berpengaruh terhadap proses pelayanan, misalnya wewenang
tanda tangan perijinan masih dilakukan pucuk pimpinan dalam hal ini Walikota,
yang idealnya dapat dilakukan oleh pimpinan organisasi penyedia pelayanan. Untuk
menciptakan kualitas pelayanan dalam organisasi publik diperlukan desentralisasi
kewenangan bagi unit/lembaga pelayanan untuk mengatur mekanisme pelayanan
yang lebih fleksibel (Riant Nugraha, 2000:35).

Faktor politik, untuk mewujudkan kualitas pelayanan diperlukan dukungan
dan komitmen semiua pimpinan organisasi di daetah, karena tanpa adanya dukungan
dan komitmen para elit politik dan birokrasi dirasakan sulit untuk dapat terwujut
pelayanan yang prima.

Faktor keinampuan organisasi merespons pasar, rendalmj?a kemampuan
organisasi dalam merespons tuntutan kebutuhan masyarakat, yang mempunyai
implikasi tugas pelayanan yang belum scrasi, sehingga terjadi simpang siur
penanganan tugas. (Méenir, 1998:21)

Faktor lain kemungkinan budaya organisasi, di mana merupakan interaksi
antara perilaku individu dengan komponen organisasi, dapat menimbulkan budaya

pegawai yang mendukung dan menolak terhadap suatu kebijakan, budaya yang
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menolak inilah cenderung mempengaruhi kualitas pelayanan dalam organisasi
(Talizidulu Ndraha, 1997:47)

| Faktor promosi jabatan yang masih cenderung pada favoritisme politik dan
kurang mempertimbangkan aspek profesional. Hal ini akan menimbulkan kinerja
rendah yang dapat meluas pada aspek sosial terhadap para pegawai
(Salusu,2000:441). Selain faktor tersebut masih banyak faktor yang berpengaruh
terhadap kualitas pelayanan yang tidak mungkin diungkapkan keseluruhan, karena
keterbatasan waktu, teori-teori, maupun kemampuan. Agar penelitian dapat dilakukan
lebih mendalam, maka penelitian ini dibatasi pada variabel-variabel yang dianggap
dominan berhubungan dengan kualitas pelayanan, yaitu motivasi kerja, iklim
organisasi dﬁn gaya kepemimpinan.

Guna mempertajam analisis maka dapat dilihat pada tiga faktor utama yaitu
motivasi kerja mempunyai implikasi rendahmnya kinerja pelayanan, karena sering
terjadi pegawai meninggaikan kantor pada waktu jam kerja dengan motif mencari
tarnbahan pendapatan, cenderung berperilaku sebagai penjual jasa pelayanan. Iklim
organisasi yang kurang kondusif sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan
bersifat malas-malasan dalam menjalankan tugas, karena kondisi psikologis pegawﬁi
merasa tentram, rasa kawatir, hal ini karena implikasi dari proses penataan personal
belum selesai dén statmen Walikota sangat mungkin di lakukan mutasi tiga bulén
sekali, apabila dipandang pegawai tidak profesional, sedangkan ukuran tingkat

profesional tidak jelas parameter yang digunakan. Gaya kepemimpinan yang kurang
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tepat, mempunyai implikasi rendahnya kinerja pelayanan, seperti pengambilan
keputusan maupun penyelesaian masalah yang kurang melibatkan bawahan.

Ketiga variabel, motivasi kerja, iklim organisasi dan gaya kepemimpinan
mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan. Meskipun
demikian penulis percaya, bahwa penelitian ini tentu saja tidak akan dapat menjawab

secara komprehensif faktor-faktor dilwar ketiga variabel penelitian yang akan diuji

dalam penelitian ini.

C. LOKASI PENELITIAN

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup
dalam pembahasan dan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang ingin di
kaji yaitu rendahnya kualitas pelayanan yang akan diamati. Selain itu lokasi
penelitian akan memperhatikan beberapa aspek seperti daya jangkau penelitian
dengan tempat tinggal, waktu yang tersedia, dukungan atau kemudahan dalam
memperoleh data di lokasi penelitian. Penelitian terhadap studi kasus Ijin Mendirikan
Bangunan (IMB) dilaksananakan di Kantor Dinas Tata Kota dan Permukiman
Semarang. Hal ini kebetulan penulis bekerja secbagai Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang, bertempat tinggal di Semarang, seldin itn

terbatasnya waktu penyusunan serta efisiensi biaya.
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D. VARIABEL PENELITIAN

1. Definisi kpnseptual
Definjsi konseptual adalah generalisasi dan sekelompok fenomena tertentu

untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. (Masn
Singarimbun,1978:34). Menurut Moh Nasir, (1999:152) definisi konseptual
adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu konstrak atau variabel

o

dengan menggunakan konstrak yang lain. Dari kedua pengertian tersebut maka

definisi konseptual dalam penelitian ini adalah

(a) Kualitas pelayanan adalah standar proses kegiatan pelayanan yang harus
dilaksanakan dalam kegiatan pelayanan untuk memenuhi harapan dan
kebutuhan masyarakat/pelanggan.

(b) Motivasi kerja adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk
melakukan kegiatan dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup
dan tujuan orgamsasi.

(¢) Iklim| kerja adalah merupakan peréepsi pegawai yang menggambarkan
lingkungan psikologis organisasi yang menunjukkan kekuatan dari

ruh antara nilai, norma, sikap, perilaku dan perasaan anggota

penga
organisasi.
(d) Gaya| kepemimpinan adalah cara-cara/teknik mempengaruhi  orang

lain/pengikut agar dapat berperilaku sesuai yang diharapkan dengan

memperkecil resiko dan memperbesar kerjasama dalam rangka pencapaian

tujuan secara optimal.
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2. Definisi Operasional

Menurut Moh Nasir (1999:152) definisi operasional adalab suatu definist
yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti
atan menspisifikasikan kegiatan atau memberikan operasional yang diperlukan
untuk mengukur konstrak. Definisi operasional adalah didasarkan atz;s sifat-sifat
yang didefinisikan  yang dapat diamati/diobservasi. (Sumadi Suryasubrata,
1985:83) Menurut Masri Singarimbun (1987:46) definisi opersioant adalah
seperti petunjuk pelaksanaan atau pedoman bagaimana cara untuk mengukur
variabel, dengan membaca definisi operasional, seseorang akan mengetahui

pengukuran suatu variabel. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini

adalah :
1. Indikator-indikator yang dipergunakan untuk mengukur kualitas pelayanan
dalam penelitian ini adalah :
a) Tingkat kesederhanaan prosedur, bahwa tata cara pelayanan perijinan
mudah dilaksanakan, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit.
b) Tingkat kelancaran pelayanan
¢) Kesediaan ketanggapan kesulitan para pengguna jasa pelayanan
d) Tingkat kejelasan persyaratan pengurusan perijinan
¢) Tingkat keterbukaan, kejelasan informasi yang berkaitan dengan proses
pelayanan perijinan
f) Tingkat kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oelh petugas

pelayanan.
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g) Tingkat kemudahan melakukan komunikasi dengan petugas pelayanan

h) Tingkat keramah tamahan petugas pelayanan

1) Tingkat ketepatan waktu penyelesaian perijinan

j) Tingkat keadilan, pelayanan di diberikan tanpa da diskriminasi etnis atau

pengguna jasa dan diberlakukan secara berurutan (antre}

2. Indikator-indikator yang pergunakan untuk mengukur variable motivasi kerja

dalam penelitian ini adalah :

a)

b)

d)

e)
f)

Tingkat penyelesaian tugas yang sesuai dengan target dan standar
pelayanan

Tingkat pengalaman kerja dalam pelayanan perijinan

Tingkat pengakuan pimpinan terhadap hasil kerja

Tingkat tanggung' jawab pelaksanaan tugas yang sesuai dengan beban
tugas yang diberikan

Tingkat wewenang sesuai dengan beban dan tanggnng jawab

Tingkat pengembangan karier pada level yang lebih tinggi

3. Indikator-indikator yang dipergunakan untuk mengukur iklim organisasi

dalam penelitian ini adalah :

a.

b.

Struktur, yaitu tingkat ketepatan antara aturan dengan pelaksanaan tugas

Standar kerja, yaitu tingkat pényelesaian tugas sesuai dengan job

discription pegawal.

Tingkat penghargaan pimpinan, yaitu penghargaan pimpinan terhadap

perilaku dan hasil kerja pegawai.
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d. Tingkat kerja keras, untuk penyelesaian tugas harus tersedia kerja lembur

atau diluar jam kerja.

e. Sikap saling percaya diantara rekan kerja, baik secara individu maupun

antar unit.

f Tingkat kompetisi yang sehat, dimana dalam promosi jabatan dilakukan
secara kompetitif terbuka dan rasional.
4, Gaya kepemimpinan dalam penelitian ini digunékan gaya kepemimpinan
partisipatif dan kontijensi.
a. Untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan partisipatif — melalui
indikator-indikator dibawah ini : |
. Tingkat persepsi pegawal terhadap tanggung jawab pimpinan terhadap
tugas pelayanan perijinan.
¢ Tingkat disiplin pimipinan
. Tingkat kejujuran pimpinan
) 'fingkat kridibilitas
o Titigkat komitmen komitmen pimpinan te‘rhadap kebijakan
e Tingkat fleksibilitas '
b. Gtina thengukur variabel gaya kepemimpinart kéritijensi melalui indikator-

indokator sebagai berikut :
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1. Tingkat hubungan pimpinan dengan bawahan dalam :
¢ Tingkat penyelesaian tugas
 Tingkat perumusan tujuan
¢ Tingkat penilaian bawahan terhadap penampilan pimpinan
o Tingkat persepsi bawahan terhadap pimpinan dalam melakukan
bimbingan pelaksanaan tugas
¢ Tingkat keeratan hubungan pimpinan kepada bawahan dalam
melaksanakan tugas
2. Tingkat struktur tugas :
» Tingkat kejelasan beban tugas antar pimpinan dengan bawahan
¢ Korimnikasi antara atasan dan bawahan
¢ Perhatian pimpinan tefhadap konflik yang terjadi pada tingkat
bawah
3. Tingkat kekuasaan pemimbin yang dicapai melalui otoritas
¢ Tingkat penghargaan pimpinan terhadaj) keberhasilan bawahan
¢ Tingkat penyampaian ide/gagasan biwahan kepada pimpinan.
Seldfijutnya  bubungan dari ketiga variabel ~penelitian dapat

digaihbarkan dalam bentuk metrik sebdgai berikut :




MOTIVASI

SRR

Prestasi kerja
Pengalaman
Pengakuan
Tanggung jawab
Wewenang
Promosi pegawai

HUBUNGAN VARIABEL
DAN INDIKATOR PENELITIAN

KUALITAS
PELAYANAN

IKLIM
ORGANISASI

Nk L

Struktur
Standar kerja
Penghargaan
Kerja keras
Perlakuan
Dukungan
Konflik sehat
Saling percaya

Kesederhanaan
Responsif
Kompetensi
Akses

Keramah tamahan
Komunikasi
Kridibilitas

. Ketryamanan

. Ketepatan wakt
10.Ekonomis

11 .keadilan

DN AW N

GAYA
KEPEMIMPINAN

1.

e I

Hub atasan
bawahan
Struktur tugas
Otoritas
Tanggung jawab
Disiplin
Kejujuran
Kredibilitas
Komitmen
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E. JENIS DAN SUMBER DATA

1. Jenis Data

Agar dalam penelitian ini diperoleh hasil yang valid, reliabel dan obyektif,
maka data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua jenis
yaitu :

a. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka, dan tabel.

b. Data kualitatif yaitu data berupa kalimat yang mencakup pandangan, ide

dan konsep.

2. Sumber Data

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian ini

perlu dicari data-data-data yang mendukung. Adapun sumber data dalam

penelitian ini diperoleh dari :

a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, dalam hal ini seluruh
pegawai Kantor Dinas Tata Kota dan Permukiman. Guna memperoleh
kedalaman  informasi akan dilakukan wawancara kepada masyarakat

khususnya penerima jasa pelayanan IMB di Kota Semarang.

b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari catatan-catatan, buku-buku, makalah, laporan,

arsip maupun dalam bentuk yang lain.




66

F. INSTRUMEN PENELITIAN

Karena penelitian ini akan menggunakan rancangan kuantitatif, peneliti
akan menggunakan instrumen untuk mendapatkan data yang akurat. Instrumen
penelitian digunakan untuk mengukur terhadap fenomena sosial, oleh karena untuk
mengukur fenomena tersebut peneliti pada prinsipnya  akan menggunakan
instrumen penelitian secara spisifik terhadap variabel yang akan diteliti.

Adapun instrumen yang akan digunakan dalam penclitian adalah
angket/kuesioner dengan menyusun daftar pertanyaan yang mengacu kepada
variabel bebas dan variabel tergantung, dengan skala pengukuran ordinal yaitu
skala yang berjenjang dengan memb‘erikan nilai atan skore untuk setiap jawaban
yang diperoleh dari daftar pertanyaan paling rendah sampai pertanyaan yang
paling tinggi. Setiap item pertanyaan pada setiap variabel menggunakan skala
pengukuran rentang skore 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) skore im bersifat

membedakan dan mengurutkan jarak yang bobotnya ditentukan berdasarkan bobot
jawaban pertanyaan. Pedoman untuk pengukuran adalah jika terdapat jawaban
dengan bobot rendah diberikan skore 1 dan seterusnya sehingga jawaban yang

berbobot tinggi diberi skore 4 (empat), didalam jawaban pertanyaan akan berlaku

kaidah, di mana bobot score tersebut di bawah ini :

A =4 (empat)
B =3 (tiga)
C =2(dua)

D =l1(satu)
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Dari masing-masing jawaban dengan satu kriteria :

1. Kategori jawaban yang sangat mendukung diberikan score 4 (empat) )
2. Kategori jawaban yang mendukung diberikan score 3 (tiga)

3. Kategori jawaban yang kurang mendukung diberi score 2 (dua)

4. Kategori jawaban yang tidak mendukung diberikan score 1 (satu)

Pengujian validitas instrumen dalam penelitian ini akan digunakan korelasi
Pearson Moment atan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan
skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Dalam memberikan interpretasi
terhadap koefisien korelasi untuk menentukan validitas kalau “r ™~ = 1086.
Apabila koefisien korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 1086
instrumen dinyatakan tidak valid dan apabila diperoleh angka sama dengan 1086
atau lebih dinyatakan valid.

Pengujian reliabilitas instrumen akan menggunakan teknik belah dua (Split
half) yaitu butir-butir instrumen akan dibelah dua. antara kelompok genap dan
kelorﬁpok ganjil, selanjutnya skor data tiap kelompok disusun sendiri-sendiri,
masing-masing kelompok skor tiap butirnya dijumlah sehingga menghasilkan skor
total. Selanjutnya skor total kelompok ganjil dan kelompok genap, dihitung akan

diperoleh angka koefisien korelasi. kemudian dianalisis dengan rumus di bawah

(Djamaludin Ancpk,1995:29)

2 xrtt

Tt = —ememmnenees
141t
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Keterangan :
r.tot = Reliabilitas internal seluruh instrumen

r.tt = Korelasi belahan pertama dan kedua
Selain menggunakan rancangan kuantitatif juga akan dilakukan indepth

interview dan questioner yang di tujukan kepada responden yang sedang
mengurus perijinan IMB pada Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang,
Adapun materi yang akan di tanyakan dalam indepth interview dan questioner
adalah hal-hal yang terkait dengan kualitas pelayanan seperti :

a. Tanggapan terhadap prosedur pelayanan perijinan IMB

b. Tanggapan terhadap biaya pengurusan ijin

¢. Ketepatan waktu pelayanan IMB yang di lakukan

d. Sikap pelayanan yang dilakukan oleh petugas

e. Hambatan dalam pengurusan perijinan IMB

G. POPULASI DAN TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL

Populasi adalah merupakan keseluruhan unsur-unsur yang memiliki satu
atau beberapa ciri atau karakteristk yang sama (Anton Dayan,1996:110})
sehingga dalam penelitian ini sebagai populasi adalah seluruh pegawai Kantor
Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang. Sampel adalah merupakan
bagian dari pbpulasi yang digunakan sebagai obyek penelitian (Anton

Dayan,1996:65)
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Dalam penelitian ini égar dapat diperoleh sampel yang representatif dari
populasi, penulis menggunakan teknik pengambilan sampel Stratified Sampling
dan Random Sampling yang akan di lakukan melalui :

1) Stratified Sampling vyaitu karena populasi terbagi atas tingkat (terstruktur)
bagian-bagian maka pengambilan sampel tiap bagian/umi harus diwakili
Sehingga sampel akan diambil dari semua unit’/bagian yang terdapat dalam
populasi. (Suharsimi Arikunto,1998:125)

2) Kemudian dibuat listing nama pegawai dari tiap-tiap bagian/unit akan diambil
50 % melalui random sampling (undian). Dengan demikian peneliti
memberikan hak vyang sama kepada setiap subyek dalam populasi untuk
memperoleh kesempatan (chance} dipilih menjadi sampel. Hal ini sesuai apa
yang telah di kemukakan oleh Suharsimi Arikunto, (1998:120) bahwa apabila
populasinya lebih dari 100 maka dapat diambil di antara 20%-25% atau
lebih.

3) Melakukan Indepth Interview dan kuesioner akan di lakukan kepada
konsumen pada tiga bulan terkhir dengan asumsi rata-rata jumlah pemohon
30 orang. Guna mempermudah penentuan sampel dalam penelitian 1m akan

di lakukan secara purposive yaitu responden yang sedang mengurus ljin
Mendirikan Bangunan pada bulan Oktober 2000 dengan jumlah 30
responden.

4) Adapun Preposisi banyaknya populasi dan sampling dapat ditunjukkan dalam

tabel. 2 tersebut di bawah ini :
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Tabel I11.2
JUMILAH POPULASI DAN SAMPEL
NO. NAMA UNIT/BAGIAN POPULASI | JUMLLAH SAMPEL |.
1. Bagian Tata Usaha 50% X 15 7
2 Subdin Perencanaan 50% X 20 10
3 Subdin Pengukuran Pemetaan 50% X 25 13
4 Subdin Tata Bangunan 50% X 30 15
5 Subdin Permukiman 50% X 30 15
6 Subdin Pengawasan 50% X 20 10
7 Masyarakat/pemohon ijin - 30
140 100

H. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik analisa yang dipergunakan untuk mengumpulkan data

penelitian ini meliputi :

1. Penyebaran instrumen penelitian (guestionaire)

dalam

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden/sumber data primer dengan

cara mengajukan daftar pertanyaan secara tertulis.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden data primer dengan cara

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (guided interview dan in depth

interview)
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3. Observasi,

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung berbagai

kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Tata Kota dan Permukiman.

4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis  (dokumen-

dokumen) yang langsung berhubungan dengan objek penelitian (data

sckunder)

TEKNIK ANALISA DATA

Penelitian agar dapat diperoleh suatu kebenaran secara ilmiah tidak

dapat lepas dari teknik yang dipergunakan dalam menganlisa data yang telah
terkumpul. Teknik analisa data dalam penelitian kuantitatif terdapat beberapa
macam metode statistik yang dapat dipergunakan seperti, statistik diskriptif,
inferensial,, parametrik maupun nonparametrik. Adapun dalam penelitian ini
penulis akan menggunakan teknik statistik nonparametrik karena data yang di

pergunakan ordinal. Untuk susunan operasional unsur-unsur analisis  akan

dilakukan melalui :
1. Analisis hubungan semua variabel motivasi kerja, iklim organisasi, dan gaya

kepemimpinan dengan variabel kualitas pelayanan akan digunakan alat bantl

tabel rangking sampel.
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Guna melihat normalitas dari data penelitian akan dilakukan uji “U” atau wji

normalitas dengan rumus :

U= X - median
S
Uji hipotesis asosiatif antara motivasi kerja, iklim organisasi, dan gaya

kepemimpinan dengan variabel kualitas pelayanan, untuk korelasi

tunggal/sederhana akan digunakan teknik Statistik Koefisien Korelasi Rank
Kendal Tau sedangkan untuk uwji korelasi berganda akan digunakan Statistik
di uraikan secara

Koefisien Konkordansi Kendall kedua rumus tersebut

singkat tersebut dibawah i :

3.a. Koefisien Korelasi Rank Kendal Tau

Perhitungan korelasi sederhana menggunakan Koefisien Korelasi Rank
Kendal Tau dengan rumus sebagai berikut :

S

%N (N-1)
Keterangan :
15 N (N-1) : kemungkinan skor maksimum

S : skor yang sebenarnya
N : jumlah sampel

T : koefisien korelasi kendal tau yang besarnya ( -1<0 <1}
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Apabila terdapat nilai yang sama maka memakai rumus :

S

VANN-D)-TxVANN-1D-Ty

Keterangan :

Tx = % %t (t-1) banyaknya angka yang sama dalam kelompok pada X

dan Ty % Xt (t-1) = banyaknya angka sama dalam kelompok Y.

Uji Signifikansi.
Untuk uji signifikansi  koefisien korelasi, karena distribusi yang

dipergunakan mendekati normal akan menggunakan rumus “z

sebagaimana tersebut dibawah ini :

T
Z:- __________________
vV 2(2N+5)
9 N( N- 1)

Kaidah Hipotesis

Untuk menentukan Ho dan Ha

Ho:t=0

Tidak terdapat hubungan antara variabel (X) dengan variabel (Y)

Ha:1t>0

Terdapat hubungan antara variabel (X) dengan variabel (Y)
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Ho : ditolak apabila harga “ z ” hitung lebih besar dari pada harga tabel

(<4 3

z

Ha : diterima apabila harga “z” hitung lebih besar atau sama dengan harga

tabel. “z”

3.b. Korelasi Konkordansi Kendal (W)

Perhitungan korelasi berganda menggunakan Koefisien Konkordansi

Kendall (W) dengan rumus sebagai berikut :

§

W=
17121 (N*- N)

Apabila terdapat nilai yang sama maka rs memakai rumus :
S

W:
12k -N)-k YT
T

5 = ZRiz_ Rj)z’n

Keterangan:

R = jumlah rangking

k = banyak variabel yang di korelasikan
n = banyak kolom

T=Cf-1)/12

Uji Signifikansi
W yaitu :
X=k(@1)W
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Keterangan :
X2 = Chi Square
k = Variabel

n = jumlah responden
Kaidah hipotesis:
Ho ditolak jika X2 > X?0 (n-1).

3.c.Koefisien Korelasi Parsial.

Korelasi Parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan
variable independen dengan variable dependen, dimana salah satu

variable independennya dikendalikan atau dibuat tetap. Perhitungan

korelasi parsial digunakan dengan ramus :

r2yx1 - rPyx2.rx1x2

Ryxix2 =
v 12x1x2 .V 12yx2

Adépun uji signifikansi koefisien korelasi parsial dapat dihitung dengan

THmus :

1)) Vn-3

f = emmmmmmee e
1-1p

Keterangan

rp : Korelasi parsial yang ditemukan

N : Jumlah sample
T :“f hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan “t” tabel

selanjutnya untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam

menerangkan variabel tergantung dapat diketahui dari besamnya koefisien

[
o seripvra U ERTH
T pUSTAR BADL

e o i i g
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determinasi berganda ( R?). Jika R* yang diperolch dari hasil perhitungan
menunjukkan semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan
bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap wvariasi variabel
tergantung semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin
besar untuk menerangkan variasi variabel tergantungnya. Sebaliknya jika
R? menunjukkan semakin kecil ~ (mendekati nol), maka dapat dikatakan
bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi nilai variabel
tergantung semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan semakin
lemah untuk menerangkan variasi variabel tergantung. Secara umum

dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi berganda (Rz) berada

anfara O dan 1 atau 0<RZ<1.

3.d Alat Bantu

Agar dapat diperoleh hasil yang efektif dan akurat, untuk analisis
korelasional antara variabel independent dan variabel dependent dalam
penelitian ini, penulis akan menggunakan alat bantu komputer dengan

© Program SPSS ( Statistical Package for Social Sciences) setelal diperoleh

data primer dari kedua variabel tersebut.

PO A o e e e e
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BAB. IV
KARAKTERISTIK ORGANISASI
LOKASI PENELITIAN

A. DISKRIPSI UMUM.

Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Scmarang merupakan organisasi
publik, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 30
Januari 2001. Dinas Tata Kota dan Permukiman mempunyai kedudukan sebagai
unsur pelaksana Pemerintah Kota yang berada di bawah dan bertanggung Jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Tata Kola dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan Otonomi Daerah di bidang Tata Kota yaitu melakukan penataan dan
pengawasan bangunan serta perumahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas
Dinas Tata Kota dan Permukiman berfungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan usaha dan kegiatan perencanaan,
pengarahan serta pengendalian rencana kota, rencana penyelenggaraan
pembangunan dan perbaikan perumahan dan pemukiman.

b. Penyusunan rencana teknis Tata Ruang Kota serta rencana-rencana penataan
kawasan/lingkungan.

¢. Pelaksanaan usaha dan kegiatan survei, pengukuran, pemetaan untuk pendataan
dan penerapan rencana kota.

d. Pelayanan masyarakat dalam urusan pengukuran dan rencana kota, serta rencana

blok plan.
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Pelaksanaan pembinaan dan pemberian ijin di bidang IMB, HO, ILH, IPB.
Pertandaan dan Perumahan.

Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang penataan

dan pengawasan bangunan.

Pelaksanaan pembinaan umum di bidang penataan dan pengawasan bangunan
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Penyusunan rencana teknis dan penataan bangunan.

Pelaksanaan pengendalian dan penyuluban.

Pengawasan, penertiban dan pengendalian teknis atas pelaksnaan tugas pokoknya

sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota dan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Pembinaan terhadap cabang dinas daﬁ Unit Pelaksana Teknis Dinas.

L

Pengelolaan urusan ketata usahaan dinas.

Untuk menjalankan fungsi di atas Dinas Tata Kota mempunyai kewenangan

antara lain :

Penetapan setandar harga sewa tanah dan syarat-syarat penghunian

Penyusunan teknis tata ruang kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Rencana Detail Tata Ruang Kota .

. Menyusun rencana induk kota pembangunan dan pengembangan perumahan dan

pemukiman beserta prasarana dan fasilitas lingkungan perumahan

d. Menyusun rencana Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)
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Melakukan pendataan dan penelitian tanah-tanah dan bangunan yang di kelola

oleh pemerintah

f. Memberikan pelayanan perijinan untuk mendirikan, mengubah ataupun untuk

membongkar bangunan .
g. Pelaksanaan pengawasan pengendalian pembangunan fisik kota.

Struktur organisasi Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang terdiri
dari Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Perencanaan
dan Perijinan, Sub Dinas Pengukuran dan Pemetaan, Sub Dinas Tata Bangunan, Sub
Dinas Permukiman dan Sub Dinas Pengawasan dan Pengendalian. Masing-masing
Sub.Dinas membawahi 4 (emapat) Seksi. Jumlah pegawai secara keseluruhan 140
(seratus empat puluh) orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan

golongan. Untuk melihat secara detail bagan atau struktur organisasi unit analisis

lihat lampiran. 1

B. KEMAMPUAN APARATUR
Dinas Tata Kota dan Permukiman adalah merupakan unsur pelaksana daerah,

dalam menjalankan fungsi telah di dukung 140 (seratus empat puluh) pegawai

dengan berbagai macam latar belakang pendidikan sebagaimana di tunjukkan dalam

tabel TV.1 tersebut dibawah ini :
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Tabel. TV. 1
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS TATA KOTA DAN PERMUKIMAN
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Periode Tahun 2001
NO | TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH | PERSENTASE
1 Pasca Sarjana 2 1.4%
2 Sarjana 32 23,7 %
3 Deploma/Sarmud 9 6,6 %
4 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 73 54,7 %
5 Sekolah Lanjutan Pertama 15 8.8 %
6 Sekolah Dasar 9 5,10 %
Jumlah 140 100 %

Sumber data Dinas Tata Kota dan Permukiman Tahun 2001

Dari tabel di atas dapat dilihat kemampuan sumberdaya manusia dari tingkat
pendidikan formal sejumlah 140 personil sebagian besar 63,5% adalah pegawai
dengan latar belakang pendidikan Sekolah Lanmjutan Tingkat Atfas (SLTA) dan
Sekolah Lanjutan Pertma (SLTP) dan pendidikan dasar. Sedangkan sebagian
(36,5%) Pasacasarjana/sarjana. Sehingga kalau dilhat dari komposisi tingkat
pendidikan dalam rangka upaya mewujudkan kualitas pelayanan masih perlu
" ditingkatkan, Untuk mengetahui gambaran data pegawai Dinas Tata Kota dan

Permukiman dari sisi golongan kepangkatan secara detail dapat dilihat tabel IV.2 d

bawah ini :
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Tabel. IV.2
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DINAS TATA KOTA DAN PERMUKIMAN
MENURUT GOLONGAN PANGKAT

No Golongan Kepangkatan Jumlah
1 IV/a 2

2 [1/d 17
3 l/c 9
4 111/b 10
5 IIl/a 21
6 /d 27
7 /e 27
8 IL/b 6
9 1T/a 16
10 I/d 5

Jumlah 140

Sumber data Dinas Tata Kota dan Permukiman Tahun 2001

Adapun jabatan yang terdapat pada Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota

Semarang adalah jabatan struktural (tidak terdapat jabatan fungsional) yaitu terdapat

jabatan eselon dua, tiga dan empat dengan jumlah 29 jabatan struktural yang secara

lebih terinci dapat lihat tabel. IV.3 berikut ini

Tabel. IV.3
DATA JABATAN STRUKTURAL DAN ESELONERING
DINAS TATA KOTA DAN PERMUKIMAN

KOTA SEMARANG
NO JABATAN STRUKTURAL ESELON JUMLAH
1 Kepala Dinas ILb 1
2 Wakil Kepala Hl.a 1
3 Kepala Bagian Ila 1
4 Kepaia Sub. Dinas Ila 5
5 Kepala Sub. Bagian IV.a 4
6 Kepala Seksi IV.a 17
Jumlah - 29

Sumber data Dinas Tata Kota dan Permukiman Tahun 2001
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BAB. V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
HASIL PENELITIAN

A. HASIL PENELITTAN

Bab ini mendeskripsikan data-data berdasarkan hasil yang diperoleh melalui
daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden. Adapun jumiah responden dalam
penelitian ini sebanyak 70 pegawai dari jumlah populasi sebesar 140 orang. Untuk
mempertajam analisa penulis juga menggunakan responden masyarakat khususnya
pengguna jasa pelayanan IMB sebesar 30 orang.

Hasil penelitian ditunjukkan dengan  deskripsi distribusi tunggal yang
meliputi variabel motivasi, iklim organisasi, gaya kepemimpinan dan kualitas
pelayanan, Kemudian juga di tampilkan tabel silang antara variabel independen dan

dependen variabel. Penggunaan tabel tunggal dan tabel silang ini diharapkan akan
dapat memberikan gambaran awal secara menyeluruh tentang hubungan antara
motivasi kerja, iklim kerja dan gaya kepemimpinan dengan kualitas pelayanan Ijin

Mendirikan Bangunan (IMB) pada Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Semarang.

Al. Kualitas Pelayanan

Pembahasan kualitas pelayanan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota
Semarang sebetulnya sangat di tentukan oleh banyak dimensi, antara lain tingkat
kesederhanaan prosedur pelayauaﬁ, formulir pendaftaran ijin, tingkat ketanggapan.

Prosedur pelayanan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian responden
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menyatakan rumit (37,1%), hal ini telah dipertajam hasil indepthh interview dari
beberapa pejabat Dinas Tata Kota dan Permukiman yang menyatakan bahwa

prosedur pelayanan IMB perlu disederhanakan. Pandangan masyarakat khususnya

pengguna jasa pelayanan IMB sebagian besar menyatakan bahwa prosedur

pelayanan rumit.

Kerumitan prosedur pelayanan tersebut dimungkinkan karena kurang/tidak
komitmen para petugas pelayanan dalam mengimplementasikan kebijakan yang
ditetapkan, sehingga hal ini mempunyai konsekuenasi terhadap masyarakat yang
memberikan tanggapan, bahwa prosedur pelayanan IMB di Semarang masih rumit.
Selain prosedur pelayanan nampaknya kesederhanaan formulir pendaftaran, sebagtan
besar masyarakat menyatakan masih rumit, hal ini dimungkinkan tidak adanya
petunjuk pengisian yang jelas, serta kurangnya petugas dalam memberikan informasi
teknis pengisian. Dari hasil penelitian telah dapat di tunjukkan dalam tabel V.1

dan tabel V.2 di bawah ini ;

Tabel V.1
KESEDERHANAAN PROSEDUR PELAYANAN
No Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat sederhana 12 17,1
2 Sederhana 12 17.1
3 Cukup 20 28,6
4 | Rumit 26 37,1
Total 70 1000

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan p :1

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden 26 responden

(37,1%) telah menyatakan bahwa prosedur pelayanan IMB rumit, sedangkan 24
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responden atau 34,2% menyatakan sederhana, sementara 28,6% menyatakan cukup

rumit. Tabel V.1 terlihat bahwa responden dalam mempersepsikan kesederhanaan

prosedur pelayanan beragam. Walaupun demikian dapat disimpulkan bahwa prosedur

pelayanan IMB masih rumit. Hal ini dipertajam indepthh interview beberapa

pegawai Dinas Tata Kota dan Permukiman yang memberikan jawaban bahwa

prosedur pelayanan secara rfil masih rumit.

Tabel V.2
KESEDERHANAAN FORMULIR PERIJINAN
No Keterangan Frekuensi | Persentase
1 Sangat sederhana ' 8 114
2 Sederhana 14 20,0
3 Cukup 22 314
4 Rumit 26 37,2
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan P:2

Dari sisi kesederhanaan formulir hasil penelitian menunjukkan sebagian

responden (31,4%) menyatakan sederhana. Sementara 48 responden atau ( 68,6%)

menyatakan rumit. Sedangkan indepth interview pegawai memberikan jawaban

bahwa tingkat kesederhanaan formulir dianggap masih sulit. Pandangan masyarakat

yakni 30 responden dari pemohon IMB, menyatakan bahwa kesederhanaan formulir

terlalu rumit. Sehingga hasil peneliian  dapat disimpulkan bahwa tingkat

kesederhanaan formulir dalam pelayanan IMB masib rumit.
Faktor lain yang penting adalah tingkat kesediaan petugas dalam memberikan

tanggapan terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dan tingkat keramahan

petugas dalam memberikan pelayanan, sebagian responden (48,6%) tidak/kurang
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tanggap dan kurang simpatik (57,2%). Hal ini kemungkinan disebabkan petugas
pelayanan tidak diberikan pendidikan manajemen pemasaran yaitu bagaimana
memberikan pelayanan yang baik untuk kepuasan pelanggan. Kekurangan ini
mempunyai implikasi terhadap klien yang menyatakan bahwa pelayanan IMB di Kota
Semarang kurang tanggap dan kurang simpatik. Hal ini dapat ditunjukkan hasil

penelitian dalam (tabel. V. 3 dan tabel V.4) di bawah ini:

Tabel V.3
TINGKAT KETANGGAPAN
TERHADAP KESULITAN PENGGUNA JASA
No Keterangan Frekuensi | Persentase

1 Sangat tanggap - 14 20,0
2 | Tanggap i0 14,3
3 | Kurang tanggap 12 17,1
4 | Tidak tanggap 34 48,6

Total 70 100,0

Sumber di olah davi jawaban pertanyaaﬁ P:4
Tingkat kesediaan petugas dalam merespon kesulitan yang dialami pemohon

IMB, hasil penelitian menunjukkan  sebagian responden 34 orang (48,6%)

menyatakan tidak tanggap terhadap pelayanan, sedangkan mereka yang menjawab
sangat tanggap 14 responden (20,0%) sedangkan (34,3%) responden menyatakan
tanggap. Dari pernyataan yang bervariasi ini dimungkinkan responden yang
menjawab sangat tanggap/tanggap adalah pegawai yang terlibat langsung dalam tugas
pelayanan, sedangkan yang menjawab tidak/kurang tanggap dimungkinkan bagi

pegawai yang tidak terlibat langsung atan bertugas di bagian lain sehingga mereka

kurang peduli terhadap tugas pelayanan.
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Tabel V.4
TINGKAT KERAMAHAN PELAYANAN
No Keterangan Frekuensi | Persentase
1 Sangat simpatik 15 21.4
2 Simpatik 15 21,4
3 Cukup simpatik 20 28,6
4 Tidak simpatik 20 28,6
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan p:11
Hasil penelitian tingkat keramah-tamahan petugas, menunjukkan bahwa 20
responden (28,6%) menjawab cukup simpatik, sedangkan proporsi kedua adalah 20
(28,6%) tesponden memberikan menyatakan tidak simpatik. Sedangkan pandangan
masyarakat mengenai keramahan petugas dalam memberikan pelayanan kepada
pemohon dirasakan kurang baik. Sehingga dapat di tarik kesimpulan, bahwa tmgkat
keramahan petugas dalam memberikan pelayanan masih dirasakan kurang baik.
Dimensi yang lain adalah tingkat kemampuan dan tingkat kesesuaian tugas
pekerjaan petugas pelayanan sebagian besar responden menyatakan (38,6%) tidak
memadai. Sementara ketidak sesuaian bidang tugas pegawai (38,6%) sebagian besar
menyatakan tidak sesuai. Hal i telah dapat ditunjukkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebagian besar responden 27 orang (38,6%) menyatakan bahwa
tingkat kemampuan pegawai yang bertugas dalam sektor pelayanan memeberikan
jawaban kemampuanya tidak memadai, sedangkan proporsi yang kedua adalah 19
responden (27,1%) menjawab cukup memadai. Ketidak sesuaian bidang tugas
pegawai, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 27 orang

(38,6%) menyatakan bahwa kesesuaian tugas para pegawai yang bertugas dalam
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sektor pelayanan memeberikan jawaban tidak sesuai, sedangkan proporsi yang kedua
adalah 21 responden (30,0%) menjawab cukup memadai.

Hasil penelitian tersebut telah di perkuat dari hasil indepth interview dari
beberapa pegawai yang menyatakan bahwa tingkat kemampuan dan tingkat
kesesuaian dalam togas pekerjaan menyatakan kurang mampu dan penempatan
tugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki pegawai.

Ketidakmampuan dimungkinkan karena sebagian besar pegawai yang
menangani tugas pelayanan telah di dominasi pegawai berpendidikan pendidkan
tingkat menengah (SLTA) bahkan ada sebagian berpendidikan dibawahnya.
Sedangkan ketidak sesuaian dalam tugas pekerjaan di mungkinkan karena selama ini

penempatan pegawai tidak didasarkan pada bakat, ketrampilan dan pendidikan yang
dimiliki pegawai akan tetai)i cenderung i)ada hubungan personal. Hasil penelitian

dapat di tunjukkan (tabel.V.5 dan tabel V.6) di bawah ini :

Tabel V.5
TINGKAT KEMAMPUAN PETUGAS PELAYANAN |
No Keterangan Frekuensi Persentase
1 | Sangat memadail 12 17,1
2 | Memadahi 12 17.1
3 | Cukup themadai 19 27,1
4 | Tidak memadai 27 38,6
Total 70 100.0

Sumber di olah dari jawaban pertanpaan p:6




Tabel V.6
TINGKAT KESESUAIAN BIDANG TUGAS
No Keterangan Frekuensi Persentase

1 Sangat sesuai 12 17,1
2 Sesuai 12 17,1
3 Cukup sesuai 19 27.1
4 Tidak sesuai 27 38,6

Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan p:7
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Sementara indikator kualitas pelayanan dari tingkat keterbukaan informasi

yang disampaikan petugas pelayanan terhadap para pengguna jasa pelayanan 42,9%

géﬁagian besar responden menyatakan

terbuka. Secara detail dapat dilihat hasil

pe’ﬁéiitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden 24 responden.(34,3%)

menyatakan bahwa tingkat keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pelayanan

perijinan IMB terbuka., Sedangkan proporsi yang kedua 23 respohden (32,9%)

memberikan jawaban cukup terbuka. sehingga dapat di tarik kesimpulan babwa

keterbukaan informasi pelayanan IMB terbuka lihat (tabel. V.7)

Keterbukaan informasi i mungkin diasumsikan bahwa selama ini bentuk

atan media informasi dengan menggunakan brosur bergambar, sedangkan jumlahnya

cukup terbatas. Akan tetapi kemungkinan kesimpulan ini tidak begifu valid karena

dari hasil jawaban responden masyarakat khususnya pengguna jasa pelayanan dari 30

responden membrikan jawaban bahwa keterbukaan informasi memberikan jawaban

kurang terbuka.

e S
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Tabel V.7
TINGKAT KEJELASAN/KETERBUKAAN INFORMASI
No Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat terbuka 6 8,6
2 Terbuka 24 343
3 Cukup terbuka 23 32,9
4 Tidak terbuka 17 24,3
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan p:8

Dimensi fentang data penelitian tingkat kesesuaian biaya pengurusan Ljin
Mendirikan Bangunan, dapat ditunjukkan dalam tabel V.8 yang menyatakan bahwa
sebagian besar responden 20 orang (28,6%) tingkat biaya pengurusan ijin terhadap
pemohon menjawab kurang sesuai, sedangkan pada proporsi jawaban yang kedua

terdapat 20 responden (28,6%) yang memeberikan jawaban tidak sesuai. Dan hasil

penelitian ini telah diperkuat dar hasil indepth interview maupun pendapat

masyarakdt yang  menyatakan, biaya pengurusan Tjin Mendirikan Bangunan
dirasakan belum/tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian bié.ya perijinan IMB tidak sesuai dengan
besarnya tarip yang telah ditetapkan. Ketidak sesuai baiaya pengurusan ijin tersebut
dimungkinkan disebabkan karena betbagai hambatan seperti faktor motivasi pegawai,

budaya dan mungkin faktor -faktor lain di luar variabel penelitian.
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Tabel V.8
KESESUAIAN BIAYA PERIJINAN
No Keterangan Frekuensi | Persentase

1 Sangat sesuai 15 214
2 Sesuai 15 214
3 Kurang sesuai 20 28,6
4 Tidak sesuai 20 28,6

Total 70 1000

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan p:18
Dimensi lain yang menentukan kualitas pelayanan IMB adalah tingkat
transparansi biaya pengurusan, dimana 40responden (57,2%) menyatakan bahwa
tingkat keterbukaan biaya pengurusan ijin kurang transparan. Meskipun terdapat 30
responden (42,8%) menyatakan transparan. Pernyataan responden yang bervariatif
dimungkinkan mereka yang menjawab transparan adalah responden yang terlibat
langsung dalam tugas pelayanan. Sehingga basil penclitian terscbut dapat
disimpulkan bahwa tingkat fransparapsi biaya pengurusan ijin kurang terbuka.
Pandangan ini telah dipertajam sebagian besar masyarakat, yang menyatakan bahwa
tidak atau kurang transparan terhadap biaya pengurusan ijin. Hasil penelitian di atas
diperkuat dari hasil indepth interview dari beberapa pegawai dari pertanyaan yang di
ajukan oleh peneliti menyatakan bahwa tingkat transparansi pengurusan ijin kurang
terbuka. Ketidak terbukaan biaya pengurusan ijin tersebut dimungkinkan karena
pemohon dalam melakukan pengurusan ijin melalui jasa pelayanan orang (makelar)
baik orang luar maupun melalui jasa pelayanan orang dalam hal ini karena pegawai
dalam tugas cenderung bertindak sebagai penjual jasa. Secara detai hasil penehtian

dapat ditunjukkan sebagaimana tersebut dalam tabel. V.9 di bawah ini.




Tabel V.9
TINGKAT TRANSPARANSI BIAYA
No Keterangan Frekuensi Persentase
1 | Sangat transparan 17 24,3
2 | Transparan 13 18,5
3 | Kurang transparan 24 34,3
4 | Tdk transparan 16 229
Total 70 100,0
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Sumber di olah dari jewaban pertanyaan p:19
Indikator kualitas pelayanan yang lain adalah sistem antrian pelayanan,
artinya tingkat penyelesaian IMB diselesaiakan berdasarkan urutan pendaftaran.
Dalam data penelitian penelitian menerangkan bahwa sistem antrian dalam
penyelesaian perijinan belum dapat di lakukan secara tertib atau sebagian besar
pegawai (34,3%) menyatakan kurang tertib. Tidak tertibnya pelayanan perijinan
tersebut menurut asumsi penulis di sebabkan kecenderungan pegawai bertindak
sebagai penjual jasa pelayanan, tidak adanya komitmen para petugas pelayanan
bahkan pucuk pimpinan untuk mengimplementasikan terhadap sistem antrian. Sikap
tersebut membawa konsckuensi terhadap klien atau masyarakat yang memberikan
persepsi bahwa pelayanan perijin selama ini kurang tertib.
Pandangan di atas telah dipertajam hasil indepth interview yang dilakukan
oleh beberapa peawai yang menyatakan bahwa sistem antrian pelayanan belum
dapat diterapkan dengan baik. Sedangkan sebagian besar responden masyarakat

menyatakan bahwa pelayanan sistem antrian tidak berjalan secara optimal. Secara

detail hasil penelitian ditunjukkan tabel IV.10 di bawah ini.
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Tabel V.10
SISTEM ANTRIAN DALAM PELAYANAN
No Keterangan Frekuensi Persentase

1 | Sangat tertib 17 243
2 | Tertib 13 18,6
3 | Kurang tertib 24 343
4 | Tidak tertib 16 22,9

Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan p:20

Hasil penelitian menunjukkan sistem antrian pelayanan sebagian besar
responden 24 orang (34,3%) menyatakan tidak tertib. Hal ini juga diperiajam hasil
indepth interview beberapa pegawai yang menyatakan, bahwa penyelesaian ijin
belum dapat dilakukan secara urut antrian/tidak tertib, hal ini mungkin dikarenakan

oleh faktor motivasi. Hal ini telah dipertajam dari jawaban masyarakat yang diambil

sebagai responden scbanyak 30 pemohon ijin menyatakan bahwa pelayanan

perijinan IMB yang dilakukan oleh para petugas dirasakan kurang/tidak tertib karena
penyelesaian tidak berdasarkan urut pendaftaran. Sehingga hasil penelitian telah
dapat disimpulkan bahwa pelayanan perijinan IMB di Semarang tidak menggunakan

sistem anirian.

Indikator selanjutnya adalah ketepatan waktu penyelesaian IMB, dimana

dalam data penelitian menerangkan bahwa sebagian besar (28,6%) menyatakan

bahwa dalam proses penyelesaian tidak dapat di selesaikan secara tepat waktu.
Tanggapan tersebut telah di perkuat hasil indepth interview yang di lakukan terhadap
beberapa pegawai maupun pandangan masyarakat kKhususnya para pemohon yang

menyatakan bahwa pelayanan IMB tidak dapat selesai tepat wakitu.
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Ketidaktepatan waktu penyelesaian IMB mungkin disebabkan oleh karena
sistem antrian tidak dapat di implementasikan secara baik, selain itu tidak adanya
komitmen terhadap kebijakan yang telah di tetapkan. Sehingga hal ini mempunyat |
konsekuensi terhadap persepsi masyarakat yang memberikan tanggapan bahwa
pelayanan IMB tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu. Secara detail hasil

penelitian dapat dilihat tabel. V.11 dibawah ini :

Tabel V.11
KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN LJIN

No | Keterangan Frekuensi Persentase
1 | Sangat tepat 14 20,0
2 | Tepat 18 25,7
3 | Kurang tepat 18 25,7
4 | Tdktepat 20 28,6
Total 70 100,0

Selanjutnya dari data penelitian di atas, untuk mengetahui tingkat kualitas

pelayanan IMB, disusun skor katagori penﬂaién berdasarkan skor item-item sebagat

berikut :




Tabel V.12

SKOR DAN KATAGORI PENILAIAN
VARIABEL KUALITAS PELAYANAN

No. Jumlah item Skor
1 22 64
2 22 60
3 22 51
4 22 59
5 22 61
6 22 58
7 22 59
8 22 59
9 22 53
10 22 56
11 22 58
12 22 57
13 22 65
14 22 61
15 22 51
16 22 61
17 22 58
18 22 56
19 22 64
20 22 66
21 22 53
22 22 59
23 22 58
24 22 60
25 22 71
26 22 59
27 22 60
28 22 63
29 22 58
30 22 58
31 22 62
32 22 61
33 22 59
34 22 61
35 22 58
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36 22 61
37 22 64
33 22 56
39 22 61
40 22 63
41 22 60
42 22 56
43 22 58
44 22 61
45 22 57
46 22 55
47 22 55
48 22 61
49 22 69
50 22 60
51 22 56
52 22 61
53 22 58
54 22 59
55 22 59
56 22 58
57 22 56
58 22 52
59 22 59
60 22 58
61 22 55
62 22 58
63 22 62
64 22 58
65 22 59
66 22 62
67 22 60
68 22 57
69 22 55
70 22 60
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Tabel V.13
KATAGORI PENILAIAN
VARIABEL KUALITAS PELAYANAN
No. Keterangan Skor
1 |Sangat baik 51,25 5525
2 |Bak 56,26 — 60,26
3 | Cukup baik ' 61,27 — 64,27
4 | Tidak baik 65,28 — 70,28

Sumber di olah dari data tabel. 12

Hasil penelitian kualitas pelayanan IMB di Kota Semarang dari data di atas
diolah peneliti, sebagian besar responden ( 40%) memberikan penilaian bahwa
kualitas pelayanan IMB Kota Semarang adalah rendah atau kurang baik. Yang lain
(60%) responden menyatakan bahwa kualitas pelayanan baik. Kemungkinan hasil
penelitian kurang valid. Karena indepth interview beberapa pegawai yang
menyatakan bahwa kualitas pelayanan IMB kurang baik, hal ini juga dipertajam
pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan IMB di Semarang

rendah. Secara detail hasil penilaian variabel kualitas pelayanan dapat di tunjukkan

dalam (tabel.V.14) dibawah ini :
Tabel V.14
FREKUENSI PENILATAN VARIABEL
KUALITAS PELAYANAN
No. Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat Baik 15 21,4
2 Baik 27 38,6
3 Cukup baik 20 28.6
4 Tidak baik 8 11,4
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan kualitas pelayanan
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A.2 Motivasi Kerja
Pembahasan kualitas pelayanan sebetulnya sangat ditentukan oleh banyak

elemen. Elemen tersebut antara lain standar penyelesaian tugas pegawai, kesesuaian
standar pelayanan, penyegaran tempat kerja untuk menghindari kejenuhan, serta
kejelasan tanggung jawab pegawai, kesesuaian antara beban tugas/pekerjaan dengan
tingkat penegetahuan pegawai.
Target penyelesaian tugas pekerjaan khususnya pada bidang pelayanan IMB
pada data peneliian menerangkan bahwa sebagian besar responden (34,3%)
menyatakan bahwa dalam penyelesaian tugas—tugas secara rutin tidak terdapat
standar kerja baik kuantitas maupun kualitas. Tidak atau belum adanya standar kerja
yang baku yang dapat dioperasionalkan, meskipun sudah ada job diskcription
dirasakan masih bersifat umum. Sehingga hal ini mempunyai konsekuensi terhadap
penilaian bahwa rendahnya kualitas pelayanan di asumsikan karena tidak terdapat

standar kerja yang baku. Adapun secara detail hasil penelitian dapat dilihat (tabel.15)

dibawah ini.
Tabel V.15
TARGET PENYELESAIAN TUGAS
No. Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat ditarget 17 243
2 ditarget il 15,7
3 Belum ada 18 25,7
4 Tidak ada 24 34,3
Total 70 100,0

Sumber di olah davi jawaban pertanyaan no : 1
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan

bahwa dalam penyelesaian tugas pekerjaan sebagian besar responden 24 (34,3%)

menyatakan

tidak terdapat target atau standar kerja yang baku. Adapun proporsi

terbesar berikutnya adalah 18 (25,7%) yang menyatakan tidak tahu, mereka yang

menjawab tidak tahu kemungkinan pegawai yang kurang memperhatikan terhadap

tugas. Schingga dari hasil penelitian ini telah dapat di tarik kesimpulan bahwa dalam

pelaksanaan tugas pekerjaan tidak terdapat standar kinerja yang baku.

Tabel V.16
KESESUAIAN STANDAR PELAYANAN
No. Keterangan Frekuensi Persentase
1 | Sangat sesuai 17 24.3
2 | Sesuai 11 15,7
3 | Cukup sesuai 18 257
4 | Tidak sesuai 24 343
Total 70 100,0

Pada tabel V.16 di atas menunjukkan hasil penelitian mengenai kesesuaian
standar p'elayanan, sebagian besar 24 responden (34,3%) menyatakan tidak sesuai,
proporsi selanjutnya 18 responden (25,7%) menyatakan cukup sesuai Sehingga telah
dapat di tarik suatn kesimpulan bahwa pembagian tugas pekerjaan yang ada pada

Dinas Tata Kota dan Permukiman kurang/tiddk sesuai dengati pengetahuan maupun

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan no : 2

tingkat ketrampilan yang dimiliki oleh pegawai.




Tabel V.17
KEBUTUHAN PENYEGARAN TEMPAT KERJA
No. Keterangan Frekuenst Persentase

1 | Sangat 30 42,9
membutuhkan

2} Membutuhkan 29 414

3 | Cukup memerlukan 5 7,1

4 | Tidak memerlukan 6 8.6
Total 70 100,0

Pada tabel

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan m:3

99

V.17 Menunjukkan sebagian besar 30 responden (42,9%)

menyatakan sangat membutuhkan penyegaran tempat kerja guna menghindari

kejenuhan dan untuk menambah pengalaman. Untuk proporst terkecil sebanyak 5

responden (7,1%) dan 6 responden (8,6%) menjawab cukup/tidak memerlukan

penyegaran. Schingga dapat disimpulkan bahwa penyegaran tempat kerja guna

peningkatan pengalaman, kejenuhan sangat di butuhkan oleh pegawai.

Tabel V.18
PENGAKUAN KINERJA PEGAWALI

No. Keterangan Frekuensi Persentase
1 | Sangat setuju 29 414
2 | Setuju 19 27,1
3 | Kurang setuju 16 22,9
4 | Tidak setuju 6 8.6
70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan m:5

Tabel V.18 hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas,

pengakuan hasil kerja/kinerja pegawai, terbukti proporsi terbesar 29 responden

(41,4%) menjawab sangat setuju, proporst kedua 19 responden (27,1%) memberikan
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jawaban setuju, sedangkan proporsi ketiga 16 responden (22,9%) memberikan
jawaban kurang setuju. Sehingga dari hasil penelitian dapat di tarik suatu kesimpulan
bahwa kebutuhan pengakuan perilaku dan kinerja pegawai oleh pimpinan dalam

rangka peningkatan kualitas pelayanan dirasakan sangat diperlukan.

Tabel V.19
KEJELASAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAL
No. | Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat jelas 10 143
2 Jelas 18 257
3 Cukup jelas 18 25,7
4 Tidak jelas 24 34,3
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan m ;7

Tabel V.19 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab

pelaksanaan tugas, terbukti proporsi terbesar 24 responden (34,3%) menjawab tidak

jelas, proporsi kedua 18 responden (25,7%) memberikan jawaban tidak jelas,
proporsi berikutnya adalah 18 responden (25,7%) memberikan jawaban cukup jelas.
Sehingga dari hasil penelitian dapat di tarik suatu kesimpulan kejelasan tanggung

ai pada Dinas Tata Kota dan Permukiman di rasakan masih perlu

jawab tugas pegaw

ditingkatkan terhadap kejelasan peran dari masing-masing pegawai.

Tabel V.20
KESESUAIAN BEBAN TUGAS
No. Frekuensi Persentase:]

1 Sangat sesuat 18 25,7
2 Sesuai 13 18,6
3 Cukup sesual 12 17,1
4 Tidak sesual 27 38,6

Total 70 100,0
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Sumber di olah dari jawaban pertanyaan no :9
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Tabel V.20 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesualan tugas para
pegawai, terbukti sebagian besar 27 responden (38,6%) memberikan jawaban tidak
sesuai, sedangkan’ proporsi terbesar kedua adalah 18 responden (25,7%) menjawab
sangat sesuai, responden yang lain 13 (18,6%) menjawab sesuai dan 12 responden
(17,1%) menjawab cukup sesuai. Dari hasil penelitian dapat di tark suatu
kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pegawai masih terdapat ketidak sesuaian antara
pendidikan, bakat dan ketrampilan yang dimiliki dengan tugas, sehingga masih perlu

kejelasan dan kesesuaian dalam rangka mencapai kualitas pelayanan.

Tabel V.21
KEJELASAN WEWENANG DALAM TUGAS
No. Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat jelas 6 8,6
2 Jelas 11 15,7
3 Cukup jelas 29 41,4
4 Tidak jelas - 24 343
Total 70 100.0

Swumber di olah dari jawaban pertanyaan m:10

Tabel V.21. Menunjukkan bahwa kewenangan yang di terima oleh para
pegawaj, éebagian besar responden 29 (41,4%) memberikan jawaban cukup jelas.
Untuk proporsi kedua adalah 24 responden (34,3%) memberikan jawaban tidak jelas.
Dari kedua preposisi tersebut dapat di simpulkan bahwa kejelasan kewenangan
pegawai dalam pelaksanaan tugas dirasakan masih kurang jelas, schingga untuk

mencapai  kinerja kualitas pelayanan periu adanya kewenangan atau otoritas sesuai

dengan bidang tugas dan tanggung jawab.
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Tabel V.22
ASPEK PRESTASI DALAM JABATAN
No. Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat setuju 22 314
2 Setuju 19 27,1
3 Kurang setuju 14 20,0
4 Tidak setuju 15 214
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan m:8

Tabel V.22 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengangkatan atau
promosi suatu jabatan, * sebagian besar 22 responden (31,4%) menyatakan sangat
setuju sedangkan proporsi kedua 19 responden (27,1%) menyatakan setuju. Schingga
dari hasil penclitian ini dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa dalam promosi suatu
jabatan (struktural) pada Dinas Tata Kota dan Permukiman untuk meningkatkan
kualitas pelayanan  perlu mempertimbangkan aspek prestasi kerja pegawal

Selanjutnya setelah disajikan data penclitian diatas untuk mengetahui tingkat motivasi

kerja pegawai, disusun angka katagori penilaian berdasarkan skor item scbagai

berikut :




Tabel V.23
| SKOR DAN KATAGORI PENILAIAN
i VARIABEL MOTIVASI KERJA
No. Jumlah item Skor

1 22 64
2 22 60
3 22 51
4 22 59
5 22 61
6 22 58
7 22 59
8 22 59
9 22 53
10 22 56
11 22 58
12 22 57
13 22 _ 65
14 22 61
15 22 50
16 22 61
17 22 58
18 22 56
19 22 64
20 22 66
21 22 53
22 22 59
23 22 58
24 22 60
25 22 71
26 22 59
27 22 60
28 22 63
29 22 58
30 22 58
31 22 62
32 22 61
33 22 59
34 22 61
35 22 58
36 22 61
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37 22 64
38 22 56
39 22 61
40 22 63
41 22 60
42 22 56
43 22 58
44 22 61
45 22 57
46 22 55
47 22 55
48 22 61
49 22 69
50 22 60
51 2 56
52 22 61
53 22 58
54 22 59
55 22 59
56 22 58
57 22 56
58 22 52
59 22 59
60 22 58
61 22 55
62 22 58
63 22 62
64 22 58
65 22 59
66 22 62
67 22 60
68 22 57
69 2 35
70 22 60
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Tabel V.24
PENILAIAN VARIABEL MOTIVASI KERJA
No. Keterangan Skor
1 Rendah 50,25 — 56,25
2 Sedang 56,26 — 60,26
3 Tinggi 61,27 — 64,27
4 Sangat tinggl 65,28 — 70,28
Sumber di olah dari jawaban pertanyaan motivasi
Tabel V.25
FREKUENSI PENILAIAN
VARJABEL MOTIVASI KERJA PEGAWAL
No. Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat tinggi 15 21,4
2 Tinggi 24 34,2
3 Sedang 22 31,4
4 Rendah : 9 13
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan motivasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 31 responden ( 44 4%)

menyatakan bahwa motivasi kerja pegawai dirasakan masih rendah, proporsi yang

kedua dari 39 responden (56,6%) memberikan jawaban bahwa tingkat motivasi ketja

pegawai tinggi. Sehingga kedua proporsi responden dapat disimpulkan bahwa

motivasi kei'ja pegawai pada Dinas Tata Kota dan Permukiman merupakan masalah

yang harus mendapatkan perhatian. Walaupun hasil penelitian membuktikan

sebagaian besar menyatakan motivasi kerja tinggi, akan tetapi sebagian pegawai 44%

menyatakan motivasi kerja pegawai rendah. Hal ini juga dipertajam hasil indepth

interview yang mengatakan bahwa motivasi kerja pegawai masih rendah. Untuk

mengetahui lebih detail lthat tabel V.25.
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A.3 Iklim Organisasi

Variabel iklim organisasi didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan

pemerintah Kota Semarang dalam mewujutkan kualitas pelayanan akan sangat di

tentukan diantaranya oleh iklim kerja organisasi. Hal ini dapat dilihat beberpa

indikator hasil penelitian di bawah ini :

Tabel V.26
KOMITMEN TERHADAP ATURAN

No. Keterangan Frekuensi Persentase
i Sangat setuju 22 31,4
2 Setuju 18 25,7
3 Kurang setuju 19 27,1
4 Tidak setuju 11 15,7
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan ik:3

Tabel V.26 hasil penelitian menunjukkan iklim organisasi yang di kehendaki
oleh para pegawai adanya komitmen terhadap aturan. sebagian besar 22 responden
(31,4%) menyatakan sangat setuju sedangkan proporsi kedua 19 responden (27,1%)
menyatakan kurang setuju. Sedangkan urutan yang ketiga 18 responden (25,7)
menjawab setuju. Sehingga dari hasil penehtian ini dapat di tarik suatu kesimpulan

bahwa dalam pelaksanaan tugas pekerjaan mayoritas pegawai guna terwujutnya

kualitas pelayanan sangat diperlukan sebuah komitmen terhadap peraturan

perundang—undangaﬁ yang berlaku.
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Tabel V.27
STRUKTUR TUGAS
No. Keterangan Frekuensi Persentase

1 Sangat setuju 22 314
2 Setuju 19 27,1
3 | Kurang setuju 16 229
4 Tidak setuju 13 18,6

Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan ik:1

Tabel V. 27 menunjukkan bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung
jawab masing —masing pegawai secara jelas. sebagaian besar responden sebanyak 22
orang (31,4%) memberikan jawaban sangat setuju untuk tugas pekerjaan diselesaikan
secara fepat walktu, proporsi kedua sejumlah 19 responden (27,1%) menyatakan
setuju sedangkan yang lain menjawab kurang/tidak setuju. Oleh karena uniuk
meningkatkan kinerja kualitas pelayanan sekiranya perlu adanya sebuah otoritas dan

wewenang yang jelas diantara pegawai.

Tabel V.28
STANDAR KERJA PEGAWAI
No. Keterangan Frekuensi Persentase

1 Sangat setuju 22 314
2 Setuju 18 25,7
3 Cukup setuju 18 25,7
4 Tdk jelas 12 17,1

Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan ik:5

Tabel V.28 Menunjukkan bahwa sebagian besar responden 22 orang (31,4%)
memberikan jawaban sangat setuju untuk tugas pekerjaan diselesatkan secara tepat

waktu, proporsi kedua sejumiah 19 responden (27,1%) menyatakan setuju sedangkan
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yang lain menjawab kurang/tidak setuju. Oleh karena untuk meningkatkan kualitas
pelayanan IMB dari hasil penelitian ini mayoritas pegawai menghendaki adanya

suatu pekerjaan untuk dapat di selesaikan secara tepat waktu.

Tabel V.29
PEMBERIAN PENGHARGAAN
No. Keterangan Frekuensi Persentase

1 Sangat setuju 16 22,9
2 Setuju 27 38,6
3 Cukup setuju 20 28,6
4 Tdk setuju 7 10,0

Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan no :6

Tabel V.29 menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebanyak 27 orang
(38,6%) memberikan jawaban sefuju dan 20 responden (28.6%) memjawab cukup
setuju, berarti sebagian besar pegawai membutuhkan penghargaan dari pimpinan
apabila di dalam menyelesaikan tugas berhasil dengan baik, sedangkan yang lain
menjawab cukup dan tidak setuju karena mereka tidak tahu akan manfaat/dampak

positif bahwa penghargaan yang diberikan kepada pegawai akan memberikan

dorongan bekerja yang lebih baik.

Tabel V.30
IKLIM SALING PERCAYA DIANTARA SESAMA
No Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat baik 16 22,9
2 Baik 8 114
3 Cukup baik 18 25,7
4 Tidak baik 28 40,0
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan no : 16
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Tabel V. 30 Hasil penelitian mengenai iklim organisasi menunjukkan bahwa

sebagian besar responden 28 orang (40,0%) memberikan jawaban tidak baik,

sedangkan 18 responden (25,7%) menjawab cukup baik,. Dari hasil penelitian ini

telah dapat di simpulkan bahwa suasana kerja yang kurang kondusif dialami

sebagian besar pegawai bawahan, sedangkan suasana kerja pada tingkat pejabat,

suasana kerja cukup kondusif. Sehingga guna mewujudkan kualitas pelayanan

perlunya dibangun iklim kerja yang kondusif agar dapat memberikan dorongan

meningkatkan kualitas pelayanan.

Tabel V.31
XLIM YANG KOMPETITIF
No Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat kompetitif 16 22,9
2 kompetitif 30 429
3 Kurang mendukung 18 25,7
4 Tidak kompetitif 6 8.6
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan no : 15

Tabel V. 31 Hasil penelitian mengenai iklim yang kompetitif dalam pengisian
jabatan menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebanyak 30 orang (42,9%)
memberikan jawaban bahwa pengisian jabatan perlu dilakukan kompetitif yang sehat.
mayoritas pegawai

Dari hasil penelitian ini telah dapat di simpulkan bahwa

menghendaki pengisian jabatan dilakukan melalui hubungan impersonal. Selanjutnya
setelah dari data penelitian diatas untuk mengetahui tingkat iklim organisasi, disusun

angka katagori penilaian berdasarkan skor item dari indikator iklim sebagai berikut




Tabel V.32

SKOR DAN KATAGORI PENILAIAN
VARIABEL IKLIM ORGANISASI
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No. Jumlah item Skor
1 16 37
2 16 33
3 16 43
4 16 42
5 16 44
6 16 39
7 16 40
8 16 32
9 16 28
10 16 31
11 16 30
12 16 31
13 16 36
14 16 37
15 16 39
16 16 40
17 16 42 |
18 16 35
19 16 34
20 16 30
21 16 28
22 16 29
23 16 27
24 16 30
25 16 37
26 16 32
27 16 37
28 16 A4
29 16 47
30 16 38
31 16 34 B
32 16 33 *
33 16 28
34 16 32 _J
35 16 32




36 16 37
37 16 42
38 16 37
39 16 37
40 16 49
41 16 46
2 16 38
43 16 31
44 16 33
46 16 31
47 16 34
48 16 36
50 16 37
31 16 36
53 16 45
35 16 35
35 16 34
57 16 29
38 16 36
59 16 - 34
0 16 37
61 16 39
62 16 11
é3 16 46
64 16 48
65 16 46
66 16 40
67 16 34
68 16 31
€9 16 36
70 16 34
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Tabel V.33 .
KATAGORI PENILAIAN
VARIABEL IKLIM ORGANISASI
No. Keterangan Skor
1 Tidak baik 25-30
2 | Kurang 31-36
3 Baik 37 - 42
4 Sangat Baik/kondusif 43 - 49

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan motivasi

Tabel V.34
FREKUENSI PENILAIAN
VARIABEL IKLIM ORGANISASI
No. Keterangan Frekuensi Persentase

1 Sangat kondusif 16 22,9
2 kondusif 29 . 41.4
3 Kurang kondusif 15 21,4
4 Tidak kondusif 10 14,3

Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan motivasi
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Tabel V.34 hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 33 responden

( 35,7%) menyatakan iklim organisasi pada Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota

Semarang kurang kondusif. Proporsi yang kedua dari 45 responden (64,3%)

menyatakan kondusif. Sedangkan hasil indepth inrerﬁz'ew menyatkan bahwa kondisi

kerja dirasakan sebagaian besar pegawai kurang kfondusif. Hasil penelitian yang

menyatakan kondisi kerja kondusif, kemungkinan kurang valid.

A.4 Gaya Kepeniimpinan

Pembahasan masalah kualitas pelayanan IMB pada Dinas Tata Kota dan

Permukiman Kota Semarang sebenarnya menyarigkut banyak dimensi dalam
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kepemimpinan. Dimensi tersebut antara lain, menyangkut seberapa tingkat

keharmonisan hubungan antara pimpinan dengan bawahan, kejelasan arahan
pimpinan dalam tugas, keterlibatan bawahan dalam perumusan tujuan maupun dalam
penyelesaian masalah, dan bentuk komunikasi yang digunakan.

Hubungan antara pimpinan dengan bawahan dalam data hasil penelitian
menerangkan bahwa tingkat hubungan yang dilakukan menunjukkan sebagian besar
cukup baik (31,4%) secara detail dapat dapat dilihat dalam (tabel V.35) dibawah.
Akan tetapi kesimpulan ini belum begitu valid mengingat hasil indepth interview

dari beberapa pegawai bahwa hubungan pimpinan dengan bawahan cenderung

bersifat personal bukan tmpersonal.

Tabel V.35
HUBUNGAN PIMPINAN DENGAN BAWAHAN
No Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat baik 9 12,9
2 Baik 20 28,6
3 Cukup baik 22 31,4
4 Tdk baik 19 27,1
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan gk:1

Adapun elemen yang lain adalah kejelasan arahan pimpinan dalam tugas
pekerjaan hasil pepelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar pegawai (37,1%)
menyatakan bahwa arahan pimpinan terhadap bawahan dalam tugas pekerjaan sangat
jelas, sedangkan 18 responden (25,7%) menjawab bahwa arahan pimpinan terhadap

tugas-tugas yang diberikan cukup jelas. Untuk lebih jelasnya lihat (tabel.V.36). Akan
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tetapi hasil ini kurang begitu valid karena hasil indepth interview dan beberapa

pejabat struktural menyatakan bahwa arahan pimpinan terhadap tugas dirasakan

masih relatif kurang jelas khususnya yang menyangkut kewenangan.

Tabel V.36
KEJELASAN ARAHAN PIMPINAN
No Keterangan Frekuensi Persentase
1 [Sangat jelas 14 20,0
2 elas 26 37,1
3 [Cukup jelas 18 25,7
4 [Tidak jelas 12 17,1
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan gk:2

Disamping dimensi arahan yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi

keterlibatan bawahan dalam perumusan kebijakan maupun seberapa keterlibatan

bawahan dalam keikutsertaan pemecahan masalah. Dari data penelitian menerangkan

bahwa keterlibatan bawahan sebagian besar pegawai menyatakan cukup (32,9%)

secara detail dapat dilihat (tabel.V.37) Sehingga telah dapat di simpulkan bahwa

untuk meningkatkan kualitas pelayanan IMB masih perlu ditingkatkan keterlibatan

bawahan dalam perumusan kebijakan hal ini dimaksudkan agar mereka mempunyat

tanggung jawab berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan organisasi.

Tabel V.37
KATERLIBATAN BAWAHAN
DALAM RUMUSAN KEBIJAKAN
No Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat sering 21 30,0
2 Sering 15 214
3 Cukup sering 23 32,9
4 Jarang il 15,7
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan gk:3




penelitian memperlihatkan bahwa

bagian  menyatakan
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Adapun elemen yang lain adalah kerjasama diantara rekan kerja, dimana hasil

sebagian besar pegawai (44,3%) menyatakan

bahwa kerjasama dalam tugas yang dilakukan sesama rekan kerja maupun antar

cukup jelas. Untuk lebih jelasnya lihat (tabel.V.38). Akan

tetapi hasil ini kurang begitu valid karena hasil indepth inferview dari beberapa
pejabat struktural menyatakan bahwa kerjasama rekan kerja di rasakan masih relatif

kurang, hal ini menurut asumsi penulis dikarenakan tidak adanya pola hubungan

antar pegawai yang tidak jelas.
Tabel V.38
HUBUNGAN KERJASAMA
No Keterangan Frekuensi Persentasc
1 Sangat baik 31 443
2 baik 20 28.6
3 Cukup baik 14 20,0
4 Tidak baik 5 7.1
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan gk:4

Sedangkan faktor lain adalah hubungan pimpinan yang penuh keakrapan dan

bersahabat, dimana hasil penelitian memperlihatkan bahwa hasil penelitian

menunjukkan bahwa sebagian besar responden (30,0%) menyatakan hubungan

pimpinan dengan bawahan menyatakan baik. Untuk lebih jelasnya lihat (tabel.V.39).
Sehingga telah dapat di simpulkan bahwa hubungan pimpinan dengan bawahan dari
mayoritas pegawai sudah baik. Akan tetapi hasil ini kurang begitu valid karena hasil

indepth interview dari beberapa pegawai menyatakan bahwa hubungan pimpinan

dengan bawahan dirasakan masih kurang baik, hal mi dimungkinkan karena




hubungan pimpinan dengan bawahan selama ini hanya dilakukan pada pegawai

tertentu, tidak dilakukan secara keseluruhan.

Tabel V.39
HUBUNGAN YANG BERSAHABAT
No | Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat baik 20 28,6
2 Baik 21 30,0
3 Cukup baik 15 214
4 Tdk baik 14 20,0
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan gk:6
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Faktor komunikasi ternyata mempunyai peran penghubung yang cukup

penting dalam rangka mencapai

kerja kualitas pelayanan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa sebagian besar responden (56,1%) mepyatakan komunikasi

antara bawahan dengan atasan baik, sedangkan proporsi yang kedua (43,9%),

menyatakan cukup baik. Dari asumsi penulis pegawai yang menyatakan baik adalah

mereka yang padat dengan tugas schingga perlu melakukan konsultasi dengan

pinipinan, sedangkan mereka yang menjawab cukn baik mereka dalam tugas

dirasakan masih kurang, hal ini karena tidak adanya pemerataan tugas diantara bagian

yang ada. Hal ini memberikan persepsi yang berbeda diantara pegawai. Untuk lebih

jelas lihat (tabel. V.40) dibawah.
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Tabel V.40
KOMUNIKASI BAWAHAN DENGAN ATASAN
No | Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat baik 18 25,7
2 Baik 22 314
3 Cukup baik 20 28,6
4 Tidak baik 10 14,3
Total 70 1000

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan gk:8

Dimensi  selanjutnya adalah kesempatan bawahan dalam menyampaikan

gagasan, data penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar pegawai (54,1%)
menyatakan bahwa kesempatan yang diberikan bawahan untuk menyapaikan
gagasan dirasakan cukup, proporsi kedua (46,9%) memberikan jawaban seﬁng.Secara
detai dapat dilihat dalam (tabel.V.41). Jawaban yang bervariasi ini dimungkinkan
karena masing-masing bagian/unit mempunyai frekuensi fugas yahg berbeda tingkat
kesibukan, sehingga bagi bagian yang padat fsibuk akan memputiyai frekuensi yanig
seringa dalam menyampaikan gagasan dan sebaliknya. Hasil poelitian  ini
kemungkinan belum valid mengingat dari hasil indepth interview dari beberapa
pegawai bawahan fnenyatakan bahwa tingkat keseripatan dalani meimberikan ide

sebatas level pejabat striktural, sedangkan dari pegawai kalangan staf di rasakan

masih relatif kurarig,
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Tabel V.41
KESEMPATAN PENYAMPAIAN GAGASAN
No Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat sering 14 18,6
2 Sering 18 25,7
3 Cukup sering. 25 35,7
4 Jarang 13 18,6
Total 70 100,0

Sumber di olah davi jawaban pertanyaan gk:14

Dimensi yang selanjutnya adalah persepsi pegawai dalam memberikan
penilaian terhadap disiplin kerja pimpinan. Dalam data penelitian menerangkan
bahwa sebagian besar pegawai (35,7%) menyatakan bahwa untuk tingkat disiplin
kerja pimpinan dirasakan cukup baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tinglkat

disiplin kerja pimpinan dalam tugas dapat sebagai cermin pegawai pada level

dibawahnya. Secara lebih detail dapat dilihat dalam (tabel.V.42) tersebut di bawah

Tabel V.42
PERSEPSI DISIPLIN KERJA
No | Keterangan Frekuensi Persentase
1 Sangat baik 10 14,3
2 Baik 22 31,4
3 Cukup baik 25 35,7
4 Tdk baik 13 18,6
Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan gk:16

Selanjutnya setelah data penelitian di atas untuk mengetahwi tingkat ketepatan

gaya kepemimpinan, disusun angka katagori penilaian berdasarkan skor item dari

indikator kepemimpinan sebagai berikut :




Tabel V.43

SKOR DAN KATAGORI PENILATAN
VARIABEL GAYA KEPEMIMPINAN

No. Jumlah item Skor
1 22 65
2 22 46
3 22 67
4 22 64
5 22 61
6 22 64
7 22 53
8 22 40
9 22 52
10 22 42
11 22 51
12 22 49
13 22 56
14 22 51
15 22 37
16 22 61
17 22 56
18 22 50
19 22 57
20 22 51
21 22 52
22 22 55
23 22 51
24 22 48
25 22 61
26 22 37
27 22 64
28 22 62
29 22 49
30 22 52
31 22 52
32 22 48
33 22 53
34 22 56
35 22 48
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36 22 43
37 22 61
38 22 36
39 22 44
40 22 43
41 22 59
42 22 59
43 22 48
44 22 52
45 22 52
46 22 41
47 22 42
48 22 45
49 22 60
50 22 11
51 22 64
52 22 62
53 22 42
54 20 43
55 22 53
56 22 52
57 22 39
58 22 39
59 22 55
60 22 50
61 22 44
62 22 60
63 22 64
64 22 58
65 22 63
66 3 54
67 Py 42
68 22 41
69 27 60
70 29 43
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_ Tabel V.44
SKOR DAN KATAGORI PENILAIAN
VARIABEL GAYA KEPEMIMPINAN

No. Keterangan Skor
1 Tidak tepat 36-43
2 Kurang tepat 44 - 51
3 tepat 52 -58
4 Sangat tepat 59-67

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan g kepemimpinan

Tabel V.45
- FREKUENSI PENILAIAN
VARIABEL GAYA KEPEMIMPINAN
No. Keterangan Frekuensi Persentase

1 Sangat tepat 15 214
2 Tepat 14 20,0
3 Kurang tepat 27 38,6
4 Tidak tepat 14 20,0

Total 70 100,0

Sumber di olah dari jawaban pertanyaan g.kepemimpinan

~ Tabel V.45 hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar 26 responden
(58,6%) menyatakan gaya kepemimpinan kurang tepat. Proporsi kedua (41,4%)

menyatakan bahwa gaya kepemimpinan sudah tepat. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa gaya kepemimpinan dirasakan masith kurang tepat. Oleh karena perlu

dilakukan perubahan yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi.

B. HUBUNGAN ANTAR VARIABEL YANG DIUJI

Setelah disajikan data masing-masing variabel penelitian, untuk memperjelas
hubungan antara variabel motivasi, iklim organisasi dan variabel gaya kepemimpinan

dengan kualitas pelayanan di bawah ini disajikan tabel silang, hal ini dimaksudkan
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untuk mempejelas dalam analisis. Sebelum melakukan uji korelasi antar variabel,

terlebih dahulu di lakukan uji normalitas, uji validitas dan reliabilitas hubungan

antar variabel yang akan di wi. Dari uji normalitas menunjukkan bahwa
berdasarkan variabel yang di uji mempunyai distribusi tidak normal, sehingga dalam
penelitian ini di mungkinkan untuk melakukan uji statistk menggunakan Non
Parametrik (Rank Kendall). Untuk uji validitas telah menunjukkan berdasarkan
semua tingkatan dalam masing-masing variabel terlihat valid dan reliabel yang di

tunjukkan adanya koefisien korelasi antara indikator-indikator dengan total skor

indikator variabel. Untuk mengetahui secara lebih detail dapat dilihat pada ( lampiran.
8 sampai dengan 11 ).

B.1 Hubungan Indikator Motivasi dengan Indikator Kualitas Pelayanan

Korelasi variabel motivasi dengan kualitas pelayanan, dapat ditunjukkan
hubungan indikator “tingkat ketanggapan petugas pelayanan dengan indikator
kesesuaian standar pelayanan. Dari data penelitian menunjukkan babwa sebagian
besar pegawai (64,7%)  menyatakan bahwa petugas pelayanan kurang tanggap
‘;erhadap tugas pelayanan akan tetapi dalam melaksanakan tugas pelayanan sangat
baik hal ini dimungkinkan dilakukan oleh pegawai yang mempunyai tingkat
pendidikan rendah akan tetapi mempunyaiAtingkat keseriusan dalam menjalankan
tugas. Sedangkan sebagian pegawai (68,5%) yang menyatakan kurang tanggap
dalam tugas pelayanan mempunyai hubungan yang kuat terh adap rendahnya kinerja

pelayanan. Schingga hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat
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ketanggapan yang tinggi belum tentu dapat menunjukkan kinerja kualitas pelayanan

yang baik hal ini dimungkinkan karena setiap individu pegawai mempunyai mivasi

kerja yang bervariasi, dan kemungkinan yang lain karena kualitas pelayanan tidak

hanya ditentukan oleh kedua faktor tersebut akan tetapi banyak faktor. Secara lebih

detail hasil penelitian dapat dilihat dalam (tabel. V.46) berikut .

HUBUNGAN TINGKAT KETANGGAPAN PELAYANAN

Tabel V.46

DENGAN STANDAR PELAYANAN

Keterangan Kesesuaian standar pelayanan Jumlah
Tanggap thd tugas | Sangat | Sesuai | Cukup | Tidak -
layanan sesuat sesual | sesual
Sangat Tanggap 2 - 3 3 8
11,8% 16,7% | 12,5% | 114%
Tanggap 4 3 - 7 14
23.5% | 27,3% 29.2% | 20,0%
Cukup tanggap 7 - 11 4 22
41,2% 61,1% | 16,7% | 31,4%
Tidak tanggap 4 8 4 10 26
23,5% 72,7 22% | 41,7% | 37,1%
Jumlah 17 11 18 24 70
100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0%

Hubungan antara indikator tingkat kemampuan petugas pelayanan dengan
tingkat kesesuian standar pelayanan menunjukkan bahwa sebagian besar responden
(58,8%) menyatakan kemampuan petugas pelayanan terhadap tugas pelayanan

menyatakan memadai. Sedangkan sebagian responden (41,2%) menyatakan bahwa
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tingkat kemampuan pegawai dalam tugas pelayanan kurang memadai akan tetapi

mempunyai dalam tugas pelayanan sangat baik. Hal ini dimungkinkan mereka yang

berpendidikan rendah akan tetapi mempunyai tingkat loyalitas terhadap tugas

pelayanan yang baik. Untuk mengetahui secara detail dapat dilihat tabel. V.47 di

bawal 1.

Tabel V.47
HUBUNGAN TINGKAT KEMAMPUAN PETUGAS
DENGAN STANDAR PELAYANAN

Kesesuaian standar pelayanan
Tingkat Jumlah
kemampuan Sangat | Sesuai | Cukup Tdk
sesuai sesuai | sesuai
Sangat memadai - 1 3 5 9
91% | 16,7% | 208% | 12,9%
Memadah 10 1 - 7 18
58,8% | 9,1% 29.2% | 25,7%
Cukup - 7 9 5 21
memadahi 63,6% | 50,0% | 20,8% | 30,0%
Tidak 7 2 6 7 22
Memadahi 412% | 182% | 33,3% | 29,2% | 31.4%
Total 17 11 18 24 70
100,0% 100,0% | 100,0% |[100,0% | 100,0%

Hubungan antara indikator kemampuan pegawai dengan tanggung jawab

tugas dalam data penelitian memperlihatkan bahwa  sebagian besar pegawai

menyatkan bahwa (70%) tidak memadai Sedangkan sebagian responden (12,5%)

menyatakan bahwa tingkat kejelasan tanggung jawab pegawai tidak jelas. Sehingga
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dapat disimpulkan bahwa dalam tugas pelayanan IMB cenderung sebagaian pegawai

mempunyai tingkat kemampuan yang rendah dan tanggung jawab terhadap tugas

tidak jelas. Penilaian rendabnya kemampuan dan ketidak jelasan tanggung jawab im

dimungkinkan karena

secara empiris mayoritas pegawai yang bertugas dalam

pelayanan perijinan berpendidikan Menengah atas bahkan Menengah pertama dan

masih dimungkinakan hanya tamatan pendidikan dasar dan sebagian pegawai tidak

mempunyai peranan (wewenang dan tanggung jawab) yang jelas terhadap tugas

pelayanan. Secara detail dapat dilihat dalam (tabel. V.48) dibawah ini .

Tabel V.48
HUBUNGAN KEMAMPUAN
DENGAN TANGGUNG JAWAB PEKERJAAN
Kejelasan tanggung jawab
Tingkat
kemampuan Sangat | Jelas | Cukup | Tidak Total
petugas jelas jelas jelas
Sangat memadai 5 3 1 9
27.8% | 16,7% | 4,2% 12,9%
3 1 4 10 18
Memadai 30,0% | 5,6% | 22,2% | 41,7% 25,7%
- 2 9 10 21
Cukup memadai 11,1% | 50,0% | 41,7% 30,0%
7 10 2 3 22
Tidak memadai | 70,0% | 55,6% | 11,1% | 12,5% 31,4%
Jumlah 10 18 18 24 70
100,0% | 100,0% | 100,0% { 100,0% | 100,0%
T T T
R HSTAR- T 1%14;1
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Hubungan antara indikator tingkat kesesuaian tugas dengan indikator standar
pelayanan, dalam data penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden
64,7% menyatakan bahwa mayoritas pegawai dalam melakukan tugas pekerjaan

idak sesuai dengan tingkat pendidikan, ketrampilan atau bakat yang dimiliki,

Sedangkan sebagian pegawai (45,8%) menyatakan tidak sesusai dengan standar

pelayanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai pada Dinas Tata Kota dan
Permukiman sebagaian besar dalam menjalankan tugas pekerjaan tidak ada
kesesuaian dengan pengetahuan yang dimiliki pegawai dan tidak mempunyai
satndar kerja yang baku. Hal ini dimungkinkan karena penataan pegawai di Kota

Semarang masih dalam proses serta job discription masih dalam proses.Secara detail

hasil penelitian dapat dilihat dalam (tabel 49) dibawah m.




Tabel V.49
HUBUNGAN TINGKAT KESESUATAN TUGAS
DENGAN STANDAR PELAYANAN
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Tingkat kesesuaian Kesesuaian standar pelayanan
bidang tugas Sangat | Sesuai | Cukup Tdk Total
sesuat sesuai sesuai
Sangat sesuai - 6 6 - 12
54,5% | 33,3% 17.1%
- 2 6 4 12
Sesual 182% | 33,3% | 16,7% 17,1%
6 1 3 9 19
Cukup sesuai 35,3% | 9,1% 16,7% | 37,5% 27.1%
11 2 3 11 27
Tidak sesuai 64,7% | 182% | 16,7% | 45,8% 38,6%
Jumlah 17 11 18 24 70
100,0% ¢ 100,0% | 100,0% { 100,0% | 100,0%

Hubungan antara indikator tingkat kejelasan informasi dengan kualitas
pelayanan pelayanan dengan tingkat kesesuian standar pelayanan menunjukkan

bahwa sebagian besar responden 41,2% menyatakan informasi yang berkaitan dengan

pelayanan perijipan IMB menyatakan tidak jelas. Ketiddk jelasan informasi

dimungkinkan karena media yang digunakan selama ini menggunakan brosur yang
jumlahnya sangat terbatas, disamping itu frekuensi penyuluhan mengenai IMB
terhadap masyarakat dirasakan relatif kurang. Hal ini sesuai dengan pandangan
masyarakat berdasarkan kuesioner yang di distribusikan para pengguna jasa

pelayanan (client) sebagian besar menyatkan bahwa informasi tentang IMB di
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rasakan masih relatif kurang jelas. Untuk mengetahui secara detail lihat (tabel. V.50)

dibawah ini.

Tabel V.50
HUBUNGAN KEJELASAN INFORMASI
DENGAN KUALITAS PELAYANAN

Tingkat Kesesunaian kualitas pelayanan Jumlah
kejelasan informasi | Sangat | Sesvai | Cukup Tdk
sesuai sesuai | sesuai
Sangat Jelas - i 6 16 23
9,1% | 33,3% | 66,7% | 32, 9%
jelas 4 5 4 3 16
235% | 455% | 222% | 12,5% | 22,9%
Cukup 6 - 6 - 12
jelas 35,3% 33,3% 17,1%
Tidak 7 5 2 5 19
jelas 412% 1455% | 11,1% | 20,8% | 27,1%
Total 17 11 18 24 70
100,0% 100,0% | 100,0% [100,0% ) 100,0%

B.2 Hubungan Indikator Iklim Organisasi dengan Indikator Kualitas
Pelayanan

Hubungan antara tingkat ketanggapan pegawai terhadap tugas pelayanan
dengan iklim saling percaya diantara tekan kerja menunjukkan bahwa sebagian besar
responden 50,0 % menyatakan cukup tanggap. Schingga hal dapat tercipta kondisi
atau iklim saling percaya diantara rekan kerja berdasarkan hasil penelitian cukup
baik. Akan tetapi kesimpulan ini kemungkinan tidak valit karena berdasarkan

indepth interview para pegawai telah menyatakan bahwa kondisi ikim saling percaya
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diantara rekan kerja mempunyai tingkat yang rendah. Secara detail lihat (tabel .51)

dibawah ini.
Tabel V.51
HUBUNGAN IKLIM SALING PERCAYA TERHADAP
TINGKAT KETANGGAPAN DALAM TUGAS
Tklim saling percaya Total
Tanggap thd
tugas Sangat batk | Baik Cukup baik | Tdk Baik
layanan
Sangat 1 4 1 2 8
tanggap 6,3% 14.3% 5,6% 25,0% 11,4%
Tanggap 7 3 2 2 14
43.8% 10,7% 11,1% 25,0%  20,0%
Cukup 3 8 9 2 n
tanggap 18,8% 28,6% 50,0% 25,0% 31,4%
Tidak 5 i3 6 2 26
tanggap 31,3% | 46,4% 33,3% 25,0% 37.1%
Total i6 28 18 8 70
100,0% | 100,0% 100,0% 100,0% | 100,0%

Hubungan antara komitmen pegawai terhadap peraturan organisasi dengan
tingkat kemampuan pegawai menunjukkan bahwa sebagian besar responden 54,5%
menyatakan bahwa komitmen pegawai terhadap peraturan sangat rendah, hal i di
pertajam dengan dengan pendapat sebagaian responden yang menyatakan
kemampuan petugas pelayanan 50 % tidak memadai hal im memang secara empiris

mayoritas pegawai berpendidikan Menengah atas dan Menengah pertama bahkan
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terdapat beberapa pegawai berpendidikan dasar. Untuk mengetahui secara jelas lihat

(tabel V.52).
Tabel V.52
HUBUNGAN KOMITMEN PEGAWAI
DENGAN TINGKAT KEMAMPUAN PETUGAS
Tingkat
kemampuan Komitmen kerja
petugas Sangat Tinggi Sedang Rendah | Total
tinggi
Sangat 4 3 ) 9
memadai 18,2% 16,7% 10,5% - 12,9%
Memadahi 7 3 3 5 18
31,8% 16,7% 15,8% 45,5% 25.7%
Cukup 9 3 9 21
memadahi 40,9% 16,7% 47.4% - 30,0%
Tidak 2 9 5 6 22
memadahi 9.1% 50,0% 26,3% 54,5% 31,4%
2 18 19 11 70
Jumlah 100,0% | 100,0% 100,0% 100,0% | 100,0%

Hubungan antara kesesuian tugas dengan mekanisme kerja pegawai

menunjukkan bahwa sebagian besar responden 56,5%  menyatakan bahwa

mekanisme kerja pelayanan lancar. Sedangkan sebagian (35,3%) kesesnaian tugas
menyatakan sesuai. FHal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesesuaian bidang tugas
akan meningkatkan tingkat kelancaran dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan
sebaliknya, ketidak sesuaian dalam bidang pekerjaan akan memperlambat tugas

pelayanan. Secara detai dapat dilihat data peneltian dalam (tabel.V.53) berikut im.

e
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Tabel V.53
HUBUNGAN TINGKAT KESESUAIAN TUGAS
DENGAN PROSEDUR KERJA
Tingkat
kesesuaian Mekanisme kerja Total
bidang tugas iSangat lancar| lancar |Kuranglancar| Tidak
lancar
Sangat sesuai 2 - 4 6 12
11,8% 33,3% 33,3% 17,1%
Sesuai 6 - - 6 12
35,3% 33,3% 17,1%
Cukup sesuai 4 10 2 3 19
23,5% 43,5% 16,7% 16,7% | 27,1%
Tidak sesuai 5 13 6 3 27
29.4% 56,5% 50,0% 16,7% | 38,6%
Total 17 23 12 18 70
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% | 100,0%

Untuk hubungan antara tingkat keramah tamahan petugas pelayanan dengan
kualitas pelayanan memperlihatkan bahwa sebagian besar responden 52,9% tingkat

kermahan petugas dalam memberikan pelayanan relatif rendah atau tidak ramah.

Hasil ini juga di diperkuat dari sebagian besar responden masyarakat yang

menyaiakan bahwa tingkat keramahan petugas terhadap pemohon perijinan dirasakan
masih relatif kurang. Hal ini dimungkinkan karena pegawai yang bertugas dalam
pelayanan publik selama ini belum diberikan diklat khusus tentang manajemen

pelayanan yang baik. Secara detail hasil penelitian dapat dilihat dalam ( tabel. V.54 )

berikut ini.
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Tabel V.54
HUBUNGAN TINGKAT KERAMAHTAMAHAN PETUGAS
DENGAN KUALITAS PELAYANAN

Keramahan Kualitas pelayanan
pelayanan Sangat Lancar | Cukup lancar | Tdk jelas | Total
lancar
Sangat ramah 2 - 4 - 6
11,8% 333% 8.,6%
Ramah 4 9 2 - 15
23.5% 39,1% 16,7% 21,4%
Cukup ramah 2 5 4 18 29
11,8% 21,7% 33,3% 100,0% | 41,4%
Tidak ramah 9 9 2 - 20
L 52.9% 39,1% 16,7% 28,6%
Total 17 23 12 18 70
100,0% | 100,0% 100,0% 100,0% | 100,0%

Hubungan antara indikator tingkat kepercayaan petugas dengan kualitas
pelayanan menunjukkan bahwa sebagian besar responden 50 % cukup bak. Akan
tetapi kesimpulan ini kemungkinan tidak begitu valid, karena berdasarkan hasil
indepth interview dari beberapa pegawai menyatakan bahwa tingkat kepercayaan

diantara rekan kerja dirasakah masih relatif kurang. Untuk mengetahui secara jelas

lihat (tabel.V.55) berikut ini .

s e P e
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Tabel V.55
HUBUNGAN TINGKAT SALING KEPERCAYAAN
DENGAN KUALITAS PELAYANAN

Iklim saling percaya

Tanggap thd
tugas layanan

Sangat baik | Baik | Cukup baik | Tdk Baik Total

Sangat tanggap| 1 4 1 2 8
6,3% 14,3% 5,6% 25,0% 11,4%

Tanggap 7 3 2 2 14
43,8% 10,7% 11,1% 25,0% 20,0%

3 8 9 2 22

Cukup tanggap
18,8% 28.6% 50,0% 25,0% 31,4%

Tidak tanggap 5 13 6 2 26
31,3% 46,4% 33,3% 25,0% 37,1%

16 28 18 8 70
Total 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0%

B.3 Hubungan Indikator Gaya Kepemimpinan dengan Indikator Kualitas
Pelayanan

Hubungan antara indikator tingkat ketanggapan tugés pelayanan dengan
hubungan pimpinan dengan bawahan, dalam data penelitian telah menumjukkan
bahwa sebagian besar responden (66,7 %) tanggap. Akan tetapi kesimpulan ini
kemungkinan tidak begitu valid, karena berdasarkan hasil indepth interview dari
beberapa pegawai menyatakan bahwa tingkat ketanggapan pegawai terhadap kesulita

pemohon dirasakan masih kurang. Untuk mengetahui secra jelas libat (tabel. V.56)

berikut ini.




Tabel V.56

HUBUNGAN TINGKAT KETANGGAPAN
DENGAN HUBUNGAN PIMPINAN BAWAHAN
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Tingkat
ketanggapan Hubungan pimpinan/bawahan
petugas Total
pelayanan | Sangat baik| Baik | Cukup baik | Tdk baik
Sangat - 3 3 2 8
tanggap 16,7% 13,0% 8,7% 11,4%
Tanggap 4 7 1 2 14
66,7% 38,9% 4,3% 8,7% 20,0%
Cukup - 4 13 5 22
tanggaP 22.2% 56,5% 21,7% 31,4%
Tidak 2 4 6 14 26
tanggap 33,3% 22.2% 26,1% 60,9% 37,1%
6 18 23 23 70
Total. 100,0% | 1000% | 100,0% | 100,0% | 100,0%

Adapaun bubungan antara indikator tingkat ketanggapan petugas pelayanan

terhadap kesulitan pemohon dengan persepsi disiplin kerja pimpinan, dari sebagatan

besar dari responden menunjukkan (60%) menyatakan sangat baik, sehingga dapat

diasumsikan bahwa disiplin kerja pimpinan yang baik akan dapat meningkatkan

tingkat ketanggapan pegawai terhadap kesulitan yang di alami oleh pelanggan. Secara

detail dapat dilihat dalam ( tabel.V.57 ) berikut ini.
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Tabel V.57
HUBUNGAN TINGKAT KETANGGAPAN KESULITAN
DANGAN DISIPLIN KERJA
Tanggap thd
kesulitan Persepsi terhadap disiph kerja
~ pemohon Total
Sangat baik | Baik Cukup baik | Tdk baik
Sangat 3 1 1 7 12
tanggap 30,0% 5,9% 4,0% 38,9% 17,1%
Tanggap 1 4 4 3 12
10,0% 23,5% 16,0% 16,7% 17,1%
Cukup tangga - 10 6 3 19
58,8% 24,0% 16,7% 27,1%
Tidak tanggap 6 2 14 5 27
60,0% 11,8% 56,0% 27,8% 38,6%
Jumlah 10 17 25 18 70
100,0% | 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Hubungan antara indikator tingkat keterlibatan bawahan dalam pengambilan

keputusan maupun dalam pemecahan masalah dengan tingkat kesesuian bidang tugas

menunjukkan bahwa sebagian besar responden (26,9%) menyatakan cukup sesuai.

Sedangkan keterlibatan bawahan dalam perumusan maupun dalam pemecahan

masalah sebagian pegawai (50%) menyatakan sangat sering.
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Tabel V.58
HUBUNGAN KETERLIBATAN BAWAIHAN
DENGAN TINGKAT KESESUAIAN TUGAS

Tingkat
kesesuaian Keterlibatan bawahan
bidang tugas |Sangat sering| Sering Cukup Jarang Total
' sering
Sangat sesuai 4 3 5 - 12
15,4% 21.4% 27,8% 17.1%
Sesuai 7 - 5 - 12
26,9% 27.8% 17,1%
Cukup sesuai 2 5 4 8 19
7.7% 35,7% 22.2% 66,7% 27,1%
Tidak sesuai 13 6 4 4 27
50,0% 42.9% 22.2% 33,3% 38,6%
Jumlah 26 14 18 12 70
100,0% 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0%

Pada Tabel V.59 Hubungan antara tingkat kepercaydan petugas dengan

tingkat kejelasan infromasi 42,9% menyatakan sangat jelas. Namun kesimpulan i
tidak terlalu valid karena sebagian responden telah menyatkan bahwa kejelsan
informasi menjawab kurang jelas, hal ini juga diperkuat dengan pendapat sebagian

responden masyarakat bahwa tingkat kejelsan infomasi menyatakan tidak jelas.




Tabel V.59
TINGKAT KEPERCAYAAN DENGAN
TINGKAT KEJELASAN INFORMASI
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Kejelasan Tingkat kepercayaan pelaksanaan tugas Total
nformasi | Sangat | Tinggi Cukup Rendah
tinggi tinggi
Sangat 3 - 4 16 23
jelas 42.9% 13,3% 72,7% 32,9%
Jelas 1 - 12 3 16
14,3% 40,0% 13,6% 22,9%
Cukup 1 11 - - 12
jelas 14,3% | 100,0% 17,1%
Tidak jelas 2 14 3 19
28,6% 46,7% 13,6% 27,1%
Jumlah 7 11 30 22 70
100,0% | 100,0% | 100,0% 100,0% 100,0%

Pada Tabel V.60 Hubungan pimpinan bawahan dengan dengan tingkat

keramah tamahan petugas pelayanan sebagian besar responden memberikan jawaban

66% menyatakan tidak ramah. Pendapat ini telah di perkuat dengan hasil indepth

interview dan hasil respondeh masyarakat yang menaytakan bahwa hubungan

pimpijnan dengan bawahan dengan tigkat keramahan masih relatif rendah.

e e




Tabel V.60

HUBUNGAN PIMPINAN BAWAHAN
DENGAN TINGKAT KERAMAHAN PETUGAS PELAYANAN
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Keramahan Hubungan pimpinan/bawalan
pelayanan Total
Sangat | Bak |Cukup baik | Tdk baik
baik
Sangat - 6 - - 6
ramah 33,3% 8.6%
Ramah 2 6 5 2 15
33,3% | 33,3% 21,7% 8,7% 21,4%
Cukup - - 12 17 29
ramah 52,2% 73,9% 41,4%
Tidak ramahj 4 6 6 4 20
66,7% | 33,3% 26,1% 17,4% 28,6%
Jumlah 6 18 23 23 70
100,0% | 100,0% | 100,0% 100,0% 100,0%

C. UJI HIPOTESIS

Setelah disajikan data penelitian masing-masing variabel dan hubungan antar

variabel penelitian, selanjutnya guna menganalisis hubungan antara variabel motivasi,

iklim kerja dan gaya kepemimpinan dengan kualitas pelayanan akan dilakukan

analisis uji hipotesis.

Sebelum dilakukan wji hipotesis, agar

diperoleh basil

penelitian yang akurat terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk menentukan

pilihan beberapa alat statistik yang digunakan. penelitian ini akan dilakukan uji

Statistik Nonparametrik Rank Kendall. Salah satu syarat bagi penggunaan Rank
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Kendall adalah data harus mempunyai distribusi tidak normal. Untuk menguji telah di
lakukan uji normalitas. Untuk mengetahui secara detail lihat (lampiran.7). Dalam
tabel penghitungan uji normalitas menunjukkan bahwa Skewness dan Kurfosis
variabel Kualitas pelayanan (0,563) (0,427) Motivasi kerja (0,131) (0,384) Iklim
organisasai (0,310) (0,529) dan Gaya kepemimpinan (0,826) (0,752). Perbedaan
data tersebut dapat diinterpretasikan distribusi dalam penelitian ini berarti tidak
normal, sehingga sebagai persyaratan perhitungan pada uji Rank Kendall telah
terpenuhi. Selanjutnya setelah dilakukan uji normalitas, juga dilakukan wji validitas
dan reliabilitas. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah item-item (instrumen)
yang di lakukan sudah tepat dan akurat guna mengukur variabel penelitian. Hasil uji
validitas dan reliabilitas telah menunjukkan bahwa semua item dinyatakan valid dan

reliabel. Dengan kaidah apabila koefisien korelasi mempunyai hubungan lebih dari

0,186 dinyatakan valid dan sebaliknya. Secara lebih detail dapat dilihat lampiran

( 8 sampai dengan 11}

C.1. Hubungan antara Motivasi Kerja dengan Kualitas Pelayanan
Hubungan motivasi kerja dengan kualitas pelayanan membuktikan bahwa
terdapat koefisien korelasi yang positif dan signifikan. Secara rinci dapat terlibat
bahwa sebanyak 24 responden yang mempunyai karakteriétik motivasi tinggi terdapat
46,7% yang mempunyai kulaitas pelayanan yang sangat baik, kemudia'n mereka yang
mempunyai kualitas pelayanan baik 44,4%, cukup baik ( 20,0%) dan yang tidak baik

sebesar 6,7%. Dari data ini dapat terlihat bahwa responden yang mempunyai motivasi
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tinggi cenderung mempunyai kualitas pelayanan yang sangat baik. Sedangkan

motivasi kerja rendah 9 responden, proporsi terbesar adalah mempunyai kualitas

pelayanan yang tidak baik ( 44,4%). Dapat disimpulkan hubungan kedua variabel

mempunyai hubungan positif, yakni semakin tinggi tingkat motivasi kerja akan

diikuti dengan tingginya tingkat kualitas pelayanan. Untuk lebih detail dapat lihat

tabel V.61 berikut.
Tabel V.61
HUBUNGAN MOTIVASI KERJA
DENGAN KUALITAS PELAYANAN
Tingkat kualitas pelayanan
Tingkat motivasi Jumlah
kerja
Sangat baik | Baik | Cukup baik |Tidak baik
Sangat tinggi 7 4 3 1 15
46,7% 26,7% | 20,0% 6,7% 100,0%
Tinggi 3 12 8 1 24
12,5% 50,0% 33,3% 42% | 100,0%
Sedang 4 10 6 2 22
18,2% 455% | 27.3% 9,1% 100,0%
Rendah 1 1 3 4 9
11,1% 11,1% 33,3% 44,4% 100,0%
Jumiah 15 27 20 8 - 70
21,4% 38,6% | 28,6% 11,4% 100,0%

. Berdasarkan perhitungan komputer (SPSS Versi.1.10) menunjukkan bahwa

hubungan antara kualitas pelayanan dengan motivasi mempunyai koefisien korelasi
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sebesar 0.262, kemudian hasil perhitungan tersebut dikonfirmasikan dengan

penggunaan tabel “Z” skore guna menentukan tingkat signifikansi, adapun

perhitungan ditunjukkan sebagai berikut :

r
A P —
v (4n +10) / (902 9n)
0,262
A ——
v (4.70 +10) / (9.70> 9.70)
0,262
Z T e o o i e e e e
v (290) / (4404)
0,262
A ——
v 0,0065
Z =323

Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa nilai Z hitung lebih besar dari nilai
tabel Z pada taraf kesalahan 5% atau 3,23 >1,96. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas pelayanan dengan variabel

motivasi kerja pada tingkat signifikan 95%.

C. 2. Hubungan Iklim Organisasi dengan Kualitas Pelayanan
Hubungan antara iklim organisasi dengan kualitas pelayanan IMB
membuktikan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan atau dapat

dikatakan bahwa iklim kerja semakin kondusif, akan diikuti oleh semakin tingginya
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kualitas pelayanan. Hal ini secara rinci telah dapat terlihat pada tabel diatas bahwa

-sebagian besar responden sebanyak 29 orang yang mempunyai karakteristik iklim

kerja yang kondusif terdapat 40,0% yang mempunyai kulaitas pelayanan yang sangat
baik, selanjuinya pegawai yang mempunyai kualitas pelayanan baik ( 29,6%), cukup
baik ( 5,0%) dan yang tidak baik sebesar (12,5%) Dari data ini dapat terlihat bahwa
iklim kerja yang semakin kondusif mempunyai mempunyai kecenderungan kualitas
pelayanan yang sangat baik. Sedangkan iklim kerja pegawai yang tidak kondusif
yaitu 10 orang (14,3%) proporsi terbesar adalah mempunyai kualitas pelayanan yang
tidak baik ( 50 %). Dari hasil analisis hubungan antara kedua variabel tersebut dapat
disimpulkan bahwa Iklim kerja yang semakin kondusif akan diikuti oléh semakin
tingginya tingkat kualitas pelayanan IMB. Hal ini juga terbukti dari analisis Rank
Kendall dimana koeffisen hubungan antara kedua variabel tersebut adalah sebesar

0,258 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,38 atu 96%. Untuk lebih jelas lihat

( lampiran 13 )




Tabel V.62
HUBUGAN ANTARA IKLIM ORGANISASI
DENGAN KUALITAS PELAYANAN
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Tingkat Tingkat kualitas pelayanan
Kondisi iklim kerja | Sangat | Baik | Cukup | Tidak baik Jumlah
baik baik
Sangat kondusif 6 8 1 1 16
40,0% | 29,6% | 5,0% 12,5% 22.9%
kondusif 5 11 12 1 29
333% | 40,7% | 60,0% 12,5% 41,4%
Cukup kondusif 2 4 7 2 15
13,3% | 14,8% | 35,0% 25,0% 21,4%
Tidak kondusif 2 4 - 4 10
13,3% | 14,8% 50,0% 14,3%
Jurmlah 15 27 20 8 70
100,0% :100,0% | 100,0% 100,0% 100,0%

Berdasarkan hasil perin'tungan kompufer Program SPSS Versi 10.0 lihat
(lampiran 13) menunjukkan bahwa hubungan antara iklim organisast dengan kulaitas
pelayanan mempunyai koefisien korelasi sebesar 0.258, kemudian hasil perhitungan
tersebut dikonfirmasikan dengan penggunaan tabel “Z” skore guna menentukan

signifikansi, adapun perhitungan ditunjukkan sebagai berikat :
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r
AR R
v (4n +10) / (9n?- 9n)
0,258
A
v (4.70 +10) / (9.70% 9.70)
0,258
A
v (290) / (4404)
0,258
A
¥0,0065
Z =318

Dari perhitungan tersebut terlibat bahwa nilai Z hitung lebih besar dari nilai
tabel Z pada taraf kesalahan 5% atau 3,18 >1,96. Schingga dapat disimpulkan bahwa

ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas pelayanan dengan variabel

iklim organisasi pada tingkat signifikan 95%.

C.3. Hubungan Gaya Kepemimpinan dengan Kualitas Pelayanan

Hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kualitas pelayanan IMB telah
membuktikan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan atau dapat
dikatakan bahwa gaya kepemimpinan yang sangat tepat, akan diikuti dengan semakin
tingginya tigkat kualitas pelayanan. Hubungan tersebut secara rinci telah dapat dilihat
pada tabel diatas, yang menyatakan sebagian besar responden sebanyak 6 orang

(40%) yang mempunyai karakteristk gaya kepemimpinan yang tepat mempunyat
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kulaitas pelayanan yang sangat baik, selanjutnya pegawai yang mempunyai kualitas
pelayanan baik ( 18,5%), cukup baik ( 15,0%) dan yang tidak baik sebesar (12,5%).
Sehingga dari data ini dapat terlihat bahwa gaya kepemimpinan yang sangat tepat
mempunyai kecenderungan tingkat kualitas pelayanan yang sangat baik. Sedangkan
pgaya kepemimpinan yang tidak tidak tepat yaitu 3 orang (37,5%), proporsi terbesar
adalah mempunyai kualitas pelayanan yang cukup tepat 27 ( 38,6 %). Dari hasil
analisis hubungan antara kedua variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya
kepemimpinan yang sangat tepat akan diikuti oleh semakin tinggi tingkat kualitas
pelayanan IMB. Hal ini juga terbukti dari analisis Rank Kendall dimana koeffisen
hubungan antara kedua variabel tersebut adalah sebesaf 0,238 dengan tingkat

signifikasi 0,049 sebesar 95%. Untuk lebih jelasnya lihat (tabel V.65 dan 66 ) berikut
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Tabel. V.63
HUBUNGAN ANATARA GAYA KEPEMIMPINAN
DENGAN KUALITAS PELAYANAN

DENGAN
KUALITAS Tingkat kualitas pelayanan Jumlah
PELAYANAN |Sangatbaik| Baik | Cukup | Tidak baik
baik
Gaya
Kepemimpinan
Sangat tepat 6 5 3 1 15
40,0% 18,5% | 15,0% 12,5% 21,4%
Tepat 3 8 3 14
20,0% 29.6% | 15,0% - 20,0%
Cukup tepat 5 7 11 4 27
33,3% | 25,9% | 55,0% 50,0% 38,6%
Tidak tepat 1 7 3 3 14
6,7% 259% | 15,0% 37,5% 20,0%
Jumlah 15 27 20 8 70
100,0% | 100,0% | 100,0% 100,0% 100,0%

Berdasarkan hasil perhitungan komputer Program SPSS Versi. 10.0 lihat
(lampiran 13) menunjukkan bahwa hubungan antara kulaitas pelayanan dengan gaya
kepemimpinan mempunyai koefisien korelasi sebesar 0.238, kemudian hasil
perhitungan tersebut dikonfirmasikan dengan penggunaan tabel 7Z Skore guna

menentukan signifikansi, adapun perhitungan ditunjukkan sebagai berikut :
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r
A
¥ (4n +10) / (9n2- 9n)
0,238
7 = cmcccam———
v (4.70 +10) / (9.70% 9.70)
0,238
Z T e v v e e i
V (290) / (4404)
0,238
A —
v 0,0065
Z =294

Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa nilai Z hitung lebih besar dari nilai
tabel Z pada taraf kesalahan 5% atau 3,23 >1,96. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas pelayanan dengan variabel

gaya kepemimpinan pada tingkat signifikan 95%.

C.4. Hubungan Motivasi kerja, Iklim Organisasi dan Gaya Kepemimpinan
dengan Kualitas Pelayanan (Ganda)
Hubungan variabel independen yaitu motivasi kerja, iklim organisasi dan
gaya kepemimpinan secara bersama-sama, hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat koefisien korelasi sebesar 0,459 hal ini telah dapat diinterpretasikan bahwa

ketiga variabel penelitian mempunyai hubungan yang positif yaitu diasumsikan

motivasi kerja pegawai yang tinggi, iklim organisasi yang kondusif serta gaya
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kepemimpinan yang tepat akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Sedangkan
dart korelasi koefisien di kuadartakan (koefisien diterminasi) sebesar 20,10 %. Hal ini
terjadi karena variabel kualitas pelayanan tidak hanya di tentukan oleh ketiga variabel
tersebut. Akan tetapi juga di pengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor setruktur
organisasi, faktor politis, faktor budaya, komitmen pimpinan dan mungkin masih
banyak faktor yang juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Sehingga telah
dapat di simpulkan bahwa ketiga variabel tersebut hanya menentukan kualitas
pelayanan 20,10 %, sedangkan yang 7990 % di tentukan oleh faktor lain diluar
ketiga variabel penelitian. Untuk mengetahui lebih jelas lihat (lampiran 13 )
Berdasarkan perhitungan komputer dengan Program (SPSS Versi10.0)
menunjukkan bahwa hubungan antara kualitas pelayanan dengan motivasi kerja,
iklim organisasi dan gaya kepemimpinan mempunyai koefisien korelasi ganda

sebesar 0459, kemudian hasil perhitungan tersebut dikonfirmasikan dengan

penggunaan tabel X* guna menentukan signifikansi, yaitu sebagai berikut :

X2=k (o-1)W

X2 =3 (70-1)0,459

X?=95.01
Dari perhitungan tersebut terlihat bahwa nilai X* hitung lebih besar dari nilai tabel
X2 pada taraf kesalahan 5% atau 95.01 > 90,53 sehingga dapat disimpulkan bahwa

ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas pelayanan dengan variabel

motivasi kerja, iklim organisasi dan gaya kepemimpinan.
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Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien korelasi parsial korelasi
menunjukkan bahwa seara rinci terlihat bahwa variabel motivasi mep}})unyai
hubungan yang paling kuat dengan koefisien sebesar (0,246) dengan .dcrajat
signifikansi sebesar 0,97%. Sementara untuk variabel iklim organisasai (0,239) dan
dengan derajat signifikansi sebesar 0,96% sedangkan gaya kepemimpinan terdapat
koefisien korelasi sebesar (0,241 ) dengan derajat signifikan 96%. Haéil i telah
membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut apabila diinteraksikan secara bersama-
sama mempunyai korelasi koefisien yang signifikan terhadap kualitas pelayanan.

Secara lebih mendalam lihat (tabel. V.64) berikut di bawah ini.

Tabel. V.64
METRIK KORELASI GANDA (PARSIAL ANALISIS)
Unstandar Standardize
Keterangan dized d Signifikan
Coefficien Coefficients| “t*
ts
Model B Std. Beta
Exror
1 (Constant) 1,018 ,362 2,813 ,006
tingkat ,246 116 ,253 2,128 ,037

97% |motivasi kerja

96% | tingkat iklim 239 ,114 121 1,953 ,039
kerja

96% | tingkat gaya 241 ,118 ,193 1,581 ,041

kepemimpinan
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D. DISKUSI
Secara teortis yang dibangun oleh para pakar, berdasarkan hasil penelitian-

penelitian terdahulu, mengemukakan bahwa motivasi kerja, iklim organisasi dan gaya
kepemimpinan adalah merupakan faktor yang menentukan kualitas pelayanan. Hal
ini scbagaimana dikemukakan oleh The Liang Gie dan Buddy Ibrahim (dikutip dari

Soewarsono,1999:17) Kualitas pelayanan publik akan sangat ditentukan oleh faktor-

faktor :

a. Motivasi kerja

b. Kemampuan kerja pegawai

c. Perlengkapan dan fasilitas

d. Lingkungan eksternal

e. Leadership

f Misi strategi

g. Budaya perusahaan

h. Kinerja Individu dan organisasi
i. Praktek manajemen

j.  Struktur

k. Iklim organisasi
Teori di atas setelah dilakukan uji penelitian di lapangan, didapatkan bahwa
motivasi kerja dengan kualitas pelayanan mempunyai koefisien korelasi sebesar

0,262 dengan tingkat signifikan 95 % (lihat Jampiran 13) schingga dapat di

interpretasikan  bahwa motivasi kerja dengan kualitas pelayanan mempunyai

hubungan yang signifikan. Rendahnya motivasi kerja dalam unit analisis dapat di

tunjukkan  kemungkinan tingkat pendapatan pegawai yang kurang memadai
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mempunyai implikasi terhadap pegawai dalam tugas pelayanan kurang konsisten

dengan aturan yang berlaku dimana dalam menjalankan tugas banyak di dorong oleh
motiv mencari tambahan pendapatan yang cenderung menyimpang seperti petugas
pelayanan sering menjual jasa pelayanan dengan motif uang. Selain itu rendahnya
motivasi kerja karena tidak terpenuhinya harapan bahwa setiap pegawai untuk
berkompetisi dalam meniti jenjang karier pada tingkat yang lebih tinggi. Hal i
dapat di tunjukkan bahwa secara empiris dalam pengisian jabatan para pimpinan
lebih cenderung menggunakan pendekatan individual tidak mendasarkan pada
prestasi kerja pegawai.

Iklim organisasi mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,258 dengan derajat
signifikan 95% (lihat lampiran 13) schingga dapat di interprestasikan bahwa iklim
organisasi dengan kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang signifikan. Iklim
organisasi yang kurang kondusif dari asumsi penulis disebabkan bahwa dalam
penempatan pegawai tidak berdasar pada latar belakang pendidikan yang dimiliki
pegawai akan tetapi lebih cenderung pada unsur hubungan yang bersifat individual.
Selain faktor tersebut juga dimungkinkan tidak adanya pemecrafaan tugas dimasmg-
masing bagian atu unit yaitu terdapat bagian yang sibuk dan bagian dalam

melakukan pekerjaan dengan santai sehingga hal ini menimbulkan persepsi pegawai
adanya tempat yang basah dan tempat yang kering.
Sementara gaya kepemimpinan mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,238

dengan dengan tingkat signifikan sebesar 96 % (lihat lampiran 13) sehingga dapat di

interprestasikan  bahwa iklim organisasi dengan kualitas pelayanan mempunyai
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hubungan yang signifikan. Ketidak tepatan gaya kepemimpinan yang di bangun oleh
pimpinan organisasi di mungkinkan lebih cenderung pada gaya bebas dengan asumsi

bawahan bisa semaunya asalkan pekerjaan selesai, sementara gaya otoriter segala

sesuatu dimungkinkan diputuskan secara sentralistk dan kurang melibatkan

bawahan.

Adapun hubungan motivasi kerja, iklim organisasi dan gaya kepemimpian
secara bersama-sama dengan kualitas pelayanan mempunyai koefisien korelast
sebesar 0,459 sehingga dapat di interpretasikan bahwa ketiga variabel tersebut
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Sehingga dapat di tarik kesimpulan
bahwa hasil peneltian setelah di interakasikan dengan teoritis memang benar ketiga
variabel motivasi, iklim organisasi dan gaya kepemimpinan terdapat korelasi dengan

kualitas pelayanan.
Walaupun demildan hasil penelitian dari ketiga variabel tersebut merupakan

bagian terkecil (0,459) atan (20,10%)  faktor-faktor yang menentukan kualitas

pelayanan IMB, sedangkan faktor-faktor lain yang menentukan kualitas pelayanan di
luar variabel penelitian adalah sebesar (79,90%) hal ini di mungkinkan faktor
politik, budaya birokrasi, organisasi, manajemen dan sebagainya. Schingga untuk
menciptakan pelayanan prima di bidang IMB nampaknya masih perlu di kaji secara
mendalam terhadap faktor-faktor lain yang berada diluar variabel penelitian.
Mengingat pentingnya kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang
pelayanan IMB, ketiga faktor motivasi kerja, iklim organisasi dan gaya

kepemimpinan merupakan bagian terkecil dari sekian banyak faktor yang

e
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menentukan kualitas pelayanan. Ketiga faktor tersebut saling ketergantungan yang

membentuk suatu sistem dimana salah satu faktor akan terkait tidak dapat dipisahkan

dengan faktor lain.
pelayanan prima yang di dambakan

Sehingga untuk mewwjudkan
masyarakat, Pemerintah Kota Semarang periu mengambil langkah-langkah strategis
Good governance dan Paradigma kebijakan publik. Good governace adalah semua
tuntutan masyarakat akan terwujudnya kualitas pelayanan publik merupakan hal yang
wajar sehingga sudah seharusnya di respon oleh pemerintah dengan melakukan
perubahan yang lebih baik. Oleh karena untuk mewnjudkan pelayanan prima perlu

melibatkan tiga komponen terpenting yaitu peran pemerintah, sektor swasta/dunia

usaha dan masyarakat itu sendiri (Society)

Sedangkan untuk strategi yang kedua adalah Paradigma kebijakan publik
dimana semua kebijakan/keputusan yang diambil oleh pemerintah harus

mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini karena kepentingan

masyarakat/publik merupakan aspek yang terpenting dalam Administrasi Negara.

Dengan demikian kedua strategis tersebut sesuai arah reformasi yaitu effisiensi,

efectivness dalam penyelenggaraan pemerintahan.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN
Setelah dilakukan pembahasan secara bertahap pada bab-bab sebelumnya,

khususnya dalam pembuktian terdapat ada atau tidaknya hubungan diantara variabel
penelitian yaitu variabel independen motivasi kerja, iklim organisasi, gaya

kepemimpinan dan kualitas pelayanan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian

dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kuesioner yang didistribusikan kepada masyarakat, khususnya
pengguna jasa pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Semarang
menyatakan bahwa tingkat kualitas pelayanan IMB masih rendah.

2. Pandangan masyarakat tersebut, telah dipertajam pandangan sebagian besar
pegawai Dinas Tata Kota dan Permukiman yang menyatakan bahwa kualitas
pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan masih relatif rendah.

3. Secara teoritis yang dibangun dalam kerangka teori menyatakan bahwa rendahnya

tingkat kualitas pelayanan Tjin Mendinkan Bangunan sangat di tentukan oleh 3

(tiga)  faktor antara lain faktor motivasi, iklim organisasi, dan gaya

kepemimpinan.

g s
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4. Rendahnya kualitas pelayanan IMB dapat ditunjukkan :

a.Tingkat kederhanaan prosedur pelayanan sebagian besar responden 37,1%
menyatakan rumit, pendapat ini dipertajam pandangan masyarakat yang
menyatakan bahwa kualitas pelayanan JMB masih rendah.

b.Kesediaan petugas pelayanan dalam merespon kesulitan yang dihadapi

pengguna jasa pelayanan 48,6 % responden menyatakan tidak/kurang tanggap.

c.Tingkat keramahan petugas pelayanan terhadap pemakai jasa pelayanan,

sebagian besar responden 57, 2% menyatakan kurang/tidak ramah.

d. Kesesuaian biaya perijinan 57,2% responden telah menyatakan tidak/kurang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Sistem antrian dalam pelayanan 57,2% responden telah memberikan jawaban

tidak tertib.
f Ketepatan waktu penyelesaian 54,7 % responden menyatakan tidak tepat waktu,

dalam arti lebih lama dari target waktu yang telah ditentukan.

5. Rendahnya motivasi kerja dapat dilihat dari indikator :
a_Penyelesaian tugas pekerjaan sebagian besar responden 60% menyatakan bahwa

pekerjaan tidak terdapat target waktu penyelesaian.

b.Kebutuhan penyegaran tempat kerja pegawai 83% menyatakan sangat

memerlukan alih tugas guna menghindari kejenuhan, serta dalam rangka

memperkaya pengalaman.
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c.Kejelasan tanggung jawab pegawai dalam tugas pekerjaan 60% menyatakan

kurang/tidak jelas, sehingga hal ini sangat mengganggu efektivitas penyelesaian

tugas.
d.Kesesuaian beban tugas pegawai scbagian besar 55,7% menyatakan tidak

sesuai tugas pekerjaan dengan latar belakang pendidikan/ketrampilan yang

dimiliki pegawai

e.Kewenangan pegawai dalam tugas 75,7% responden menyatakan bahwa dalam

tugas pekerjaan tidak ada kewenangan secara jelas terhadap tugas yang

dibebankan.
6. Tklim organisasi kurang kondusif terlihat beberapa indikator :

a Pembagian tugas pekerjaan antar bagian maupun individual, 58,5% responden

menyatakan tidak ada pemerataan tugas.

b.Sikap saling percaya di antara sesama rekan kerja 65,7% responden

menyatakan tidak ada atan dirasakan masih kurang.

¢.Kebutuhan pegawai dalam promosi jabatan diperlukan melalui iklim kompetisi

sebagian besar responden 65,8% menyatakan tidak pernah dilakukan.

dXeberhasilan dalam tugas pekerjaan/prestasi kerja untuk mendapatkan

penghargaan, 67.2% responden menyatakan tidak pernah dilakukan oleh pucuk

pimpinan.
7. Gaya kepemimpinan dapat dilihat dari beberapa indikator :

a.Hubungan antara pimpinan dengan bawahan 58,5 % menyatakan masih di

rasakan sangat kurang baik
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b.Pimpinan dalam memberikan arahan terhadap bawahan dalam kaitanya dengan

tugas 48,6% menyatakan masih kurang baik.
c.Keterlibatan bawahan dalam perumusan tujuan dari 54,3 % menyatakan masih
dirasakan kurang.

8. Hubungan motivasi kerja dengan kualitas pelayanan (Rank Kendall) mempunyai
koefisien korelasi sebesar 0,262 dengan tigkat signifikan 0,041 atau 96% dengan
demikian dapat dijnterpretasikan bahwa motivasi dengan kualitas pelayanan
terdapat hubungan yang signifikan. .

9. Hubungan Iklim organisasi dengan kualitas pelayanan (Rank Kendall) terbukti
mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,258 dengan derajad signifikan 0,038
atau 96%. dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa iklim organisasi
dengan kualitas pelayanan terdapat hubungan yang signifikan. .

10. Hubungan Gaya kepemimpinan dengan kualitas pelayanan (Rank Kendall)
terbukti mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,238 dengan derajad signifikan
0,049 atau 95%. dengan demikian diinterpretasikan bahwa gaya kepemimpinan

dengan kualitas pelayanan terdapat hubungan yang signifikan. .

11. Uji hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif antara motivasi kerja, iklim
organisasi dan gaya kepemimpinan dengan kualitas pelayanan, digunakan tekmk
konkordansi Kendall, pada tingkat kepercayaan 5% diperoleh angka tabel “ r ”

yaitu 0,459 Korelasi sebesar 0,210 diinterpretasikan bahwa tingkat hubungan

antara variabel mofivasi, iklim organisasi dan gaya kepemimpinan dengan

variabel kualitas pelayanan signifikan. Koefisien Determinasi (ganda) variabel
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motivasi, iklim organisast dan gaya kepemimpinan hanya sebesar 20,10%. Hal ini
terjadi karena kualitas pelayanan tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga variabel,
akan tetapi 79,90 % ditentukan oleh faktor lain di luar variabel penelitian.

12. Analisis parsial, motivasi terdapat korelasi koefisien 0,246 dengan tingkat
signifikan 97 %, variabel iklim organisasi mempunyai koefisien korelasi sebesar
0,241 tingkat signifikan 96% dan gaya kepemimpinan mempunyai korelasi
koefisien dan 239 dengan tingkat signifikan 96%. Sehingga dari ketiga variabel

penelitian yang paling dominan terhadap kualitas pelayanan adalah motivasi.

B. REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini disampaikan beberapa

rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan
kebijakan, guna mewujudkan kualitas pelayanan perijinan khususnya IMB.

Secara empiris di Kota Semarang terdapat 2 (dua) lembaga yang mempunyai
kesamaan fungsi pelayanan IMB, yakni pertama Unit Pelayanan Terpadu ( UPT)
yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor : 061.1/526 tanggal, 20
Nopember 2000. Secara singkat tugas lembaga Unit Perlayanan Terpadu (UPT)
adalah menjalankan fungsi koordinasi di bidang pelayanan, berkedudukan di bawah
langsung Walikota. Kedua Dinas Tata Kota dan Permukiman sebagai perangkat

daerah mempunyai fungsi sama yaitu pelayanan perijinan khususnya IMB. Lembaga

tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2001 tanggal 30

Januari 2001.
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Dua lembaga tersebut banyak mempunyai kesamaan, seperti kesamaan fungsi
pelayanan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota,
schingga sangat dimungkinkan  kedua lembaga pelayanan (UPT dan DTK&P)

cenderung pada konflik kepentingan, implikasinya kedua organisasi tidak dapat

berjalan efisien dan efektif.

Berdasarkan diskripsi di atas, agar dapat tercapai pelayanan masyarakat yang
berkualitas keberadaan kedua lembaga tersebut perlu dikaji lebih mendalam, atau
kemungkinan dapat dilakukan restrukturisasi kelembagaan.

Restrukturisasi adalah penataan ulang organisasi. Penataan pertama adalah
perampingan struktur atau fungsi-fungsi yang tidak seharusnya dan melakukan

penyesuaian terhadap tugas organisasi yang akan di jalankan, dengan mendasarkan
prinsip-prinsip pengembangan Qrganisasi. Disamping itu sekiranya perlu dikaji
kembali keberadaan dua instansi yang mempunyai tanggung jawab dalam bidang
pelayanan TMB, hal lain yang menjadi masalah mendasar adalah kejelasan peranan
pegawai akan wewenang dan tanggung jawab yang kurang jelas, serta desentralisasi
tentang kewenangan penandatanganan perijinan. Meskipun demikian hasil penelitian

ini telah merekomendasikan hal-hal sebdgai berikut :

B.1 Kualitas Pelayanan.
Oleh karena upaya untuk meningkatkan/merealisasi  kualitas pelayanan IMB

perlu dilakukan :
a. Adanya rumusan stindar kualitas pelayanan publik yang jelas dan di

sosialisasikan kepada masyarakat
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b. Adanya sistem penanganan keluhan yang responsif

c. Adanya ganti rugi yang diberikan kepada klien atau pengguna jasa apabila
mereka tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

d. Adanya lembaga banding apabila terjadi konflik antar klien dengan aparatur

pelaksana pelayanan publik.

e. Sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap prosedur pelayanan dan

evaluasi terhadap implementasi kebijakan.

f Dilakukan re-format formulir isian bagi pendafiran IMB.

g. Untuk meningkatkan kemaﬁ:lpuan petugas pelayanan publik, diberikan Diklat
yang mengutamakan frekuensi pelatihan,

h. Agar efektif dalam pencapaian hasil kerja, penempatan pegawai di sesuaikan

dengan latar belakang pendidikan/pengetahuan yang dimiliki pegawai.
i. Untuk mempermudah evaluasi kinerja pegawai perlu dibuatkan standar yang

baku dan mudah dioperasionalkan.

B.2 Motivasi Kerja
a.

Penigkatan kesadaran pegawai akan pentingnya pelayanan prima

b. Disusun jadawal penyelesaian tugas

Disusun standar kinerja mencantumkan tugas, wewenang dan tanggung jawab

pegawai secara jelas.

Untuk menambah pengetahuan serta menghindari kejenuhan dari tempat kerja

periu dilakukan rolling pegawai secara berjakala.
Diberikan isentif yang besarnya di tentukan berdasarkan kinerja pegawai
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B.3 Iklim organisasi

a. Menciptakan pola hubugan di antara sesama rekan kerja yang harmonis dan
sinergis
b. Menciptakan hubungan kerja secara terbuka diantara rekan kerja, serta

mengembangkan sikap saling percaya.

¢. Promosi jabatan dilakukan terbuka dengan mempertimbangkan aspek prestasi

kerja pegawai.

B.4 Gaya Kepemimpinan,

a. untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekiranya  diperlukan seorang

pimpinan yang inovatif, kreatif dan partisipatif. Agar diperoleh kepemimpian

yang tepat di dalam rekrutmen dilakukan secara kompetitif melalui fit &
proper test \
b. Dalam manajemen pelayanan publik perlu dipertimbangkan dengan

pendekatan gaya kepemimpinan partisipatif.
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